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PENDAHULUAN 

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) merupakan suatu struktur dan proses 

yang digunakan Bank dalam mengarahkan, mengendalikan dan memfasilitasi penentuan 

sasaran-sasaran dalam mencapai tujuan Perusahaan yang didukung dengan nilai kepatuhan 

terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta etika yang berlaku umum pada 

industri perbankan. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut                      

Bank Sultra sangat menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

merupakan faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara 

kepercayaan dan keyakinan pemegang saham  terlebih dalam konteks kedudukan Bank Sultra 

sebagai salah satu penggerak  laju ekonomi daerah. 

Bank Sultra terus berupaya mengapresiasi dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik/Good Corporate Goverance sebagai elemen penting dalam menciptakan 

keberhasilan  pencapaian tujuan dalam hal  memperoleh dan mempertahankan kepercayaan 

para stakeholders, meningkatkan akuntabilitas dan  transparansi dalam hal peran dan tanggung 

jawab, minimalisasi risiko, serta dalam mendukung integritas organisasi, berusaha bahwa dalam 

mengelola bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika serta penerapan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik  untuk menjaga kelangsungan usaha dan juga 

meningkatkan nilai kompetitif Bank Sultra dalam persaingan industri perbankan sehingga tidak 

hanya mencapai tujuan strategi bisnis Bank Sultra tetapi juga dapat mendukung dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang selama ini telah menjadi perhatian  

utama  manajemen  Bank Sultra,  sebagai  proses  berkesinambungan   yang bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank dengan meningkatkan   pelayanan   kepada  pemangku  

kepentingan  dengan  Bank,  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  nasabah,  melainkan  juga 

kepada regulator,  pemerintah, karyawan, dan pemegang saham. 

2. Meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.  

3. Melindungi   Bank   dari   potensi   tuntutan   hukum,   yang   disebabkan oleh ketidakpatuhan 

Bank terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

Oleh sebab itu, Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi 

keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang 

mewajibkan bank-bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa berpedoman 
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pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, 

Independensi, Fairnes), serta melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan Good 

Corporate Governance dan menyusun laporan pelaksanaannya untuk disajikan kepada Ototritas 

Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya. Adapun Prinsip-prinsip Utama tata Kelola adalah 

sebagai berikut: 

1. Transparansi (transparency), yaitu mensyaratkan keterbukaan bank kepada semua 

stakeholders melalui pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas 

tentang kondisi bisnis Bank. 

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan peran dan fungsi masing-masing organ bank, 

baik organ utama maupun organ pendukung, keseimbangan kewenangan, tugas dan 

tanggungjawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, maupun fungsi 

lain yang menunjang manajemen bank agar berjalan efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu implementasi tanggungjawab bank sebagai 

anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

masyarakat dengan pertimbangan bahwa kondisi Bank harus mampu berperilaku dan atau 

bertindak sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizenship) 

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank harus profesional, tanpa adanya 

benturan kepentingan dan bebas intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa berusaha agar mampu 

menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar olehstakeholders dan Pengelola Bank 

tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dalam prinsip ini tersirat bahwa pengelola 

perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang 

ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. 

5. Kewajaran (fairness) yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat 

memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan 

dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini dapat menghindari praktek-praktek tercela 

seperti perbuatan fraud (penggelapan), self-dealing dan penyimpangan yang dilakukan oleh 

orang dalam yang merugikan pihak lain.  
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Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Bank 

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang  Nomor 

10 tahun 1998 

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 

tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagimana telah diubah dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016. 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal                       

23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi 

bagi Bank Umum. 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga                       

Jasa Keuangan. 

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal                       

7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal                       

17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 

11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 

tentang Rencana Bisnis Bank Umum. 

Penerapan GCG 

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Sultra, Direksi didukung oleh struktur organisasi 

yang efektif, sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan 

Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta 

Komite Remunerasi dan Nominasi. 
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Sebagai wujud pelaksanaan penerapan Good Corporate Governanace, maka Bank Sultra 

membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2018 untuk memberikan 

informasi kepada stakeholder dan merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Sultra pada 

peraturan yang berlaku. Penerapan GCG harus melakukan penilaian sendiri secara berkala 

meliputi11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 

4. Penanganan benturan kepentingan; 

5. Penerapan fungsi kepatuhan; 

6. Penerapan fungsi audit intern; 

7. Penerapan fungsi audit ekstern; 

8. Penerapan manajemen resiko temasuk sistem pengendalian intern; 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar                      

(large exposure); 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola 

dan pelaporan internal; dan 

11. Rencana strategis Bank; 

 Dalam laporan ini, assesment GCG dikelompokkan dalam suatu governance system yang 

terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu: 

1. Governance Structure untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur,  

2. Governance Process untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung 

oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. 

3. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sultra Tahun 2018 tertuang dalam 

laporan berikut : 

Visi dan Misi 

Visi : Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara tahun 2024. 

Misi :  

1. Meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan; 

2. Meningkatkan ketahanan kelembagaan; 

3. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. 
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Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Bank Sultra terus berusaha memberikan layanan 

keuangan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan dilengkapi sumber daya 

manusia yang berkualitas serta teknologi dan sistem kerja yang mendukung peningkatan kinerja 

agar mampu menjadi Bank yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, kebijakan tata kelola 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank yang diinginkan telah lama ditetapkan 

dan diterapkan secara konsisten. 

Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra Tahun Buku 2018 sampai akhir bulan April 

belum dilaksanakan. 
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A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

Jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi 

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                       

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 12 Februari 2018 sesuai                         

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2018, Komposisi Keanggotaan Direksi Bank Sultra 

hingga tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) 

orang Direktur, yaitu: 

 Direktur Utama  : Khaerul Kemala Raden 

 Direktur Umum  : Hayati Hasan 

 Direktur Pemasaran : Depid 

Dikarenakan pada tanggal 27 November 2017, 1 (satu) orang Direksi yaitu 

Direktur Kepatuhan berakhir masa baktinya sehingga berdasarkan Keputusan Gubernur 

Sulawesi Tenggara Nomor 593a Tahun 2017 tentang Penunjukan Direktur Sementara 

yang Membawah Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

ditetapkan Saudari Hayati Hasan sebagai Pelaksana Sementara Direktur Kepatuhan                           

PT. BPD Sultra. Sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 menyatakan bahwa 

Direktur Kepatuhan bersifat Independen maka tidak diperkenankan rangkap jabatan. 

Oleh karena itu, tugas dan kewenangan Direktur Umum sementara akan dilaksanakan 

oleh Direktur Utama. Sehingga Komposisi Keanggotaan Direksi Bank Sultra per 31 

Desember 2017 terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur 

yaitu: 

 Direktur Utama  : Khaerul Kemala Raden 

 Plt. Direktur Kepatuhan : Hayati Hasan  

 Direktur Pemasaran : Depid 

Independensi Direksi 

Keanggotaan Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 

telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya seluruh anggota Direksi berdomisili di 

Indonesia, tidak rangkap jabatan, tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang 

dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.  
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Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh Direksi tidak memiliki hubungan 

keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Direksi, anggota Dewan Komisaris 

dan/atau pemegang saham pengendali Bank. 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

 Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan 

Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam 

maupun diluar pengadilan. 

 Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk 

kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank 

baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian 

dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 

dan/atau Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan. 

 Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada 

tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank.  

 Senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan 

serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 

 Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank dengan mengindahkan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, 

Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Bank 

Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain 

 Melaporkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham. 
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Pembidangan Tugas Direksi 

Tabel 1 

Pembidangan Tugas Direksi Bank Sultra 

Nama Direksi Jabatan Bidang Tugas 

Khaerul Kemala Raden Direktur Utama Koordinasi pengelolaan Bank Sultra, HRD 
dan Teknologi Sistem Informasi 
membawahi Unit Kerja: 
 SKAI 
 Perencanaan 
 Corporate Secretary  
 SKMR 
 Analisis Kredit 
 Keuangan dan Akuntansi 
 SDM dan Umum 
 Teknologi Sistem Informasi 

Hayati Hasan Direktur Kepatuhan Compliance, UKPN, serta Hukum dan Litigasi, 
membawahi Unit Kerja: 
 Compliance dan UKPN 
  Hukum dan Litigasi 

Depid Direktur Pemasaran Pengelolaan Dana, Likuiditas dan 
perkreditan, membawa Unit Kerja: 
 Treasury 
 Perkreditan 

 

Frekuensi Rapat Direksi 

Selama Tahun 2018, Direksi mengadakan rapat sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. 

Frekuensi rapat Direksi maupun Direksi dengan Staf dan/atau Direksi dengan Auditor 

eksternal selama tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

Rapat Direksi Tahun 2018 

Dewan Komisaris Kehadiran 

Jumlah (kali) %  

Khaerul Kemala Raden 43 97,73%  

Hayati Hasan 38 86,36%  

Depid 40 90,91%  
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Tabel 3 

Materi Rapat Direksi Tahun 2018 

No Hari/Tgl Materi Rapat Peserta Rapat 

1 Kamis,  
11 Januari 2018 
 

1. Memorandum SDM & Umum Nomor 
005/135.00/01/18/SDU tanggal 04 Januari 2017 
perihal Usulan Penyesuaian Penghasilan Pegawai 
PKWTT & PKWT 

2. Memorandum SDM & Umum      
Nomor 006/135.000/01/18/SDU tanggal       
04 Januari 2017 Perihal Penyesuaian UMK untuk 
gaji Satpam, Cleaning Service dan Sopir. 

3. Surat Pangkalan TNI AL (LANAL) Kendari Nomor 
B/686/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 
perihal Mohon Dukungan dan Kerjasama 

4. Proposal Pembangunan Tempat Wudhu Wanita 
Masjid AT-Tarbiyah Keluarahan Watu-Watu 
Kecamatan Kendari Barat. 

5. Proposal Renovasi Mesjid Jabal Nur. 
6. Proposal Baitul Maal Hidayatullah tanggal      

10 Januari 2018 perihal Permohonban Kerjasama 
dalam Program Sehat Peduli Gizi. 

7. Proposal SMAN 5 Activity 2018 tanggal 28 
Desember 2017 

8. Proposal Panitia Pelaksana Seminar Nasional 
Pilkada dan Launching Detiksultra,com Nomor 
0018/PANPEL-DS/XII/2018 tanggal 2 Januari 
2018 perihal Pemohonan Dana dan Sponsorship. 

9. Proposal Kendari POS EO Nomor 007/EO-KP/2017 
tanggal 27 November 2017 perihal Penawaran 
Event 

1.   Khaerul K. Raden 
 (Direktur Utama) 

2.   Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan ) 

3.  Depid  
(Direktur Pemasaran) 

4.   Wa Ode Nurhuma 
     (Kabag. Sekretaris &      

Humas) 
5. Muh. Hirul Ramdhani 

S.  (Notulen) 

2 Kamis, 
25 Januari 2018 
 

1. Pemilihan Vendor EDC Bank Sultra. 
2. Pemilihan Vendor E-Money Bank Sultra. 
3. Aplikasi Rumah Sakit Bank Sultra. 
4. Laporan Peninjauan Kantor Kas. 
5. Surat Finnet Electronic Payment Provider No 

0002/BS02/FINNET-027/2018 tanggal 4 Januari 
2018 perihal Partisipasi Iklan Besama HUT ke-12      
PT. Finnet Indonesia. 

6. Penawaran Harga Tanah Rumah. 
7. Permohonan Cuti Diluar Tanggungan      

Yustika Varadila. 
8. Proposal Pondok Pesantren Tahfidz Baitul Quran 
9. Kejuaraan Bola Voli Tunas Maju Cup 
10. Surat Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UHO 

Nomor 004/C/PAN-PEL/FISIP CUP I/MEN-
PORA/BEM/FISIP/UHO/2018 tanggal       
15 Januari 2018 perihal Permohonan Kerjasama. 

11. Surat PMR SMAN 1 Kendari Nomor 
041/PANPEL/OSIS-PMR/SMAN 1/2018 tanggal       
7 Januari 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana. 

12. Proposal BEM FISIP Universitas Halu Oleo Perihal 
Kompetisi Debat Tingkat PELajar SMA/Sederajat & 
Mahasiswa Se-Sulawesi Tenggara 
 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Muh. Hirul 
Ramdhani S. 
(Notulen) 

 

3 Kamis, 
08 Februari 2018 
 

Surat Permohonan Kredit Pemerintah Kabupaten 
Konawe Selatan 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 
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No Hari/Tgl Materi Rapat Peserta Rapat 

2. Hayati Hasan               
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

4. La Ode    
Muh. Mustika 
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Wa Ode Nurhuma  
(Notulen) 
 

4 Senin, 
26 Februari 2018 
 

1. Penunjukkan Vendor Annual Report Tahun Buku 
2017. 

2. Memorandum Divisi TSI Nomor 
008/135.000/01/18 TSI tanggal 31 Januari 2018 
perihal Usulan Pergantian Switching SMS Banking 
Bank Sultra. 

3. Memorandum Divisi TSI Nomor 
007/135.000/01/18/TSI tanggal tanggal      
24 Januari 2018 perihal Proposal Penawaran 
Pembuatan Dokumen Pedoman TI. 

4. Memorandum Divisi TSI Nomor      
/135.000/02/18 TSI tanggal 2 Februari 2018 
perihal Usulan Pengadaan Perangkat WANO. 

5. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 
113/135.000/02/18/SDU tanggal 22 Februari 
2018 perihal Perubahan Sistem Sewa ATM. 

6. Surat Perjanjian Jasa Pengacara tanggal      
29 Oktober 2014 antara Pihak Bank Sultra dan 
Yustiti A. Hamid, SH. 

7. Memorandum Divisi Perencanaan Nomor 
020/135.000/01/18/PRC tanggal 30 Januari 2018 
Perihal Penyampaian Usulan. 

8. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 
086/135.000/2/18/SDU tanggal 12 Februari 
2018 perihal Usulan Plafon BBM Kepala Divisi dan 
Pimpinan Cabang Utama. 

9. Memorandum Plt. Direktur Kepatuhan Nomor 
021/135.000/02/18/Dirkep tanggal       
14 Februari 2018 Perihal Penanganan Kasus 
Fraud. 

10. Surat Rasni, S. Kep, Ners tanggal 2 Februari 2018 
Perihal Surat Penawaran Harga Tanah dan 
Rumah. 

11. Surat Bank Sultra Cabang Punggaluku Nomor 
023/135.107/02/18/Pglk tanggal 13 Februari 
2018 perihal Permintaan Sumbangan Bantuan 
Dana Pembangunan Mesjid. 

12. Surat Bank Sultra Cabang Lasusua Nomor 
014/135.000104/01/2018/Lsa tanggal       
24 Januari 2018 perihal Usul Penambahan 
Pegawai Tenaga Sales Officer (SO). 

13. Surat Bank Sultra Cabang Utama Nomor 
179/135.001/1/18/KCU tanggal 26 Januari 2018 
perihal Tindaklanjut Temuan Audit. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

4. La Ode    
Muh. Mustika 
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Wa Ode Nurhuma  
(Notulen) 
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14. Surat Bank Sultra Cabang Pasarwajo Nomor 
011/135.106/Oprs/01/18/Psw tanggal       
15 Januari 2018 perihal Surat Pengantar Proposal 
Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 
Masjid Jabal Nur. 

15. Surat Divisi TSI Nomor 008/135.000/02/18/TSI 
tanggal 14 Februari 2018 perihal Analisis 
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Divisi TSI. 

16. Surat Bank Sultra Cabang Kolaka Nomor 
0129/135.002/02/2018/Klk tanggal       
15 Februari 2018 perihal Porseni PGRI Kab. Kolaka 
Tahun 2018. 

17. Surat Lembaga Karate-DO Indonesia (Lemkari) 
Nomor 07/PENGPROV-LEMKARI/SULTRA/II/2018 
tanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan 
Sponsor 

18. Surat Garuda Indonesia Nomor 
GARUDA/UPGM/20008B/2018 tanggal      
12 Januari 2018 perihal Kerjasama Pembuatan 
Jingle Produk dan Corporate Song. 

19. Surat Jinglemaster MusicPro tanggal      
23 Januari 2018 perihal Kerjasama Pembuatan 
Jingle Produk dan Corporate Song. 

20. Surat LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia) Nomor XV/52/DIR tanggal      
30 Januari 2018 perihal Kerjasama Iklan di Media 
Garuda Indonesia. 

21. Surat IZI Nomor       
IZI-SULTRA/030.01/PKP/II/2018 tanggal      
5 Februari 2018 perihal Penawaran Kerjasama 
Sinergi Program 1000 Lapak Berkah. 

22. Proposal Persatuan Himpunan Mahasiwa Geologi 
Indonesia. 

23. Proposal Zonasultra.com Nomor 
08/PROGRAM/ZS/2018 tanggal 5 Februari 2018 
perihal Permintaan Sponsorship Seminar 
Entrepreneurship. 

24. Proposal Kegiatan English Gold Generation OSIS 
SMA Negeri 1 kendari tanggal 22 Januari 2018. 

25. Proposal EXPO Kewirausahaan Universitas Halu 
Oleo Nomor 001/B001/UKM-K/UHO/i/2018 
tanggal                  12 Februari 2018. 

26. Proposal Kejurnas Karate Satpam Indonesia 
Awaloeddin Djamin Cup-I Nomor 
01/LEM/BS/2018 tanggal 19 Februari 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana. 

27. Assesment Printer PT. BPD Sultra. 
28. Perpanjangan Kontrak Maintenance Radio Link 

BWA. 
29. Memo Divisi Kredit. 
30. Jasa Individual Konsultan Program Bank Sultra 

Mitrapreneur. 
31. Proposal Yayasan Bumi Cerdas Madani perihal 

Pelaksanaan Bursa Komoditi Fisik Menjadi Solusi 
dalam Pemasaran Hasil Bumi Memanfaatkan 
Teknologi. 

32. Proposal HUT Kabupaten Konawe ke-58 Tahun 
2018. 
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33. Proposal Dinas Motor Sport Nomor 
002/DMS/WKTB/2018 tanggal 2 Februari 2018. 

34. Proposal Parisada Hindu Dharma Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 01/PHDI-Sultra/V/2017 tanggal      
5 Februari 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana Kegiatan Upacara Agama. 

5 
 

Senin, 
12 Maret 2018 
 

1. Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 
018/Dekom.BPD/03/2018 tanggal 08 Maret 2018 
perihal Perubahan Struktur Organisasi. 

2. Laporan KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan 
Nomor R-PPC/SISCO-MND/KDI/MA/260218.03 
tanggal 26 Februari 2019 perihal Penilaian Aset      
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Tenggara. 

3. Surat Cabang Pembantu Ladongi Nomor 
061/135.002.003/03/18LDG tanggal       
06 Maret 2018 perihal Pembelian Ruko Kantor      
PT. BPD Sultra Kas Rate Rate. 

4. Laporan SKAI Nomor 007/135.000/01/18/SKAI 
tanggal 16 Januari 2018 perihal Laporan Audit 
Pendalaman Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2017, 

5. Memorandum Plt. Direktur Kepatuhan Nomor 
021/135.000/02/18/Dirkep tanggal      
14 Februari 2018 perihal Penanganan Kasus 
Fraud. 

6. Memorandum Divisi Keuangan dan Akuntansi 
Nomor 0639/135.000/03/18/Keu tanggal 08 
Maret 2018 perihal Pengajuan Reward Progress 
Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Teknologi CHIP 
dan PIN untuk kartu ATM PT. BPD Sultra. 

7. Memorandum Divisi TSI Nomor 
009/135.000/02/18/TSI tanggal 06 Februari 
2018 perihal Usulan Upgrade ATM Diebold untuk 
Implementasi NSICCS. 

8. Surat Cabang Wakatobi Nomor 
074/135.105/03/18/Wci tanggal 07 Maret 2018 
perihal Permohonan Persetujuan Biaya. 

9. Memorandum Divisi Perkreditan Nomor 
254/135.000/02/18/KRD tanggal 28 Februari 
2018 perihal Permohonan Persetujuan KPR FLPP 
untuk Pegawai PT. BPD Sultra. 

10. Memorandum Divisi Perkreditan Nomor 
242/135.000/02/18/KRD tanggal 27 Februari 
2018 perihal Permohonan Persetujuan KPR FLPP 
dengan Buyback Guarantee. 

11. Surat Koordinator Sepak Bola PT. BPD Sultra 
tanggal 5 Maret 2018 perihal Partisipasi LIPESIA 
2018. 

12. Surat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Kota Kendari Nomor 421.2/116/2018 
tanggal                       12 Januari 2018 perihal 
Permohonan Menjadi Sponsor Liga Bola Siswa 
SMP Tahun 2018. 

13. Surat Yayasan Kesejahteraan Keluarga Besar Bank 
Pembagunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 
003/YKKB.BPDST/3/2018 tanggal 07 Maret 2018 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Wa Ode Nurhuma  
(Kabag. Sekretariat 
dan Humas) 

5. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen) 
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perihal Permintaan Persetujuan Mengikuti 
Seminar dan Rapat Anggota IYAKKAPI. 

14. Surat Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke 
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 
140/73/AU/2018 tanggal 14 Februari 2018 
perihal Permasalahan Kantor BPD Kas Buke. 

15. Surat Cabang Kolaka Nomor 
0171/135.002/03/2018/Klk tanggal 05 Maret 
2018 perihal Permohonan Bantuan Dana Mesjid 
Agung Khaerul Ummah. 

16. Surat Cabang Kolaka Nomor 
0135/135.002/02/2018/Klk tanggal      
20 Februari 2018 perihal Dukungan Publikasi Buku 
Profil Kabupaten Kolaka. 

17. Proposal Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi 
Kepamongprajaan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 03/PANPEL/IKAPTK TPP CV/III/2018 
tanggal 02 Maret 2018 perihal Permohonan 
Dukungan Dana Turnamaen Futsal Purna Praja 
Cup V. 

18. Proposal Pembangunan Masjid Babun Nur 
Kecamatan Kadia Kota Kendari Nomor       
031/PM-MBN/P/XI/2018 Februari 2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana. 

19. Proposal Gebyar Inovasi Kimia (GIK) VII UHO 
Nomor 097/C/PANPEL/GIK-VII/HMJ-
P.KIMIA/UHO/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana. 

20. Proposal Kegiatan BARONAS 2018 SMA Negeri 1 
Kendari tanggal 7 Januari 2018. 

21. Proposal Kegiatan SMANAM Volley Ball Cup II 
Antar Pelajar Tingkat SMA Se-Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 02/OSIS-SMAN-6-KDI/III/2018 
tanggal                    5 Maret 2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana. 

22. Proposal Kegiatan Hari Tari Sedunia Nomor 
01/SKLUB,-Hari Tari Sedunia/II/2018 tanggal      
11 Februari 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana. 

23. Surat Bank Indonesia Nomor 20/296/DSSK/Srt/B 
tanggal 18 Februari 2018 perihal Persetujuan 
Pencetakan Kartu Berlogo Nasional dan Action 
Plan. 

24. Surat PT. Jalin Nomor 040/L/COMM/JPN/2/2018 
tanggal 22 Februari 2018 perihal Penawaran 
Kerjasama ATM LINK & DEBT LINK (Domestik 
GPN). 

6 Senin,  
19 Maret 2018 
 

1. Kegiatan Study Pembelajaran BMPD 
2. Surat Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana 

Kelautan Indonesia Nomor 011/RAKERNASI/DPP-
ISKINDO/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 perihal 
Permohonan Dukungan Kerjasama 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                      
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Uchi Nisya 
Ramadhani 

       (Notulen) 
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7 Senin, 
02 April 2018 
 

1. Memorandum Tim Aplikasi Satker Online Nomor 
0657/135.000/02/18/Keu Tanggal 12 Maret 2018 
perihal Penyampaian Laporan Review & Usulan 
Pengembangan Aplikasi Satker Online. 

2. Memorandum Divisi Keuangan dan Akuntansi 
Nomor 0869/135.000/03/18/Keu Tanggal 02 April 
2018 perihal Dasar Pemberian Proyek Kategori A 
pada Pembuatan Aplikasi Tekhnologi CHIP dan 
PIN untuk kartu ATM. 

3. Proposal Finnet Nomor 0204/BM02/FINNET-
022/III 2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal 
Penawaran Skema Bisnis Untuk Layanan Mobile 
Cash (MC) White Label. 

4. Surat Pangkalan Utama TNI AL VI Komando 
Armada RI Kawasan Timur Nomor B/167/II/2018 
tanggal        14 Februari 2018 perihal Penerbitan 
Buku Lantamal VI Garda Terdepan Poros Maritim 
Indonesia Bagian Timur. 

5. Surat Grand Clarion Hotel & Convention Kendari 
tanggal 05 Maret 2018 perihal Permohonan 
Sponsor Merchandise. 

6. Surat Koperasi Karyawan Bank Nomor      
040/Kopkar-IB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 
perihal Penawaran Iklan Bersama Ucapan Selamat 
untuk Gubernur Bank Indonesia 2018-2023. 

7. Proposal Pembuatan Film Malulo 2 tanggal      
16 Maret 2018 perihal Penawaran Sponsorship      
Film Molulo 2. 

8. Memo Divisi SDM & Umum PT. BPD Sultra nomor 
170/135.000/03/18/SDU tanggal 20 Maret 2018 
perihal Usulan Kebijakan Masa Persiapan Pensiun 
(MPP). 

9. Memorandum Divisi Treasury Nomor 
818/135.000/03/18/TRS tanggal 20 Maret 2018 
perihal Usulan Penambahan Pegawai Divisi 
Treasury. 

10. Surat Sri Muharani tanggal 1 Maret 2018 perihal 
Permohonan Dukungan Dana. 

11. Surat Dharma Wanita Persatuan PT. BPD Sulawesi 
Tenggara tanggal 2 Januari 2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana. 

12. Proposal Pembanguan Masjid Babul Hijrah Nomor 
B/001/MBH/III/2018 tanggak 14 Maret 2018 
perihal Peromohonan Bantuan Dana.\ 

13. Proposal MAHACALA UHO Nomor 07_03/B/PDMH 
XXV/MH/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal 
Kerjasama Kegiatan. 

14. Surat PERSIT Kartika Candra Kirana Nomor 
01/PERSIT/DP/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 
perihal Sponsorship/Kepesertaan Pameran Multi 
Produk, Kerajinan, Kesenian dan Budaya dalam 
Rangka HUT Ke-72 Persit Kartika Chandra Kirana 
dan HUT Ke-54 Dharma Pertiwi, 

15. Surat Koperasi Karyawan Bank BPD JATENG 
YAKEKAR Nomor 102/Kop.Ykk/III/2018 tanggal      
22 Maret 2018 Perihal Undangan Iklan Kemitraan 
Perayaan HUT Ke-55 PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan                    
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                               
(Direktur Pemasaran) 

4. La Ode Mustika            
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Uchi Nisya 
Ramadhani            
(Notulen) 
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16. Surat PELTI Persatuan Tenis 
17. Seluruh Indonesia Pengurus Daerah Sulawesi 

Tenggara Nomor 13/Pelti-Sultra/III/2018 tanggal 
29 Maret 2018 perihal Turnamen Tenis Lapangan 
Bank Sultra. 

18. Sumbangan Kedukaan Almarhum Bapak H. Togu 
Tambunan Selaku Mantan Direktur Utama Bank 
Sultra. 

19. Surat PT. BPD Sultra Cabang Bombana Nomor 
0117/135.108/03/2018/Bbn tanggal 02 April 
2018 perihal Usulan Rencana Kantor Kas 
Bambaeya. 

8 Rabu,  
4 April 2018 
 

1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Konawe 
Kepulauan Nomor 005/PAN-PEL/HUT/2018 
tanggal 02 April 2018 Perihal Proposal Permintaan 
Dukungan Menjadi Sponsor. 

2. Surat Panitia HUT Kab. Konawe Kepulauan Ke-5 
Tahun 2018 Nomor 04/PAN-PEL/HUT/2018 
tanggal 28 Maret 2018 perihal Permintaan 
Dukungan Dana. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan                 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
      (Direktur 

Pemasaran) 
4. Uchi Nisya 

Ramadhani 
      (Notulen) 

9 Senin,  
09 April 2018 
 

1. Hasil Pertemuan Direktur Utama Bank Sultra 
dengan Pj. Gubernur Sultra tanggal 06 April 2018. 

2. Silaturahmi Direktur Utama Bank Sultra dengan 
Pimpinan Prodia terkait Check Up Kesehatan Bagi 
Pegawai. 

3. Kegiatan Pemeran HALO Sultra 2018 Dalam 
Rangka Penayangan Video. 

4. Koordinasi Cabang Utama dengan Pemerintah 
Kota Kendari perihal Penyediaan Jamban bagi 
ASN Golongan 3 (tiga) ke bawah. 

5. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 
214/135.000/04/18/SDU tanggal 04 April 2018 
perihal Usulan Penerimaan Pegawai. 

6. Memorandum Divisi TSI Nomor 
018/135.000/02/18/TSI tanggal 23 Februari 
2018 perihal Usulan Perubahan Koneksi Eksisting 
ke Jalur FO Telkom, 

7. Memorandum Divisi TSI Nomor 
023/135.000/04/18/TSI tanggal 06 April 2018 
perihal Tindaklanjut Hasil Keputusan Rapat Direksi 
Terkait Proposal Penawaran Pemuatan Dokumen 
Pedoman TI. 

8. Memo SKAI Nomor 077/135.000/03/18/SKAI 
tanggal 29 Maret 2018 perihal Usulan Pengadaan 
Kendaraan Dinas. 

9. Surat Bupati Buton Utara perihal Rekomendasi 
Permohonan CSR Pembangunan Masjid An-Nur. 

10. Proposal Pengurus Masjid Raya Kota Kendari 
Tanggal 04 April 2018 perihal Permohonan 
Anggaran Biaya Renovasi Menara Masjid Raya 
Kota Kendari. 

11. Proposal Assosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola 
Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Tenggara 
Nomor 541/SBL/-ASPROV PSSI/SULTRA/III-2018 
perihal Permohonan Sponsorship. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Waode Nurhuma 
(Kabag. Sekretariat 
dan Humas) 

5. Uchi Nisya 
Ramdhani 
(Notulen) 
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12. Surat PLUT-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Sultra 
Nomor 04/PLUT/IV/2018 tanggal 02 April 2018 
perihal Penawaran Kerjasama Sponsorship 
Pameran Ku;iner KUMKM di PLUT-KUMKM Sultra. 

13. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomr 
215/135.000/04/18/SDU tanggal 05 April 2018 
perihal Biaya Perawatan Kesehatan Pegawai. 

10 Kamis,  
12 April 2018 

1. Surat PT. BPD Sultra Cabang Wawonii Nomor 
220/135.221/04/2018/Wwni tanggal 09 April 
2018 perihal Permohonan Usulan Biaya Partisipasi 
Dalam Rangka Pameran Expo Wawonii 2018. 

2. Surat PT. BPD Sultra Cabang Ladongi Nomor 
225/135.002.003/04/18/LDG tanggal 10 April 
2018 perihal Persetujuan Biaya Pameran & Mobil 
Layanan Operasional. 

3. Proposal Bupati Buton Selatan Nomor 645.8/99F 
tanggal 05 April 2018 perihal Permohonan 
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Masjid Raya 
Nurul Fithri Batauga. 

4. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bombana Nomor 003.3./521 tanggal 10 April 
2018 perihal Permohonan Bantuan 
Pendanaan/Sumbangan Sukarela. 

1.   Khaerul K, Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan                
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                         
(Direktur Pemasaran) 

4. Uchi Nisya 
Ramadhani              
(Notulen) 

11 Selasa,  
24 April 2018 
 

1. Memorandum Divisi Perkreditan Nomor 
537/135.000/04/18/Krd tanggal 24 April 2018 
perihal Permohonan Perpanjangan dan 
Penambahan Palfond Kredit Standby Loan An.      
PT. Rizky Ilham Bersaudara. 

2. Proposal Lazuardi Global Islamic School Ibnu Sina 
Kendari Nomor 002/IS/IV/2018 tanggal      
10 April 2018 perihal Permohonan Sponsor 
Kegiatan. 

 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen) 

12 Rabu,  
02 Mei 2018 
 

1. Memorandum Divisi Kredit Nomor 
546/135.000/04/18/Krd tanggal 26 April 2018 
perihal Permohonan Kredit Sindikasi An. PEMDA 
Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Surat PT. BPD Bombana Nomor 
0144/135.108/04/18/Krd tanggal 26 April 2018 
perihal Permohonan Bantuan Partisipasi. 

3. Proposal Komunitas Melihat Alam Wakatobi 
tanggal 13 April 2018 perihal Permohonan 
Bantuan Partisipasi Peringatan Hari Bumi 2018. 

4. Proposal Balai Taman Nasional Wakatobi tanggal 
11 April 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Partisipaso Peringatan Hari Bumi di Kecamatan 
Kaledupa Kabupaten Wakatobi. 

5. Surat Dewan Komisaris Nomor 
024/Dekom.BPD/04/2018 tanggal 30 April 2018 
perihal Persetujuan Pembelian Ruko untuk Kantor 
Cabang Wakatobi. 

6. Proposal Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sultra 
perihal Business Plan Pusat Kuliner KUMKM.  

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen ) 

13 Selasa,  
08 Mei 2018 

1. Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari Pemerintah 
Kota Kendari nomor 443.52/1585 tanggal      

1.  Khaerul K. Raden 
 (Direktur Utama) 

2.  Depid  
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04 Mei 2018 Perihal Pengantar Draft Dokumen 
PKS. 

2. Surat Sektretaris Umum Kabupaten Konawe 
Kepulauan Nomor Istimewa tanggal 24 April 2018 
perihal Permohonan Sumbangan Dana Kegiatan 
Bupati Cup I Konawe Kepualuan. 

3. Proposal Ketua PanitianKapolda Cup tanggal      
28 April 2018 perihal Rencana Kebutuhan 
Anggaran Kejuaraan Bola Voli Putra dan Putri 
Kapolda Cup Tahun 2018. 

 (Direktur 
Pemasaran) 

3.  Uchi Nisya 
Ramadhani 
 (Notulen) 

14 Kamis,  
17 Mei 2018 
 

1. Surat SKAI Nomor 107/135.000/05/18/SKAI 
tanggal 16 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil 
Pemutahiran Pemeriksaan BPK RI Semester II       
Tahun 2017. 

2. Surat Dana Pensiun PT. BPD Sultra Nomor 
65/Dapen.BPDST/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 
perihal Surat Keputusan Direksi tentang 
Pemberian Manfaat Lain kepada Pensiunan 
Pegawai                              PT. BPD Sultra. 

3. Laporan Audit Investigasi SKAI Nomor 
086/135/000/04/18 tanggal 10 April 2018 perihal 
Penarikan Uang Nasabah oleh Petugas Teller       
Kantor Kas Lasehao. 

4. Surat OJK Nomor S-276/KO.0601/2018 tanggal       
16 April 2018 perihal Persetujuan Rencana Bisnis 
Bank Tahun 2018-2020. 

5. Surat PT. BPD Sultra Cabang Bau Bau Nomor 
113/135.004/02/2018/Bbu tanggal       
05 Februari 2018 perihal Permintaan Pengadaan 
Mesin ATM. 

6. Surat Walikota Kendari Nomor 660.31/1155 
tanggal 9 April 2018 perihal Peluncuran Kebijakan 
Air Limbah Berkelanjutan. 

7. Memo Divisi Perkreditan Nomor 
501/135.000/04/18/Krd tanggal 17 April 2018 
perihal Permohonan Persetujuan KPR FLPP untuk 
pegawai PT. BPD Sultra. 

8. Memorandum Divisi Perencanaan Nomor 
043/135.000/04/18/PRC tanggal 10 April 2018 
perihal Laporan Kunjungan Pembinaan. 

9. Surat PT, BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor 
423/135.002/5/2018/Klk tanggal 08 Mei 2018 
perihal Partisipasi Kegiatan Pasar Murah. 

10. Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor      
022/MUI-Sultra/IV/2018 taggal 11 April 2018 
perihal Permohonan Bantuan Rutin Bulanan 
Operasional MUI Sultra. 

11. Proposal Masjid Al-Arif Nomor 04/PMA/IV/2018 
tanggal 11 April 2018 perihal Proposal 
Permohonan Bantuan. 

12. Proposal BaitUL Maal Hidayatullah Nomor 
0210/EXT/bmh-sultra/iv/2018 tanggal      
10 April 2018 perihal Permohonan Kerjasama 
Program Ramadhan. 

13. Proposal Yayasan Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Wilayah Indonesia Nomor 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid  
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Waode Nurhuma 
(Kabag. Sekretariat 
dan Humas) 

5. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen ) 
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05/B.3/PUSDAYA/TIMEPL/2018 tanggal       
20 April 2018 perihal Penawaran Sponsorship. 

14. Proposalo Ikatan Alumni (IKA) SMPN 1 Kendari 
Nomor 03/IKA-SPENSA/IV/2018 tanggal      
09 Mei 2018 perihal Temu Kangen dan HUT 
SPENSA Kendari ke 71 Tahun 2018. 

15. Proposal SMAN 1 Raha tanggal 03 Mei 2018 
perihal Inspirasi SMANSARA Merangkai Kisah 
Menjalin Silaturahmi Tahun 2018. 

16. Surat Pengurus Masjid Fastabiqul Khairat Nomor 
007/P/MPKh/C/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal 
Permintaan Sumbangan Karpet/Ambal Masjid 
Fastabiqul Khairat. 

17. Surat Cabang Utama PT. BPD Sultra Nomor 
839/135.001/05/18/KCU tanggal 16 Mei 2018 
perihal Permohonan Pemberian Parcel Hari Raya 
Idul Fitri 1439 H. 

18. Pertanggungjawaban HUT Bank Sultra ke 50 
Tahun 

15 Jumat, 
25 Mei 2018 
 

1. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 
511.2/2593 tanggal 22 Mei 2018 perihal 
Partisipasi Kegiatan Pasar Murah. 

2. Proposal Kendari Pos Nomor 90/EO-KP/V/2018 
tanggal 21 Mei 2018 perihal Surat Kerjasama 
Buka Puasa Akbar dan Pemberian Infaq Kaum 
Duafa. 

3. Proposal Ekspedisi Cinta Nusantara dan Creative 
English Society Nomor 
053/ECN/GEMAR/KENDARI/2017 perihal Festival 
Anak Sholeh Ramadhan 2018. 

1. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Uchi Nisya 
Ramadhani  
(Notulen) 

16 
 

Senin, 
04 Juni 2018 
 

1. Memo Divisi SDM & Umum Nomor 
320/135.000/06/18/SDU tanggal 04 Juni 2018 
perihal Usulan THR Tahun 2018. 

2. Surat Dana Pensiun PT. BPD Sultra Nomor 
71/Dapen.BPDST/VI/2018 tanggal 31 Mei 2018 
perihal permohonan Tambahan THR untuk 
Pensiunan Pegawai PT. BPD Sultra. 

3. Surat OJK Nomor S-368/KO/0601/2018 TANGGAL 
30 Mei 2018 perihal Penyesuaian Anggaran Dasar 
Bank Sultra. 

4. Memorandum Divisi Kredit Nomor 
695/135.000/08/18/Krd tanggal 28 Mei 2018 
perihal Pengajuan Reward Pekerjaan 
Pengembangan Aplikasi SIKP KUR. 

5. Memorandum Divisi Treasury Nomor 
11501/135.000/05/18/TRS tanggal 28 Mei 2018 
perihal Penawaran Reuters. 

6. Surat PT. Persada Ano Celebes Nomor 007/B/PAC-
KOM/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal 
Penawaran Kerjasama. 

7. Proposal Puskesmas Kapoiala tanggal 20 April 
2018 perihal Permohonan Bantuan Material. 

8. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 
318/135.000/05/18/SDU tanggal 28 Mei 2018 
perihal Hasil Appraisal Kantor Kas Rate-Rate. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Wa Ode Nurhuma 
(Kabag, Sekretariat 
dan Humas) 

4. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen) 

17 Rabu, 
27 Juni 2018 
 

1. Memorandum Divisi Keuangan Nomor 
1520/135.000/06/2018/Keu tanggal 26 Juni 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 
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2018 perihal Persetujuan Pemindahbukuan Dana 
Kesejahteraan Sosial Pendidikan Tahun 2017. 

2. Surat An, Yasmin Kasim Tanggal 21 Juni 2018 
Perihal Dispensasi Permohonan Cuti. 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Uchi Nisya 
Ramadhani 
(Notulen) 

18 Selasa, 
3 Juli 2018 
 

1. Memo Divisi Kepatuhan Bank Sultra Nomor 
030/DKP.KP/BPD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 
perihal Laporan Penanganan Kasus Fraud Pegawai 
Bank Sultra. 

2. Surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara  

3. Surat Bank Bengkulu 
4. Iklan Kemitraan HUT ke 2 Bank Banten 
5. Memorandum Divisi Treasury Nomor 

1716/135.000/06/18/Trs perihal Penawaran 
Bloomberg. 

6. Surat Infobank. 
7. Surat Trimindi Media. 

1.  Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan  
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

5. Indri Ratu Gayatri 
(Notulen) 

19 Kamis,  
19 Juli 2018 
 

1. Surat Pemkab Buton Selatan Nomor 003.3/1583 
tanggal 17 Juli 2018 perihal Partisipasi. 

2. Surat PT. BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor 
562/135.002/7/2018/Klk tanggal 17 Juli 2018 
perihal Permohonan Bantuan Biaya Promosi. 

3. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang nomor 645.8/l tanggal 5 Juni 2018 perhal 
tindak lanjut pertemuan antara Bupati Buton 
Selatan dan Direktur Bank Sultra. 

4. Surat Bank Sultra Kas Watubangga Nomor 
140/135.237/vii/WTB/18 tanggal 2 Juli 2018 
Perihal Permohonan Baju Seragam (Tipe Taktikal). 

5. Proposal Bank Sultra Baubau Nomor 
718/135.004/06/2018/Bbu tanggal 29 Juni 2018 
perihal permintaan dana CSR. 

6. Proposal Masjid Al-Aqsah Kecamatan Angata 
Kabupaten Konawe Selatan; 

7. Proposal Pembangunan Mesjid Babul Khairat 
Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. 

8. Surat PT. BPD Sultra Cabang Unaaha Nomor 
110/135.005/07/18/Unh tanggal 16 Juli 2018 
perihal Usulan Persetujuan Biaya. 

9. Surat Dewan Komisaris PT. BPD Sultra Nomor 
036/Dekom.BPD/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 
perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Fraud. 

10. Surat ADKASl Nomor 091/DPN/ADKASI/V/2018 
tanggal 28 Mei 2018 perihal Pengajuan Kerja 
Sama Penerbitan Majalah ADKASI. 

11. Proposal Panitia Pertemuan Forum llmiah AIPTKMI 
Regional Timur Nomor      
019/PANPEL/AIPTKMI-WT/VII/LL/2018 tanggal      
09 Juli 2018 perihal Permohonan Bantuan Dana. 

12. Surat Sekolah Sepak Bola Prima Putra Kendari 
Nomor 08/SSB.PPl(/Vl/2018 perihal Permohonan 
Sponsor. 

13. Surat VES Community Kendari Nomor       
001/VES-Kdi/2018 perihal Permohonan 
Sponsorship. 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur Pemasaran 

3. Yuliana Hutabarat 
(Plt. Kabag 
Sekretariat & 
Humas) 

4. Revin Gunanto 
(Notulen) 
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14. .Surat Turnamen Tenis Meja Sultra Cup 2018      
Se-Sultra Nomor 01/PENGPROV-PTMSI/Vi/2018 
tanggal 4 Juni 2018 perihal Undangan 

15. Proposa| Pengums Masjid Da'Wah Wanita Kendari 
Nomor 08/P/MDW-Kendari/2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid 

16. Proposal Panitia Pembangunan Masjdi Babut 
Taqwa Kab. Kolaka Nomor 034/PBMB-KSNII/2018 
perihal Permohonan Bantuan Pembuatan Kubah 
Masjid. 

17. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab 
Muna perihal Permohonan Bantuan Laptop, 1 Unit 
Komputer PC dan Printer. 

18. Surat Pembangunan Masjid Baitul Ridwan      
Kota Kendari Nomor 03/BR/ill/2018 perihal 
Bantuan Pembangunan Masjid. 

19. Surat Kejuaran Bola Voli Terbuka Antar Klub TVRI 
CUP ll 2018 Nomor 005/PAN-HUT-TVRI/VII/2018 
perihal Undangan Peserta TVRI CUP II 

20. Proposai Kejuaran Bola Voli Terbuka Antar Klub 
TVRI CUP II 2018 Nomor 003/PAN-HUT-
TVRINII/2018 perihal Permohonan Bantuan 

21. ProposaI PT. Akses Cipta Solusl Nomor 
0589/ACS/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal 
Penawaran Kerja Sama 

22. Surat Pengums Masjid Al-Alam Kota Kendari 
Nomor 06/AANI/2018 tanggal 28 Junl 2018 
perihal Permohonan Penitipan Kotak Amal 

23. Proposa| Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Nomor 
0212/EXT/BMH-SULTRA/VII/2018 perihal 
Permohonan Kerja Sama Program Qurban 1439 H 

24. Proposa| Pengurus Provinsi Institute Karate-Do 
Indonesia Sultra Nomor 44/INKAI-STNII/2018 
tanggal 14 Juli 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana. 

20 Senin,  
23 Juli 2018 



 

1. Surat SEKAR Bank Sultra Nomor 005/SEKAR-
BS/7/18 tanggal 16 Juli 2018 perihal Usulan 
Kenaikan Gaji Karyawan/ti lingkup Bank Sultra. 

2. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 
324/135.000/04/17/SDU tanggal 06 Juni 2018 
Perihal Negosiasi Penghasilan Pegawai Tenaga 
Kelistrikan an. Laode Syalifuddin. 

3. Memorandum Divisi Treasury Nomor 
1964/135.000/07/15/Trs tanggal 18 Juli 2018 
perihal Tindak Lanjut Risalah Rapat. 

4. Proposal dan Presentasi Insight tanggal 17 Juli 
2018 perihal Penawaran Obligasi. 

5. Proposal Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Nomor 169/0201/Vll/2018 tanggal      
3 Juli 2018 perihal Permintaan Rapat Lanjutan 
Rencana Kerjasama Bank Sultra & Dinas Koperasi 
UMKM Prov. Sultra 

6. Surat Sri lndrawati Rayen Teller OB Bank Sultra 
Cabang Asera tanggal 12 Juli 2018 perihal 
Permohonan Cuti Di luar Tanggungan Kantor 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur Pemasaran 

3. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. La Ode Muh. 
Mustika (Kepala 
Divisi Corporate 
Secretary) 

5. Revin Gunanto 
(Notulen) 

21 Kamis,  
26 Juli 2018 

1. Memo Divis SDM & Umum Bank Sultra Nomor 
804/135.000/07/18/SDU tanggal 24 Juli 2018 

1.  Khaerul K. Raden 
      (Direktur Utama) 
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perihal Persetujuan Lelang Asset Inventaris       
Bank Sultra. 

2.  Hayati Hasan  
     (Plt. Direktur 

Kepatuhan) 
3.  Depid  
     (Direktur Pemasaran) 
4.  Yuliana Hutabarat  
     (Notulen ) 

22 Rabu, 
1 Agustus 2018 

1. Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 
450/852/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal 
Permohonan CSR Bidang Keagamaan 
 

1.  Khaerul K. Raden 
      (Direktur Utama) 
2.  Hayati Hasan  
     (Plt. Direktur 

Kepatuhan) 
3.  Depid  
     (Direktur Pemasaran) 
4.  Yuliana Hutabarat  
     (Notulen ) 

23 Rabu,  
8 Agustus 2018 



1. Surat PT. BPD Sultra Cabang Bombana Nomor 
00230/135.108/7/2018/Bbn tanggal 30 Juli 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana 

2. Surat PT.BPD Sultra Cabang Utama Nomor 
980/135.001/7/2018/Cabut tanggal 23 Juli 2018 
perihal Pemberitahuan 

3. Surat PT. BPD Sultra Cabang Asera Nomor 
451/135.110/07/18/Asr tanggal 27 Juli 2018 
perihal Proposal Bantuan Dana 

4. Surat PT. BPD Sultra Cabang Asera Nomor 
454/135.110/07/2018/Asr tanggal 27 Juli 2018 
perihal Permohonan Biaya 

5.  Surat PT. BPD Sultra Cabang Bombana Nomor 
0233/135.108Nlll/18/Bbn tanggal 1 Agustus 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana 

6. Proposal Divisi Perencanaan tanggal 3 Agustus 
2018 perihal Laporan Kunjungan Kantor PT. BPD 
Sultra 

7. Surat PT. BPD Sultra Capem Wawonii Nomor 
303/135.221/08/2018/Wwni tanggal      
6 Agustus 2018 perihal Permohonan Persetujuan 
Biaya 

8. Surat PT. BPD Sultra Cabang Unaaha Nomor 
119/135.005/08/18/Unh tanggal 7 Agustus 2018 
perihal Usulan Persetujuan Biaya 

9. Surat PT. BPD Sultra Cabang Pasarwajo Nomor 
492/135.106/08/18/Psw tanggal 6 Agustus 2018 
perihal Permintaan Persetujuan Biaya . 

10. Surat PT. BPD Sultra Cabang Lasusua Nomor 
196/135.104/8/2018/Lsa tanggal 8 Agustus 2018 
perihal Pembuatan Mesin Perontok Jagung 

11. Surat Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
Nomor 426/858 tanggal 7 Agustus 2018 perihal 
Proposal Anggaran Kegiatan Lomba dalam rangka 
HUT Rl ke-73 Kab. Buton Tengah. 

12. Proposa| Ta'Mir Masjid Daarul Uluum Kendari 
Nomor 042/PP-DUK/VII/2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 
Masjid. 

13. Surat Duta Tenaga PTK Sultra tanggal 20 Juli 2018 
perihal Proposal Permohonan Bantuan 

1.  Khaerul K.Raden 
      (Direktur Utama) 
2. Depid  

 (Direktur 
Pemasaran)                      

3.  Hayati Hasan 
      (Plt. Direktur 

Kepatuhan) 
4.  Yuliana Hutabarat 

 (Plt. Kabag 
Sekretariat & 
Humas))                             

5.  Revin Gunanto 
      (Notulen) 
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14. Proposal Kementrian Agama Republik Indonesia 
Kota Kendari Nomor 
433/Ma.24.05.3.2/PP.00/07/2018 tanggal 6 Juli 
2018 perihal Permohonan Media Sponsorship 

15. Proposal Liga Santri Nusantara Region Sulawesi III 
Nomor 036/LSN-SULAWESI-IIINII/2018 perihal 
Permohonan Bantuan Sponsor 

16. Proposa| HUT Kendari Pos tanggal 25 Juli 2018 
perihal Permohonan Sponsor 

17. Proposa| Universitas Halu Oleo Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Nomor      
749/B/Pan-Pel/EngIish-Expo/EDSANI/2018 

18. Proposal Pembangunan Masjid AL Qalam Yayasan 
Amal Sholeh Kendari Nomor      
109/Pan-Pel Pemb.MQ/YASNII/2018 perihal 
Permohonan Bantuan Dana 

19. Proposa| Kegiatan perlombaan 17 Agustus RW 06 
Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari 

20. ProposaI Kegiatan Penyambutan HUT 
Kemerdekaan RI Ke 73 Nomor 09/MK/PAN-
PELNIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal 
Kerja Sama 

21. Surat Kendari Pos Nomor 180/Ml-MKSNIII/2018 
tanggal 1 Agustus 2018 perihal Promo Khusus HUT 
Rl Ke-73 

22. Surat Undangan Dewan Pengurus Daerah Sulawesi 
Tenggara Nomor 008/DPD-REI/PAN/Ill/2018 
tanggal 2 Agustus 2018 perihal Permohonan 
Sponsor dan Partisipasi. 

24 Rabu, 
15 Agustus 2018 

1. Surat PT, BPD Sultra Cabang Pasarwajo tanggal       
13 Agustus 2018 perihal pameran festival budaya. 

2. Memperingati Hari Anak Nasional dan HUT RI ke 
73 Tahun 2018 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

 

25 Rabu, 
24 Agustus 2018 

1. Surat Pit. Direktur Kepatuhan PT. BPD Sultra 
Nomor 067/135.000/7/2018/Bbn tanggal 25 Juli 
2018 perihal Laporan FGD mengenai "PP Nomor 
54 Tahun 2017 tentang BUMD. 

2. Surat PT.BPD Sultra Cabang Asera Nomor 
473/135.110/8/2018/Asr tanggal 01 Agustus 
2018 perihal Pengadaan Mobil Dinas. 

3. Surat PT. BPD Sultra Cabang Wakatobi Nomor 
306/135.105/08/18/Wci tanggal 03 Agustus 
2018 perihal Usulan Pengadaan Mobil Dinas. 

4. Surat PT. BPD SULTRA Cabang Ereke Nomor 
505/135.111/08/18/Erk tanggal 10 Agustus 2018 
perihal Permohonan Pengadaan Inventaris 

5. Memorandum Divisi Perkreditan PT. BPD Sultra 
Nomor 1006/135.000/08/2018/krd tanggal       
08 Agustus 2018 perihal Permintaan Persetujuan 

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid                                
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. La Ode Muh. 
Mustika (Kepala 
Divisi Corporate 
Secretary) 

5. Revin Gunanto 
(Notulen) 
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Biaya Pengadaan ARDF (Automatic Reserve 
Document) 

6. Surat Aswar Romas tanggal 7 Agustus 2018 
perihal Kronologi Persalinan 

7. Surat PT. BPD SULTRA Cabang Pembantu Ladongi 
Nomor 413/135.102/08/18/LDG tanggal      
8 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengadaan 
Laptop 

8. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD SULTRA 
Nomor 058/135.000/8/18/Prc tanggal       
3 Agustus 2018 perihal Laporan Kunjungan Kantor 
PT. BPD Sultra 

9. Memorandum Ketua Lembaga Kerjasama Bipartit 
PT. BPD Sultra Nomor 
002/LKS.BIPARTlT/BPD/2018 tanggai 15 Agustus 
2018 perihal Hasil Rapat Pengurus LKS Bipartit 

10. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim 
Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Sistem 
Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 
Kerjasama PT. BPD Sultra dan BLUD RSUD      
Kab. Konawe 

11. Memorandum Divisi Sekreta ris Perusahaan 
Nomor 160/135.000/08/18/Csvr tanggal 16 
Agustus 2018 perihal Permintaan Persetujuan 

12. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD SULTRA 
Nomor 061/135.000/08/18/PRC tanggal      
14 Agustus 2018 perihal Usulan Gathering Kepala 
Kantor Kas  

13. Memorandum Divisi SDM 8; Umum Nomor 
467/135.000/08/18/SDU tanggal 20 Agustus 
2018 perihal Biaya Operasi dan Rawat lnap Sdr. 
Alfian 

14. Surat Dharma Wanita Persatuan PT. BPD Sultra 
Nomor 16/Sekr/DWP Bank Sultra/Vlll/2018 
tanggal 15 Agustus 2018 perihal Lomba 
membaca                           Al-Qur'an dan Saritilawah 

15. Surat Dharma Wanita Persatuan PT. BPD Sultra 
Nomor 17/Sekr/DWP Bank Sultra/Vlll/2018 
tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permohonan 
Bantuan Peralatan Kantor DWP Bank Sultra 

16. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor      
S-141/MS.3/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal 
Kegiatan Sosial bersama OJK di Lombok 

17. Surat Bupati BUTON Nomor 422.5/2199.a tanggal 
13 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Beasiswa 
Pendidikan Saudara IRWAN, SH 

18. Surat Kejuaran Bulutangkis Universitas Haluoleo 
Open 2018 Nomor 005/Panpel/UHO/2018 
tanggal 5 Agustus 2018 perihal Undangan 

19. Proposal Federal Panjat Tebing Indonesia 
pengurus Kabupaten Kolaka Utara tanggal 8 
Agustus 2018 perihal Kerjasama 

20. Proposal SMP Negeri 13 Kota Kendari tanggal       
6 Agustus 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

21. Proposal SMA Negeri 9 Kota Kendari tanggal      
13 Agustus 2018 perihal Permintaan Sponsor 
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22. Proposal Universitas Muhammadiyah Kendari 
Nomor 10/||.3.AU/B/MILAD XVII/2018 tanggal      
6 Agustus 2018 perihal Penawaran 
kerjasama/Sponsor 

23. Surat ASBANDA Nomor 030/PH/VIII/2018 
tanggal 15 Agustus 2018 perihal Sumbangan 
Korban Gempa Lombok 

24. Proposal Forum Komunikasi Alumni ESQ Korwiil 
Sulawesi Tenggara Nomor 004/FKA-S/VIII/2018 
tanggal 30 Juli 2018 perihal Penawaran 
Kerjasama Sponsorship 

25. Surat Forum Komunikasi Alumni ESQ Konfvil 
Sulawesi Tenggara Nomor 005/FKA-S/Vlll/2018 
tanggal 30 Juli 2018 perihal Penawaran Training 
ESQ Reguler 

26. Proposal PT. Artajasa Pembayaran Elektronis 
Nomor 362/AJ/130/2018 tanggal 16 Agustus 
2018 perihal Penyampaian Proposal Kerjasama 

27. Proposai Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah 
Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor      
643/Pli-DIY/Vil/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal 
Kerjasama Sponsorship 

28. Surat Pangkaiana TNI AL (Lanai Kendari) Nomor 
B/278/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal 
Dukungan dan Kerjasama 

29. Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari Nomor 
426.1/8987 tanggal 24 Agustus 2018 perihal 
Sponsorship Kegiatan Sepeda Nusantara 2018. 

26 Kamis, 
6 September 2018 

1. Surat PT.BPD Sultra Cabang Wawonii Nomor 
320/135.221/08/18/Wwni tanggal 23 Agustus 
2018 perihal Permohonan Usulan Biaya P2W-KSS 

2. Proposal Unaaha Cycling Club Nomor 
01/UCC/VIII/2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Revin Gunanto 
(Notulen) 

27 Senin, 
10 September 
2018 

1. Memorandum Divisi SDM 81 Umum PT. BPD Sultra 
Nomor 491/135.090/8/18/SDU tanggal      
28 Agustus 2018 perihal Pemenuhan      
Tenaga Auditor 

2. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD Sultra 
Nomor 064/135.000/8/18/PRC tanggal      
29 Agustus 2018 perihal Risalah Rapat Evaluasi Kas 
Triwulan II 

3. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD Sultra 
Nomor 065/135.000/08/18 tanggal      
29 Agustus 2018 perihai Usulan Peserta Gathering 
Kepala Kantor Kas 

4. Proposal Panitia Turnamen Sepak Bola Mini Ikmala 
Cup I Se-Kecamatan Baula Nomor 
009/Il(M.BA/II/2018 tanggal 26 Agustus 2018 
perihal Permohonan Dana 

5. Surat Korem 143/Haluoleo Nomor 
B/926/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal 
Permohonan berpartisipasi pada Pameran 
Alutsista TNI wilayah Sultra.  

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. La Ode Muh. 
Mustika 
(Kepala Divisi 
Corporate Secretary 

5. Revin Gunanto 
(Notulen) 
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6. Proposal Kegiatan Perayaon Natal dan Tahun Baru 
Persekutuan Siswa/I Kristen SMA Negeri 1 Kendari 

7. Surat Harian Rokyat Sultra Nomor      
127/Ikl-RS/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal 
Penawaran Iklan Pelantikan Gubernur & Wakil 
Gubernur 

8. Surat PT. Tempo Inti Media Tbk Nomor       
052/SRT/IKL-IBA/MDW/VII/18 tanggal 7 Agustus 
2018 perihal Pemberitahuan Pemenang Indonesia 
Banking Award 2018 

9. Proposal PELTI Persatuan Tenis Seluruh Indonesia 
Pengurus Daerah Sultra Nomor       
25/Pelti-Su|traNIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 
perihal Usulan Program Kegiatan 

10. Proposal Seminar Nasional Dan Pelantikan 
Pengurus HMI Badko Sulawesi Tenggara Nomor 
01/B/FMTR/PRMHONN/12/1439H tanggal      
25 Agustus 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

11. Surat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 451.12/60/BAZNAS.P/VIII/2018 
tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan 
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Operasional 

12. Surat PT. Bank Tabungan Negara Cabang Kendari 
Nomor 4760/S/KDR.III/BFSU/VIII/2018 tangga|      
31 Agastus 2018 perihal Penawaran 
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

13. Surat ANTARA Kantor Berita Indonesia Nomor 
908/KLA/GMKOM/VIII/2018 tanggal      
28 Agustus 2018 perihal Revisi Penawaran Harga 

14. Proposal Komando Resor Militer 1431/Halu Oleo 
Nomor B/380/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 
perihal Permohonan Bantuan Kebutuhan Satgas 
Pamtas RI-Papua New Guinea 

15. Proposa| Dewan Penfvakilan Mahasiswa 
Universitas Haluoleo Kendari perihal Permohonan 
Partisipasi 

28 Kamis,  
13 September 
2018 

1. Proposal Panitia Semarak Dies Natalis Universitas 
Halu Oleo tanggal 10 September 2018 perihal 
Sponsorship 

2. Proposal Adventure Trail Jelajah Merah Putih Alam 
Anoa #1 Team Kendari perihal Sponsorship 

3. Proposal Forum Perupa Sulawesi Tenggara tanggal 
12 September 2018 perihal Proposal Sponsorship 

4. Proposal Persatuan Bulutangkis Konawe Meneral 
Engineering Kabupeten Konawe Utara tanggal      
2 September 2018 perihal Sponsorship 

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. La Ode Muh. 
Mustika 
(Kepala Divisi 
Corporate 
Secretary) 

5. Revin Gunanto 
(Notulen) 

29 Selasa, 
25 September 
2018 

1. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD Sultra 
Nomor 066/135.000/9/18/SDU tanggal      
13 September 2018 perihal Laporan Hasil 
Tindaklanjut Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I & II. 

2. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD Sultra 
Nomor 068/135.000/9/18/PRC tanggal      

1. Khaerul K. Raden 
(Direktur Utama) 

2. Depid 
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hayati Hasan 
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17 September 2018 perihal Usulan Tempat 
Pelaksanaan Gathering 

3. Memorandum Divisi SDM 8: Umum PT. BPD Sultra 
Nomor 553/135.000/09/18/SDU tanggal       
21 September 2018 perihal Laporan Hasil 
Kunjungan 

4. Surat Rizki Purnama Sari tanggal 19 September 
2018 perihal Permohonan Cuti diluar Tanggungan 

5. Surat PT. BPD Sultra Cabang Wakatobi Nomor 
385/135.105/9/18 tanggal 19 September 2018 
perihal Permohonan Persetujuan Biaya 

6. Surat PT. BPD Sultra Cabang Baubau Nomor 
1111/135.004/09/18 tanggal 20 September 2018 
perihal Permintaan menjadi Sponsorship 
Kejuaraan Bulutangkis Walikota Cup II 

7. Surat PT.BPD Sultra Cabang Lasusua Nomor 
302/135.104/09/2018/Lsa tanggal 21 September 
2018 perihal Permohonan Rehab Rumah  

8. Pengalihan dana CSR GN Lingkaran BPJS 
Ketenagakerjaan 

9. Pelaporan Kantor Fungsional Bank Sultra di Jakarta 
10. Kedisiplinan Pegawai 
11. Surat PT. BPD Sultra Capem Wawonii Nomor 

378/135.221/09/2018 tanggal 24 September 
2018 perihal Pemohonan Persetujuan Biaya 
atas Sumbangan Partisipasi dalam Rangka 
Kegiatan P2WKSS 

12. Proposa| Puskesmas Kemaraya tanggal      
20 September 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

13. Surat Kendari Pos Nomor 241/Ml-MKS/IX/2018 
tanggal 1 September 2018 perihal Penawaran 
Pub1ikasiTokoh Sultra 

14. Surat Rumah Karya Mekongga Art Nomor 
088/M_Art/I/2018 tanggal 17 September 2018 
perihal Permohonan Dukungan 

15. .Surat Bupati Buton Nomor 58a/2501 tanggal      
17 September 2018 perihal Peningkatan Layanan 
dan Sinergi Bank Sultra di Kabupaten Buton 

16. Proposal Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 
tanggal 13 September 2018 perihal Permohonan 
Dukungan Dana 

17. Surat Lippo Plaza Kendari Nomor      
089-ALL/NIM-LPK/IX/2018 tanggal       
12 September 2018 perihal Penawaran Sewa ATM 
Center 

18. Proposal Yayasan Argadia Nomor 
66/AGD.DPP/VIH/2018 tanggal 31 Agustus 2018 
perihal Sponsorship 

19. Proposal Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bioiogi Universitas Haluoleo Nomor 
376/B/PAN_PEL/HMJ-P.BIOLOG|/FK|P 
UHO/VIII/2018  tanggal 10 September 2018 
perihal Permohonan Dana 

20. Proposal Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton 
Utara Nomor 28/PKK.KAB/IX/2018 tanggal 17 
September 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Plt. Kabag 
Sekretariat dan 
Humas) 

5. Revin Gunanto 
(Notulen) 
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30 Minggu,  
28 September 
2018 

1. Bantuan CSR untuk Korban Gempa dan Tsunami di 
Sulawesi Tengah 

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                              
(Direktur 
Pemasaran) 

4. La Ode Mustika 
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

31 Jumat, 5 Oktober 
2018 

1. Surat PT. BPD Sultra Kas Batauga Nomor 
099/135.240/10/18/Btg tanggal 1 Oktober 2018 
perihal Permintaan 

2. Surat PT. BPD Sultra Cabang Bombana Nomor 
0250/135.108/10/2018/Bbn tanggal       
3 Oktober 2018 perihal Permohonan Persetujuan 
Biaya 

3. Surat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Nomor      
IZI-SULTRA/138.EKZ.IX/E/2018 tanggal 1 Oktober 
2018 perihal Peduli Gempa Donggala dan Palu 

4. Surat PT. BPD Sultra Cabang Bombana Nomor 
0249/135.108/09/18 tanggal 2 Oktober 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana 

5. Surat PT. BPD Sultra Cabang Raha Nomor 
411/135.003/09/18/Rha tanggal       
21 September 2018 perihal Permohonan Bantuan 
CSR (bidang keagamaan) 

6. Surat PT. BPD Sultra Cabang Raha Nomor 
425/135.003/10/18/Rha tanggal 3 Oktober 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana 

7. Surat PT. BPD Sultra Cabang Lasusua Nomor 
310/135.104/9/2018/Lsa tanggal       
28 September 2018 perihal Usulan Permohonan 
Bantuan Dana 

8. Surat PT.BPD Sultra Cabang Unaaha Nomor 
133/135.005/10/18/Unh tanggal 2 Oktober 2018 
perihal Usulan Persetujuan Biaya P2WKSS 

9. Surat PT. Indomarco Prismatama Nomor      
005/S-KEL/IDM/KRI/DEV/X/18 tanggal      
3 Oktober 2018 perihal Penawaran space toko 
Indomaret untuk pemasangan ATM 

10. Memorandum Divisi Perencanaan PT. BPD Sultra 
Nomor 074/135.000/10/18/PRC tanggal       
3 Oktober 2018 perihal Permohonan penggantian 
peserta family gathering 

11. Memorandum Divisi TSI PT. BPD Sultra Nomor 
072/135.000/1 0/18/TSI tanggal 1 Oktober 2018 
perihal Penerimaan Karyawan Divisi TSI      
Tahun 2018/2019 

12. Proposal Yayasan Pesantren Hidayatullah Kendari 
Nomor 033/YPPH-KDI/IX/2018 tanggal      
10 September 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

13. Proposal Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas 
MIPA Universitas Haluoleo Nomor 024/PANPEL-

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Yuliana Hutabarat 
(Plt. Kabag 
Sekretariat dan 
Humas) 

4. Revin Gunanto 
(Notulen) 
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INJECTION/HMJ-Kimia/FMIPA/UHO/IX/2018 
tanggal 27 September 2018 perihal Permohonan 
Bantuan Dana 

14. Proposal Lembaga Karate-D0 Indonesia 
(LEMKARI) Nomor 06/PENGPROV-
LMK/SULTRA/X/2018 perihal Permohonan 
Bantuan Dana 

15. Proposal Expo Kewirausahaan Universitas Haluoleo 
Nomor 001/B001/UKM-K/UH()/D(/2018 tanggal      
24 September 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana 

16. Proposal 'Panitia Pembangunan Masjid Nurul 
Falah Kemaraya tanggal 10 September 2018 
perihal Permohonan Bantuan Dana 

32 Senin,                              
08 Oktober 2018 

1. Surat Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Muna berencana Mengajukan Pinjaman untuk 
Membiayai Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan 
untuk Pekerjaan Pekerjaan Fisik Jalan, Drainase, 
Jaringan Irigasi dan Pembangunan Pasar di 
Kabupaten Muna. 

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                                
(Direktur 
Pemasaran) 

4. La Ode Mustika 
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Wa Ode Nurhuma 
(Notulen) 

34 Senin,  
08 Oktober 2018 

1. Penyesuaian Tunjangan Kemahalan dan 
Penetapan Material Risk Takers (MRT) 

2. Surat Bank Sultra Cabang Punggaluku terkait Sewa 
Kantor Kas Tinanggea  

3. Surat Divisi Kepatuhan Nomor 
051/135.00/X/2018/DKP tanggal 8 Oktober 2018 
Perihal Progress Kasus Fraud 

4. Surat Nomor 457/135.003.01/10/18/Kbr tanggal      
5 Oktober 2018 Permohonan Biaya Promosi 

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Hayati Hasan 
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. Depid                              
(Direktur 
Pemasaran) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Plt. Kabag 
Sekretariat & 
Humas) 

 

35 Kamis,  
25 Oktober 2018 

1. Surat OJK Nomor 663/K0.0601/2018 tanggal       
16 Oktober 2018 perihal Hasil Evaluasi Laporan 
Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 
2018 Bank Saudara. 

2. Memo Divisi SDM & Umum Nomor 
591/135.000/10/18/SDU tanggal       
10 Okotober 2018 perihal Usulan Pengadaan 
Mobil Dinas Tahun 2018 

3. Memo Divisi SDM & Umum Nomor 
583/135.000/10/18/SDU tanggal       
9 Okotober 2018 perihal Pengadaan CCTV 
Kantor PT. BPD Sultra 

4. Memo Divisi SDM & Umum Nomcv¢B6or 
688/135,000/10/18/SDU tanggal      
17 Okotober 2018 perihal biaya operasi dan 
pengobatan lanjut Sdr. Alfian 

5. Laporan Audit Investigasi SKAI Nomor 
249/135.000/10/18/SKAI tanggal      

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 
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17 Oktober 2018 perihal Tindak Kecurangan 
Penggunaan Uang KAS ATM Tidak sesuai 
Prosedur Internal Bank pada Kantor Kas UHO. 

6. Surat Bank Sultra Cabang Punggaluku Nomor 
159/135.107/10/18/Pglk tanggal      
18 Oktober 2018 perihal Permintaan Bantuan 
Dano CSR 

7. Surat Bank Sulra Cabang Kolaka Nomor 
901/135.002/10/2018/Klk tanggal      
9 Oktober 2018 perihal pengadaan Kartu 
Mahasiswa USN Kolaka 

8. Surat Bank Sulra Cabang Bombana Nomor 
0286/135.108/10/2018/Bbn tanggal 12 Oktober 
2018 perihal permohonan batuan melaiui CSR 

9. Surat Bank Sulra Cabang Raha Nomor 435/1 
35,003/10/18 tanggai 12 Oktober 2018 perihal 
permohonan batuan melalui CSR 

10. Proposal Asosiasi Musisi Kendari terkait Malam 
amal peduli Sulawesi Tengah bersama Gubernur 
Sulawesi Tenggara . 

11. Partisipasi Bank Sultra dalam Jalan Sehat HUT 
Kendari POS Design Kaiender duduk dan Kalender 
Gantung Bank Sultra Tahun 2019 

36 Senin, 
29 Oktober 2018 

Hasll Rapat Dewan Pertlmbangan Pegawai 1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 
 

37 Rabu, 
31 Oktober 2018 

Menindaklanjuti Rencana Bisnis Bank perihal 
Pembukaan Kantor Kas Bambaea, Muna Barat,      
Roko–roko dan Talaga serta Status Kantor Kas 
Mawasangka dan Kantor Kas Batauga  masing-masing 
menjadi Kantor Cabang Pembantu. 

1. Khaerul K.Raden 
(Direktur Utama) 

2. Yuli Siswanto 
(Kadiv. Keuangan 
dan Akuntansi) 

3. Hadiman                         
(Kadiv. SDM & 
Umum) 

4. La Ode Mustika 
(Kadiv. Sekretaris 
Perusahaan) 

5. Herman 
(Kabag SDM) 

6. Fauzi Djibran 
(Perencanaan) 

7. Mickel Mappatunru 
(Kabag. Umum) 

8. Wa Ode Nuruhuma 
(Kabag. Sekretariat 
dan Humas) 

38 Rabu, 
31 Oktober 2018 

Rencana Mutasi, Rotasi dan Promosi Jabatan Pegawai 
Bank Sultra 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 
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2. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

3. H. Herman H. Ali 
(Kabag Administrasi 
Kepegawaian) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

39 Rabu, 
5 November 2018 
 

1. Surat Nomor 119/135.002.003/10/18/LDG 
tanggal 3 Oktober 2018 perihal persetujuan 
biaya. 

2. Proposal Korem 1143/HALU OLEO Nomor 
B/1201//2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal 
partispasi pada kegaiatan Hari Pahlawan       
10 November 2018 

3. Memo nomor 011/135,000/10/18/TIMRSUD 
tanggal 31 Oktober 2018 perihal usulan 
infrastruktur RSUD Kota Kendari 

4. Divisi SDM & Umum Nomor 
631/135.000/11/18/SDU tentang Persetujuan 
biaya pembekalan dan UKMR an. H. Mun Faizal, 
SE MSI 

5. Memo Divisi SDM tanggal 1 November 2018 
terkait Usulan relwabilitas Kantor PT. BPD Sultra   
Kas Pemcla Muna Barat 

6. Memo Divisi TSI nomor 082/1350.000/11/18/TSi 
tanggal 2 November 2018 perihal permohonan 
penambahan staf Divisi TSI Tahun 2018 dan 
2019 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

40 Selasa, 
13 November 2018 

Pengembangan Struktur Organisasi Bank Sultra Tahun 
2019 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Hasbi Arfa               
(Kepala Divisi 
Perkreditan) 

5. Arfianus                      
(Kepala Divisi 
Perencanaan) 

6. Haeriah                     
(Kepala Divisi 
Treasury) 

7. H. Herman H. Ali 
(Kepala Bagian 
Kepegawaian) 

8. Fajar Elvianto 
(Kepala Bagian 
SKMR) 

9. Sukmawan Tombili 
(Kepala Bagian IT) 

10. Wa Ode Nurhuma 
(Kepala Bagian 
Sekretariat & 
Humas) 
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11. Dino M. Gobriyas 
(Kepala Bagian 
Pemasaran Kredit) 

12. Rahmayanti Ika P. 
(Plt. Kepala Bagian 
Analis) 

13. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

41 Rabu, 
14 November 2018 

1. 1Surat Bank Sultra Cabang Punggaluku Nomor 
172/135.107/11/18/Oprs tanggal      
8 November 2018 perihal proposal bantuan dana 
P2WKSS 

2. Surat Bank Sultra Cabang Pungguluku Nomor 
171/135.107/11/18/Oprs tanggal      
8 November 2018 perihal permohonan bantuan 
dana perayaan natal gabungan pemda Konsel. 

3. Surat KONI Nomor 41/KONI/K/2018 tanggal      
21 September 2018 perihal Proposal Bantuan 
Dana. 

4. Panpel PORPROV Kabupaten Kolaka. 
5. Memo Divisi TSI Nomor O13/135.000/11/18/TIM. 

RSUD tanggal 5 November 2018 perihal Usulan 
Pengadaan Enkriptor dan Server, 

6. Dana Pensiun PT. BPD Sultra Nomor 
004/DwP.DP.BPD/XI/2018 tanggal       
12 November 2018 perihal honor Dewan 
Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun . 

7. Laporan Audit Investigusi PT. Wuna Sukses 
Mcmdiri 

8. Kendari Food Festival (KFF) III-2018) part 3 
9. Surat Kantor Cabang Kolaka Nomor 

1014/135.00/11/2018 tanggal 12 November 
2018 perihal permohonan bantuan dana 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

42 Jumat 
23 November 2018 

1. Surat Bank Sultra Cabang Raha Nomor 
464/135.003/11/2018/Rha tanggal      
14 November 2018 perihal permohonan bantuan 
hadiah/doorprize 

2. Proposal Launching Album Kompilasi Musik Kolaka 
Utara Drive. 

3. Memo Divisi SDM & Umum tentang analisa 
konsekuensi perbandingan biaya kendaraan 

4. Memo Divisi TSI Nomor O91/135.000./11/18/TSI 
tanggal 19 November 2018 tentang 
pembaharuan IT Blue Print 

5. Memo Divisi TSI Nomor 091/135.000./11/18/TSI 
tanggal 19 November 2018 

6. Tindak Lanjut Sanggahan La Ode Mustika dkk 
7. Surat Bapeda UPTD Samsat Wilayah Kab. Kolaka 
8. Proposal Bantuan Dana untuk Rumah Ibadah 

Mesjid AD-Duha 
9. Beberapa Memo pertimbangan Divisi Treasury 

terkait sponshorship 
10. Proposal UHO Nomor      

K.120/UKM/Anti Radikalisme/XI/2018 
11. Memo DPP Nomor 005/DPP/BPDI11/2018 

tanggal 21 November 2018 perihal hasil rapat DPP 
an Sdr. Zulkarnain I. Ginting. 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 



 

   32 

No Hari/Tgl Materi Rapat Peserta Rapat 

43 Jumat 
30 November 2018 

1. Surat Bank Sultra Kolaka Nomor 
1073/135.002/11/2018/Klk tanggal      
27 November 2018 perihal dukungan pelaksanaan 
porprov Sultra XIII 

2. Surat Bank Sultra Pasarwajo Nomor 
672/135.06/11/18/Psw tanggal 28 November 
2018 perihal usulan bantuan dana kegiatan. 

3. Surat Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor 
157/135.005/11/18/Unh tanggal 28 November 
2018 perihal Laporan Pembangunan Rumah ATM 
Cabang Unaaha & Kas Pemda Konawe. 

4. Surat Baznas Prov Sultra taggal 26 November 
2018 perihal permintaan kerjasama pembuatan 
banner. 

5. Memo Pertimbangan Divisi Treasury Nomor 
39614/135000/12/18/TRS tanggal       
30 November 2018 perihal permohonan bantuan 
dana HUT SATPAM ke 38 Tahun 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

4. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 

44 Selasa, 
18 Desember 2018 

14. Memorandum Divisi SDM 8: Umum Nomor 
735/135.000/12/18/SDU tanggal       
13 Desember 2018 perihal Hasil Assesmen 
Pegawai; 

15. Surat Dana Pensiun PT. BPD Sultra Nomor 
126/Dapen.BPDST/XII/2018 tanggal      
06 Desember 2018 perihal Penyesuaian 
Honorarium Dewan Pengawas dan Pengurus Dana 
Pensiun PT. BPD Sultra; 

16. Surat Bank Sultra Cabang Wakatobi Nomor 
528/135.105/12/18/Wci tanggal      
14 Desember 2018 perihal Permohonan 
Persetujuan Biaya; 

17. Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Nomor 050/777/12.2018/BP tanggal       
14 Desember 2018 Perihal Revisi Permohonan 
Bantuan; 

18. Memorandum Kantor Fungsional Non 
Operasioanal Jakarta Nomor 
01.16/XII/18/KFNOJKT tanggal                  17 
Desember 2018 Perihal Laporan Mengenai 
”Pemaparan Event ASN dan Pensiunan; 

19. Surat Dharma Wanita Bank Sultra Nomor 
20/Sekr/DWP Bank Sultra/XII/2018 tanggal       
11 Desember 2018 perihal Permohonan Bantuan 
Dana Hari Ulang Tahun DWP Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 

20. Surat Bank Sultra Wakatobi Nomor 
526/135.105/12/18 tanggal 12 Desember 2018 
Perihal HUT Kabupaten Wakatobi; 

21. Proposal Paguyuban Pasundan Sultra Perihal 
Perayaan Peringatan Hari Jadi Paguyuban 
Pasundan Sultra I Tahun 2018; 

22. Surat PT. Satu Tigalima Sejahtera Nomor      
01/XII/S-PEN/2018 tanggal 17 Desember 2018 
perihal Penawaran Sewa Kendaraan; 

23. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor      
S-185/PB.121/2018 tanggal 06 Desember 2018 
perihal Rencana Pembukaan Kantor Fungsional 
Non Operasioanl (KFNO) Jakarta; 

1. H. Khaerul K. Raden   
(Direktur Utama) 

2. Depid                        
(Direktur 
Pemasaran) 

3. Hj. Hayati Hasan             
(Plt. Direktur 
Kepatuhan) 

5. Yuliana Hutabarat 
(Notulen) 
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24. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor      
S-825/KO.0601/2018 tanggal 13 Desember 2018 
perihal Revisi Laporan Realisasi Rencana Bisnis 
Bank Triwulan III Tahun 2018 Bank Saudara. 

 

Pelatihan Direksi tahun 2018 

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan 

lainnya  yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2018, adalah : 

 

Tabel 4 

Pelatihan Direksi Tahun 2018 

Direksi Materi Pelatihan Penyelenggara Waktu 
Pelaksanaan 

H. Khaerul K.Raden 1. Kegiatan Focus Group 
Discussion di Bogor 

2. Transformasi Perbankan 
Digital 

3. Sosialisasi tentang PP 4 
Tahun 2017 tentan BUMD 
dan Ketentuan Bank Umum 

4. Workshop dan Sharing 
Session terkait Peran 
Management & CMO dalam 
transformasi BPD. 

5. Sertifikasi Treasury Dealer 
Level Advance 

6. Seminar High Level Policy 
the Future of Finance 

7. Implementasi Program 
Transformasi Bpd  

 
 

PT. Telkom 
 

ASBANDA 
 
 
 
 

 
 

ASBANDA 
 

18 Januari 2018 
 

11 April 2018 
 

17 April 2018 
 
 

25 – 29 Juli 2018 
 
 
 

07 September 2018 
 

11 Oktober 2018 
 

16 Desember 2018 

H. Hayati Hasan 1. Study Banding BMPD ke 
Hungaria 

2. Focus Group Discussion 
mengenai PP 54 Tahun 
2017 tentang BUMD 

3. Sosialisasi Peraturan OJK 
tentang Pelaporan Berkala 
Dana Pensiun dan 
Peraturan OJK tentang 
Pendanaan Dana Pensiun 

4. Pertemuan Strategi & 
Progress Implementasi 
SNTC 

5. Sosialisasi Ketentuan Bank 
Umum 

6. Pertemuan Pembahasan 
Strategi & Progress 
Implementasi SNTC 

 
 
 
 
 

OJK 
 
 
 
 

BI 
 
 
 

BI 

02 Mei 2018 
 

17 Juli 2018 
 
 

09 Agustus 2018 
 
 
 
 

30 Agustus 2018 
 
 

17 September 2018 
 

19 Oktober 2018 
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Direksi Materi Pelatihan Penyelenggara Waktu 
Pelaksanaan 

Depid 1. Seminar Business  
Networking  

2.  Audiensi Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah 

3. Workshop Penerapan 
Financial Technology 

4. Refreshment General 
Banking Level 3 

Bank Panin 
 

OJK 
 
 
 

LSPP 

19 Juli 2018 
 

09 Agustus 2018 
 

02 Oktober 2018 
 

29 Oktober 2018 

 

Secara keseluruhan hasil self assessment pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 

berada pada peringkat 2 (Baik). Dimana semua anggota Direksi Bank berdomisili                            

di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki 

hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau 

pemegang saham pengendali. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian                             

self assessment tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi 

yang belum maksimal. 

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 

Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris 

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                       

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 08 Maret 2017 sesuai                       

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 119 Tahun 2017 susunan Dewan Komisaris Bank 

Sultra per           31 Desember 2018 adalah: 

 RM. Suryo Martono   : Komisaris Utama (Non Independen) 

 Karman     : Anggota (Independen) 

Masa Jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun. Dengan tidak mengurangi 

hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Dewan Komisaris dapat diberhentikan 

sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS-LB. 

 Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Sultra sejak Januari 2018 sampai dengan                 

31 Desember 2018 berjumlah 2 (dua) orang. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai 

dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 

sama dengan jumlah anggota direksi. Namun demikian anggota Dewan Komisaris Bank 
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Sultra telah memenuhi ketentuan tentang Fit and Proper Test yang ditetapkan Otoritas 

Jasa Keuangan, dan tidak rangkap jabatan.  

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal                     

07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Definisi Dewan 

Komisaris adalah yang disebutkan pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 point 3 huruf 

a adalah bagi Bank berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris 

adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 

tentang Perseroan Terbatas yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada Direksi 
 

Independensi anggota Dewan Komisaris 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal                       

07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum menetapkan bahwa 

setiap anggota Dewan Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50%  dari 

jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak 

memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, 

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi 

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat 

mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen.  

Terkait hal tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris independen Bank Sultra 

mencapai 50%  dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam 

Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak 

mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 %  atau lebih, tidak 

mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan 

Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

 Sebagai bentuk implementasi dan pelaksanaan GCG, tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Sultra dan telah 

diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan Bank Sultra. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Sultra selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta 

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan 
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Bank, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, pelaksanaan ketentuan-

ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 

c. Memastikan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap 

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah berjalan 

dengan baik. 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi. 

e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 

sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan. 

f. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional Bank, akan tetapi Dewan Komisaris terlibat dalam 

pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal : 

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum 

2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan 

perundang-undanganan yang berlaku 

g. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tersebut pada huruf f, merupakan 

bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan 

tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 

h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 

dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 

i. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk Bank Indonesia paling 

lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : 

 Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan 

perbankan; dan 

 Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan 

usaha Bank. 

j. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan 

Komisaris membentuk : 

 Komite Audit; 

 Komite Pemantau Risiko; 
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 Komite Remunerasi dan Nominasi 

k. Membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi namun belum secara 

terpisah atau masih disatukan. 

l. Mengangkat anggota komite dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan 

keputusan rapat Dewan Komisaris. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas komite yang dibentuk untuk memastikan bahwa 

komite telah menjalankan tugasnya secara efektif 

n. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja komite. 

o. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat 

bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 

p. Mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat dalam 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.. 

q. Senantiasa menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara optimal. 

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris 

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2018 

Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada pelaksanaan 

bisnis bank, pelaksanaan fungsi kepatuhan, kecukupan dan tindak lanjut Audit Intern 

dan pengurusan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris senantiasa memberi masukan 

kepada Direksi, baik dalam bentuk saran maupun rekomendasi sebagai implementasi 

pelaksanaan tata kelola yang baik. Adapun jumlah rekomendasi yang diberikan Dewan 

Komisaris kepada Direksi Bank Sultra selama tahun 2018 adalah sebanyak 32 (tiga puluh 

dua), dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5 
Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2018 

 

No Nomor Memorandum Tanggal Perihal 

1 001/Dekom.BPD/01/2018 09 Januari 2018 Persetujuan Pembayaran Bonus 

Tahun 2017 

2 002/Dekom.BPD/01/2018 10 Januari 2018 a. Posisi Kredit Bermasalah PT. BPD 

Sultra 

3 004/Dekom.BPD/01/2018 25 Januari 2018 a. Hasil Pemeriksaan OJK Tentang 

Market Conduct Bank Sultra 

4 005/Dekom.BPD/01/2018 25 Januari 2018 Rekomendasi Penyelesaian Kredit 

Bermasalah 
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5 006/Dekom.BPD/01/2018 25 Januari 2018 a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

SKAI Tahun 2018 

6 008/Dekom.BPD/02/2018 01 Februari 2018 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor 

Cabang Utama 

7 009/Dekom.BPD/02/2018 02 Februari 2018 Kewajiban Penyampaian Laporan 

Tahunan oleh Penyelenggara    

Jasa Sistem Pembayaran 

8 011/Dekom.BPD/02/2018 14 Februari 2018 Penyesuaian Penghasilan Pegawai 

Organik PT. BPD Sultra 

9 012/Dekom.BPD/02/2018 15 Februari 2018 Asuransi Purna Jabatan 

10 017/Dekom.BPD/03/2018 02 Maret 2018 Pemberian Tunjangan Purna 

Jabatan Direksi & Komisaris 

11 018/Dekom.BPD/03/2018 08 Maret 2018 Perubahan Struktur Organisasi 

12 024/Dekom.BPD/04/2018 30 April 2018 Persetujuan Pembelian Ruko Kantor 

Cabang Wakatobi 

13 025/Dekom.BPD/04/2018 30 April 2018 Pencapaian Rencana Bisnis Bank 

(RBB) Tahun 2018-2020 

14 026/Dekom.BPD/05/2018 02 Mei 2018 Pemaparan Pengelolaan Tower 

Bank Sultra 

15 029/Dekom.BPD/05/2018 16 Mei 2018 Persetujuan Pengalihan Anggaran 

16 030/Dekom.BPD/05/2018 17 Mei 2018 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan          

BPK RI Tahun 2003 s/d 2014 

17 031/Dekom.BPD/05/2018 17 Mei 2018 Penegasan Surat Pengantar 

Executive Summary LHP Audit 

Reguler SKAI Semester I Tahun 

2018 

18 032/Dekom.BPD/06/2018 05 Juni 2018 Persetujuan Pembayaran THR 

19 036/Dekom.BPD/07/2018 13 Juli 2018 Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus 

Fraud 

20 038/Dekom.BPD/08/2018 23 Agustus 2018 Kebutuhan AP & KAP Tahun Buku 

2018 

21 041/Dekom.BPD/08/2018 29 Agustus 2018 Pemeriksaan Khusus 

22 043/DekomBPD/09/2018 12 September 2018 Tindak Lanjut LHP OJK Tahun 2016 

dan 2017 

23 046/Dekom.BPD/09/2018 21 September 2018 Laporan Audit Investigasi 

24 048/Dekom.BPD/10/2018 02 Oktober 2018 Persetujuan Tunjangan Kemahalan 
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& Penetapan Material Risk Takers 

(MRT) 

25 049/Dekom.BPD/10/2018 18 Oktober 2018 Laporan sanksi Kewajiban 

Membayar 

26 050/Dekom.BPD/10/2018 18 Oktober 2018 Pertimbangan Usulan SKAI                     

PT. BPD Sultra 

27 054/Dekom.BPD/11/2018 21 November 2018 Penegasan 

28  055/Dekom.BPD/11/2018 21 November 2018 Penegasan 

29 057/Dekom.BPD/11/2018 23 November 2018 Penunjukkan KAP dan AP Periode 

Audit Tahun Buku 2018 

30 058/Dekom.BPD/12/2018 03 Desember 2018 Perbedaan Data Laporan RBB 

Triwulan III Tahun 2018 

31 060/Dekom.BPD/12/2018 06 Desember 2018 Penyampaian Materi hasil Seminar 

FKDK BPD-SI di Pontianak 

32 061/Dekom.BPD/12/2018 06 Desember 2018 Laporan Audit Investagasi PT. 

Wuna Sukses Mandiri Kantor 

Cabang Raha dan Kantor Kas UHO 

 

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan 

dapat juga diambil diluar rapat Dewan Komisaris sepanjang semua anggota Dewan 

Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Rapat Dewan Komisaris 

wajib diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh 

seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun. Dalam hal Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris 

secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan 

teknologi telekomferensi. 

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai 

berikut: 
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Tabel 6 

Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018 

Dewan Komisaris 
Kehadiran 

Jumlah (kali) %  

RM. Suryo Martono  3 100%  

Karman 2 66,67 %  

 

Tabel 7 

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018 

Hari/Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat 

Kamis, 

01 Maret 2018 

Pembahasan Hasil Kajian Komite Remunerasi 

dan Nominasi tentang Pemberian Tunjangan 

Purna Jabatan Kepada Pengurus PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

Akhir Periode Masa Jabatan 

1. RM. Suryo Martono 

(Komisaris Utama) 

2. Karman (Komisaris) 

3. Samaluddin  

(Sekretaris Dewan 

Komisaris)  

Selasa,  

5 Juni 2018 

Pembahasan Terkait Temuan BPK RI 1. RM. Suryo Martono 

(Komisaris Utama) 

2. M. Natsir (Kepala Komite 

Audit) 

3. Khaerul K. Raden  

(Direktur Utama) 

4. Hariyanto (Kepala SKAI) 

5. Tatiek Maliaty (Kepala Divisi 

Kepatuhan dan Hukum) 

6. Hadiman (Kepala Divisi 

SDM dan Umum) 

7. Arfianus (Kepala Divisi 

Perencanaan) 

8. Halipah Paewangi (Kabag 

Monitoring Tindak Lanjut) 

9. Herman Hoding Ali (Kepala 

Bagian SDM) 

10. Fauzi Djibran (Kepala 

Bagian Penyusunan SOP) 

11. Fitriani (Pelaksana Divisi 

SDM dan Umum) 

12. Warda Azis (Kepala Bagian 

Pemasaran Kredit) 
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Hari/Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat 

13. Ardin (Kepala Bagian 

Monitoring Kredit) 

14. Saldiansyah Sabara 

(Pelaksana Divisi Kepatuhan 

dan Hukum) 

15. Yoyot Muis (Pelaksana 

Bagian STPK) 

Rabu, 

12 September 2018 

Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 dan 

Tahun 2017 pada Lingkup Dewan Komisaris 

yang Belum di Tindak Lanjuti 

1. RM. Suryo Martono 

(Komisaris Utama) 

2. Karman (Komisaris) 

3. M. Natsir (Komite Audit) 

4. La Atjeh Amin (Komita 

Pemantau Risiko) 

5. Samaluddin  

       (Sekretaris Dewan 

Komisaris) 

6. Nyoman Ayu Wirati 

(Pelaksanaan Sekretaris 

Dekom) 

 

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2018 

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan 

lainnya  yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018, adalah : 

Tabel 8 

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2018 

Komisaris Materi Pelatihan Penyelenggara Waktu 

Pelaksanaan 

RM. Suryo Martono 1. Sosialisasi PP tahun 2017 

tentang BUMD dan 

Sosialisasi Ketentuan Bank 

Umum  

2. Seminar Nasional BPDSI 

3. Munas dan Seminar 

Nasional FKDKP BPD-SI  

Asbanda & OJK 

 

 

 

 

FKDKP 

17 April 2018 

 

 

 

08 Agustus 2018 

13 November 2018 

Karman 1. Pertemuan Dalam Rangka 

Perkembangan Kinerja dan 

Implementasi 

2. Workshop Good Corporate 

Governance BPD Se Sulawesi 

Maluku Papua 

 

 

 

 

Asbanda 

12 April 2018 

 

 

07 November 2018 
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Secara keseluruhan hasil self assessment pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

Dewan Komisaris berada pada peringkat 2 (Baik). Pada akhir tahun 2018 Dewan 

Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, meskipun secara jumlah keadaan tersebut belum 

memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Perlu kami jelaskan bahwa Dewan Komisaris dari bulan Januari 2018 sampai dengan 

bulan Desember 2018 masih memenuhi ketentuan di mana semua anggota Dewan 

Komisaris Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada 

lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan 

Komisaris yang lain. Adapun dari beberapa kriteria/indikator penilaian self assessment 

tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris 

yang belum maksimal dari segi struktur, proses dan hasil. 

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE 

A. Komite-Komite dibawah Komisaris 

  Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Marer 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 

Bank Umum maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dewan komisaris membentuk 

Komite yang berfungsi membantu melakukan pengawasan atas efektifitas pelaksanaan 

tugas-tugas dewan komisaris agar tetap berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Komite-komite tersebut adalah: 

1. KOMITE AUDIT 

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit 

Anggota Komite Audit Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen 

yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki 

keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen 

yang memiliki keahlian dibidang perbankan. Susunan Komite Audit Bank Sultra 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 031/Kpts/Dir.BPD/2017 

Tentang Pembentukan Komite Audit, adalah: 
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Tabel 9 
Susunan Komite Audit 

 

No NAMA JABATAN KET 

1. Karman 
Ketua merangkap 
Anggota 

Komisaris Independen 

2. M. Natsir Anggota Pihak Independen 

3. Muhammad Amir Anggota Pihak Independen 
 

 

Penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra tentang Pembentukan Komite Audit 

merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 

023/Dekom.BPD/04/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Usul Pengangkatan Anggota 

Komite Lingkup Dewan Komisaris. 

Independensi Komite Audit 

Anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota 

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan 

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite tersebut. 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal                     

07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya                   

Pasal 47 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yaitu; 

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka 

menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan 

keuangan.  

2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :  

a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;  

b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar 

audit yang berlaku;  

c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;  
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d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit 

Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan 

Bank Indonesia, serta otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi 

kepada Dewan Komisaris.  

3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham.  

Frekuensi Rapat Komite Audit 

 Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan 

dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah 

diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum 

dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan 

pendapat (dissenting opinion). Selama tahun 2018, Komite Audit mengadakan rapat 

sebanyak 13 (tiga belas) kali.  

Realisasi dan Program Kerja Komite Audit 

Pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2018 : 

 Membahas dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKAI PT.BPD Sultra 

 Membahas  Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern Bank Sultra 

 Membahas dan mereview pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil 

Pemeriksaan SKAI, Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan dan Bank Indonesia serta otoritas lannya. 

 Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan 

Komisaris tentang pemilihan auditor eksternal yang akan melaksanakan Audit 

Laporan Keuangan Bank Sultra Tahun Buku 2018 dan telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO 

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko 

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris 

Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang 

memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak 
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independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko. Sesuai Surat 

Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 032/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 1 Mei 2017 

tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. BPD Sultra, komposisi personil 

Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 
Susunan Komite Pemantau Risiko 

 

No NAMA JABATAN KET 

1. RM. Suryo Martono 
Ketua merangkap 
Anggota 

Komisaris Non 
Independen 

2. La Atjeh Amin Anggota Pihak Independen 

3. Sujono Anggota Pihak Independen 
 

Penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko 

merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 

023/Dekom.BPD/04/2017 Perihal Usul Pengangkatan Anggota Komite Lingkup                 

Dewan Komisaris. 

Independensi Komite Pemantau Risiko 

Untuk sementara, anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen 

dan non independen namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi 

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat 

mempengaruhi independensi komite. 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Komite Pemantau Risiko 

Berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2018 tanggal                     

07 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite 

Pemantau Risiko paling kurang melakukan : 

a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan 

Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 
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Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko 

 Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan 

dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah 

diatur secara efektif dalam mekanisme rapat  yang mencakup pemenuhan kuorum 

dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan 

pendapat (dissenting opinion). Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko 

mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.  

Realisasi dan Program Kerja Komite Pemantau Risiko 

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko tahun 2018 : 

 Membahas dan mereview Laporan Profil Risiko Bank Sultra setiap triwulanan. 

 Merekomendasikan hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap risiko-risiko 

yang tergolong tinggi. 

 Memberikan masukan terhadap rencana kerja tahunan pada Satuan Kerja 

Manajemen Risiko. 

3. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI 

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang 

Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 

1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau 

perwakilan Pegawai yang harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi 

dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Bank Sultra Nomor 019/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang 

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sultra, komposisi personil 

Komite Pemantau Risiko adalah:  
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Tabel 11 
Susunan Komite Remunerasi & Nominasi 

 
No NAMA JABATAN KET 

1. Karman 
Ketua merangkap 
Anggota 

Komisaris Independen 

2. RM. Suryo Martono Anggota 
Komisaris Non 
Independen 

3. 
Kepala Divisi SDM & 
Umum 

Anggota Pihak Independen 

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi 

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga 

dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi Komite. 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal                     

07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan 

tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang melakukan: 

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:  

1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan  

2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  

 kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk 

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;  

 kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara 

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;  

b. Terkait dengan kebijakan nominasi:  

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur 

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham;  

2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris 

dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham;  
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3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi 

anggota Komite kepada Dewan Komisaris 

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi 

 Rapat intern Komite dan rapat gabungan Komite dilaksanakan sesuai 

kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan 

rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan 

kuorum dan musyawah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan 

pendapat (dissenting opinion). Selama tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi 

melakukan rapat-rapat secara berkala, namun hasil rapat yang didokumentasikan 

dalam bentuk risalah rapat sebanyak 4 (empat) kali. 

Realisasi dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi 

Pada Tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi 

terhadap Kebijakan Remunerasi, Penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 

PT. BPD Sultra. 

4. Pelatihan Anggota Komite tahun 2018 

Selama tahun 2018 Anggota Komite tidak mengikuti pelatihan/workshop. 

B. Komite-Komite dibawah Direksi 

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO 

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko  

Komite Manajemen Risiko Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Bank Sultra Nomor 005/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 09 Januari 2012, dengan 

komposisi keanggotaan sebagai berikut : 

Ketua     : Direktur Utama 

Ketua Pengganti   : Direktur Kepatuhan 

Sekretaris merangkap Anggota : Kadiv Kepatuhan 

Anggota    : Direktur Pemasaran 

       Kepala Divisi Perkreditan 

       Kepala Divisi Treasury 

       Kepala Divisi TSI 

       Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi 
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko 

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan 

rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi: 

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi 

Manajemen Risiko dan Contigency Plan apabila terjadi kondisi eksternal yang 

tidak normal; 

2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan/penerapan Manajemen Risiko 

yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari 

suatu perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi 

kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap 

efektivitas penerapannya; 

3. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang 

dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang 

signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan 

sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposure risiko yang melampaui limit 

yang telah ditetapkan. 

2. KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN 

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) Bank Sultra berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 054/Kpts/Dir.PT.BPD/2014 tanggal                     

03 November 2014 sebagai berikut: 

Ketua     : Direktur Utama 

Wakil Ketua   : Direktur Pemasaran 

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Divisi Perkreditan 

Anggota    : Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi 

       Ketua SKAI 

       Kabag. Manajemen Risiko  

       Kabag. Kepatuhan 

       Kabag Monitoring Kredit  
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 

1. Memantau dan mengevaluasi : 

a. Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan; 

b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit; 

c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang 

diberikan kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu; 

d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK; 

e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya 

dalam pemberian kredit; 

f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai yang ditetapkan dalam KPB; 

g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN). 

2. Melakukan kajian secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan system 

dan prosedur telah berjalan secara efektif atau perlu penyempurnaan. 

3. Memberikan masukan kepada Direksi PT. BPD Sultra terutama mengenai 

masalah/hambatan pelaksanaan kebijakan perkreditan untuk dilakukan 

perbaikan. 

Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 

1. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit yang akurat 

2. Menetapkan kebijakan tentang penilaian agunan 

3. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada pihak terkait, kelompok 

peminjam (debitur grup) dan/atau debitur besar; 

4. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada sektor ekonomi, 

kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi; 

5. Menetapkan kebijakan tentang kredit yang perlu dihindari; 

6. Menetapkan kebijakan tentang penilaian kualitas kredit; 

7. Menetapkan kebijakan tentang perangkat perkreditan; 

8. Menetapkan kebijakan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris, Direksi, Unit kerja Perkreditan dan Komite Kredit di bidang perkreditan. 

9. Menetapkan kebijakan tentang persetujuan kredit yang meliputi : 

a. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit; 

b. Tanggung jawab pemutus kredit; 
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c. Proses persetujuan kredit; 

d. Perjanjian kredit; 

e. Persetujuan pencairan kredit. 

10. Menetapkan kebijakan tentang Dokumentasi dan Administrasi kredit; 

11. Menetapkan kebijakan tentang Pengawasan Kredit; 

12. Menetapkan kebijakan tentang Penanganan Kredit Bermasalah; 

Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan 

Kepada Dewan Komisaris mengenai : 

1. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Komite Kebijakan Perkreditan; 

2. Memberikan saran perbaikan kepada Direksi. 

 

3. KOMITE ALCO (ASSET LIABILITY COMMITTE) 

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO  

Struktur keanggotaan Komite ALCO Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 003/Kpts.Dir.BPD/2015 tanggal 21 Januari 

2015 dengan susunan sebagai berikut : 

Ketua     : Direktur Utama 

Wakil Ketua   : Direktur Pemasaran 

       Direktur Umum 

Sekretaris     : Kepala Divisi Treasury 

Anggota    : Kepala Divisi Perkreditan 

       Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi 

       Kepala Divisi Perencanaan&Pengembangan 

 Kepala Divisi Corporate Secretary 

 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 
 

Tugas dan TanggungJawab Komite ALCO 

Tugas Komite ALCO 

1. Menetapkan tujuan ALMA (Asset and Liability Management) Bank, menyusun 

strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian 

kekayaan-kekayaan yang meliputi pendanaan, penempatan dana secara 
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menguntungkan, menetapkan suku bunga pinjaman, Deposito, Tabungan dan 

Giro sesuai dengan ALMA. 

2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank disusun 

secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA, sesuai dengan tujuan dan 

perkembangan perbankan. 

3. Menyiapkan dan menetapkan kebijakan dan petunjuk baru bila dianggap perlu. 

4. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan Exposure 

Asset/Liablity Management. 

5. Meninjau kembali prakiraan dan proyeksi untuk prakiraan suku bunga, deposito 

dan pinjaman serta prakiraan keadaan ekonomi. 

6. Menetapkan petunjuk mengatur exposure dan memberikan limit untuk likuiditas 

bank, gap management, earnings and investment goals. 

7. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan 

serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA. 

8. Membuat program kerja SSG ALCO 

9. Menetapkan batasan dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang 

berdampak pada : 

 Risiko Likuiditas (Liquidity Management) 

 Risiko Suku Bunga (gap Management) 

 Risiko Portofolio (earnings and investment Management) 

Tanggung Jawab Komite ALCO 

1. Tim ALCO berkewajiban untuk mengeluarkan keputusan dan pengarahan 

terhadap penataan likuiditas yang baik. 

2. Kantor Pusat cq. Divisi Treasury berkewajiban menata pengelolaan likuiditas 

harian secara global dan memberikan pengarahan kepada Kantor Cabang 

mengenai penataan likuiditas bank secara efisien. 
 

4. KOMITE KREDIT 

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit  

Keanggotaan Komite Kredit Bank Sultra secara berkala senantiasa direview dan 

terkahir dilakukan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Sultra  Nomor 03/Kpts/Dir.PT.BPD/2016 dengan komposisi keanggotaan sebagai 

berikut : 
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Ketua   : Kepala Divisi Perkreditan 

Sekretaris   : Kepala Bagian Pemasaran Kredit 

Anggota  : Kepala Divisi Treasury 

     Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi 

     Kepala Divisi Perencanaan 
 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit 

Komite Kredit bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutuskan persetujuan atau penolakan kredit sesuai 

dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi serta melakukan koordinasi 

dengan Tim ALCO dalam rangka pendanaan perkeditan dan Batas Maksimum 

Pemberian kredit.  

Wewenang dan Tanggung Jawab komite Kredit 

1. Komite Kredit berwenang memberikan Pengarahan apabila perlu dilakukan 

analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif. 

2. Komite Kredit bertanggung jawab untuk : 

a. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas 

berdasarkan kemahiran profesionalnya sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing secara jujur, obyektif dan cermat 

b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak lain yang berkepentingan 

dengan permohonan kredit untuk memberikan rekomendasi yang bersifat 

formalitas 

c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi tepat pada 

waktunya atau sebelum waktunya dan tidak akan berkembang menjadi 

kredit bermasalah. 

d. Memastikan bahwa setiap kredit yang akan diberikan telah memenuhi 

ketentuan perbankan dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking) 

e. Melakukan rapat Komite Kredit sebagai dasar pembuatan rekomendasi 

kepada Direksi dan hasil rapat dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat yang 

disahkan oleh semua personil Komite Kredit. 
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5. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (TI) 

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi  

Komite Pengarah TI Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Sultra Nomor 087/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 12 November 2018, dengan komposisi 

keanggotaan sebagai berikut: 

Ketua merangkap Anggota  : Direktur Utama 

Wakil Ketua merangkap Anggota  : Direktur Umum 

Sekretaris merangkap Anggota  : Kadiv Teknologi Sistem Informasi 

Anggota     : Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi 

        Kepala Divisi Perencanaan  

        Kepala Divisi Perkreditan 

          Kepala Divisi Treasury 

          Pemimpin Cabang Utama 

 

Tugas dan TanggungJawab Komite Pengarah Teknologi Informasi  

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi yang 

tercantum dalam IT Steering Committe Charter adalah memberikan rekomendasi 

kepada Direksi, sebagai berikut : 

1. Memberikan Rekomendasi Rencana Strategis TI (Information Technology 

Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. 

Dengan memperhatikan factor efisiensi dan efektifitas serta hal-hal sebagai 

berikut: 

2. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan 

pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank. 

3. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak 

signifikan teradap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking 

Application, server production, tipologi jaringan. 

4. Membuat hasil analisis dari prouek-proyek TI yang utama sehingga 

memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien 

5. Membuat analisa kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen 

yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. 

6. Mengusulkan langkah-langkah efektif dalam rangka meminimalisasi risiko atas 

investasi Bank pada sector TI sehingga investasi tersebut memberikan kontribusi 

terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank. 
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7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya, misalnya dengan 

mendeteksi keusangan TI, dan mengukur efektifitas serta efisiensi penetapan 

kebijakan pengamanan TI. 

8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapt 

diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite 

dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut. 

9. Menganalisa kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila 

sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa 

pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka komite pengatah TI harus 

memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait 

10. Melakukan pertemuan Komite telah berkala, untuk membicarakan hal-hal yang 

terkait dengan strategi TI dan berdasarkan Laporan triwulan Divisi TSI minimal 3 

(tiga) bulan sekali dan didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat serta 

disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 
 

C. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 

Dengan adanya perubahan status badan hukum PT.BPD Sultra, maka pada tahun 

2015 dibentuk Unit Corporate Secretary dengan uraian tugas sebagai berikut: 

 Mengkoordinir penatalaksanaan Office of the board yang mencakup kepastian 

ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan 

Direksi 

 Mengkoordinir penatausahaan dokumen Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada 

daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat Direksi, risalah rapat Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 Mengkoordinir dan menyiapkan segala kegiatan dan jadwal Direksi (protokoler 

Direksi) 

 Merencanakan dan mengembangkan pembentukan citra perusahaan, produk dan 

jasa 

 Merencanakan dan mengembangkan aktifitas hubungan dengan masyarakat 

 Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang berkaitan dengan nama baik Bank 

 Bertanggungjawab dalam memutahirkan informasi tentang peraturan atau regulasi 

yang harus dipatuhi oleh perusahaan berikut pengadministrasiannya  
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 Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, 

berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan 

 Mamfasilitasi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris 

 Menjadi perwakilan Direksi untuk menghadiri rapat/acara/kegiatan lainnya bila 

Direksi berhalangan hadir 

 Mengkoordinir penerbitan publikasi barupa brosur, leaflet, propectus, company profile 

dalam rangka IPO dan penerbitan surat berharga lainnya 

 Mengkoordinir pengelolaan website Bank 

 Mengkoordinir pengelolaan setoran modal Pemegang Saham Bank 

 Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan Bank yang akan dilaporkan kepada 

Bank Indonesia 

 Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi 

dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Seluruh Direksi dan Pejabat Eksekutif senantiasa mengungkapkan setiap konflik atau 

potensi konflik kepentingan yang mereka miliki tentang segala hal yang berkaitan dengan 

kegiatan Bank dan/atau hal lainnya yang dibahas pada setiap pertemuan dan dituangkan 

dalam agenda rapat baik di tingkat Dewan Komisaris, Komite-komite maupun pada 

Manajemen Eksekutif, dan sepanjang tahun 2018 tidak terdapat peristiwa dan transaksi 

yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan pada Bank Sultra. 

 

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN 

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 

2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum yang merupakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup penyempurnaan dari segi organisasi 

perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung 

terciptanya budaya kepatuhan. Bank Sultra telah memiliki seorang Direktur untuk 

memegang posisi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan peran 

dan tanggung jawab meliputi pemantauan dan menjaga agar setiap aktivitas operasional 

bank senantiasa berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa 
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Keuangan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Untuk 

meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk dalam hal Penerapan Program 

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka fungsi 

kepatuhan tersebut meliputi: 

 Memantau dan mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT, menganalisa, 

mengevaluasi, dan melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan dan 

transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan APU dan PPT ke Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ); 

 Memantau dan memastikan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kewenangan lainnya.  

 Memastikan bahwa semua laporan aktivitas dan langkah-langkah perbaikan yang 

wajib dilaporkan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya dan telah 

dilaporkan tepat waktu; 

 Menyediakan pelatihan mengenai APU dan PPT bagi semua karyawan baru dan 

memberikan pelatihan penyegaran untuk semua frontliner; 

 Setiap bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris 

Bank Sultra; 

 Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan disampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. 

 

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  

Bank membentuk suatu fungsi audit internal yang independen dari kegiatan yang mereka 

audit dan harus dilakukan secara independen dan profesional. Ketua audit internal 

bertanggung jawab atas review yang dilakukan secara reguler dan/atau menilai efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.  

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 

Sesuai dengan Audit Charter, SKAI memenuhi fungsinya sebagai Auditor Internal yang 

independen pada Satuan Kerja Operasional. 
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Ruang lingkup Audit intern meliputi semua kegiatan Bank. Hasil audit dilaporkan kepada 

Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan pihak lain 

yang terkait (auditee). 

Tindak lanjut atas temuan hasil audit oleh auditee dipantau dan dianalisis secara berkala 

dan dilaporkan kepada Direksi dan pihak terkait lainnya (auditee). 

Panduan Pemeriksaan (audit charter) SKAI   

Panduan pemeriksaan (audit charter) SKAI Bank Sultra berisi hal-hal berikut : 

1. Latar Belakang, sebagai dasar penyusunan audit charter 

2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kode Etik SKAI 

3. Standar Audit/Norma Pemeriksaan  

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. 

 

Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi Auditor Intern independen yang memiliki dedikasi dan professional dalam 

melaksanakan tugas dan menjadi mitra dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja 

lainnya. 

 

Misi 

1. Dalam melaksanakan pemeriksaan senantiasa tunduk pada ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

2. Informasi/data yang disajikan kepada pihak manajemen dan atau pihak lainnya yang 

membutuhkan adalah benar dan terkini 

3. Melaksanakan Good Coorporate Governance dalam tata kelola bank khususnya 

pengamanan asset bank 

4. Dalam memberikan penilaian tidak memihak, jujur dan adil.   

Tugas 

1. Melakukan pemeriksaan kinerja setiap semester, hasilnya saran 

2. Melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasilnya kesimpulan 

3. Melakukan tugas diluar pemeriksaan yang diminta oleh Direktur Utama. 
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Wewenang 

1. Melakukan komunikasi lisan/tertulis dengan baik/efektif, baik dengan auditee maupun 

manajemen serta atas persetujuan Direktur Utama melakukan koordinasi dengan 

auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik) 

2. Meminta manajemen dan semua unit kerja untuk memberikan dukungan/kerjasama 

untuk kelancaran pemeriksaan 

3. Mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh, terutama dokumentasi  fisik 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan 

4. Menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilaksanakan 

5. Bebas dari campur tangan pihak manapun, sepanjang satuan dan auditor telah 

bekerja secara professional sesuai dengan tujuan penugasannya. 

Tanggung Jawab 

 Tanggung Jawab Organisasi: 

1. Meyakinkan bahwa independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam semua 

tahap pemeriksaan. 

2. Meyakinkan bahwa pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. 

3. Meyakinkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang kompeten. 

4. Secara periodik dan independen melakukan review hasil pemeriksaan. 

Tanggung Jawab Auditor/Pemeriksa 

1. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan 

2. Menggunakan informasi yang diperoleh secara hati-hati (tidak boleh menggunakan 

diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali dinyatakan lain) 

3. Mempertahankan independensi dalam sikap mental dan penampilan pada saat 

melaksanakan pemeriksaan 

4. Menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup, metodologi, 

pengujian dan prosedur, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan 

5. Membantu manajemen/pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk memahami 

tanggung jawab pemeriksa/auditor . 
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Kode Etik SKAI   

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas. 

2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Bank dan Satuan Kerja Audit 

Intern (SKAI). 

3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga merugikan 

profesi auditor intern atau Bank. 

4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan bank atau yang 

mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif. 

5. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 

6. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Auditor Intern, kebijakan Bank dan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat auditor intern. 

8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan 

pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan 

kerugian bagi bank dengan alasan apapun. 

9. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai 

fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan bank atau 

dapat melanggar hukum. 
 

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit SKAI  

Selama tahun 2018, tim auditor SKAI Bank Sultra telah melaksanakan kegiatan audit 

reguler pada Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dengan standar 

pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko (risk based audit) serta pemeriksaan khusus 

terhadap beberapa permasalahan internal. Laporan Hasil Pemeriksaan audit telah 

disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu. 

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN 

Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang akan 

melakukan audit laporan keuangan bank. Atas usulan tersebut disetujui KAP Drs.Bambang 

Sudaryono dan Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan 

Bank Sultra Tahun Buku 2018.  
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Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak 

Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan 

Indonesia dan Standar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan PT. BPD Sultra. 

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN  

Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk memantau penerapan 

Manajemen Risiko. Beberapa tindakan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh 

Bank Sultra adalah meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengenali dan 

memahami risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari risiko kredit, 

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko 

kepatuhan, dan risiko reputasi. 

Penerapan manajemen risiko Bank Sultra sudah sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku serta telah berjalan cukup efektif dengan senantiasa 

memperhatikan pilar-pilar pengawasan dalam hal : 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan identifikasi dan 

pengendalian semua risiko pada Bank melalui koordinasi, rapat Dewan Komisaris dan 

rapat Direksi meskipun belum maksimal 

2. Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, 

secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dengan tetap 

memperhatikan ketentuan yang berlaku 

3. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta 

peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank  

4. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan. 

5. Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada Bank Sultra cukup komprehensif 

sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi. 

Beberapa Auditor telah bersertifikat dan pendidikan akan terus dilakukan guna 

mendukung daya saing SDM yang berkualitas, namun disisi lain masih terdapat 

kelemahan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit 

6. Berdasarkan profil risiko Triwulan IV Tahun 2018, peringkat risiko Bank Sultra berada 

pada komposit 2 (Low to Moderate) dengan karakteristik bahwa dari risiko inhern 

kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank tergolong rendah selama periode 
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waktu tertentu dimasa datang dan dari kualitas penerapan manajemen risiko secara 

komposit cukup memadai. 

7. Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan 

Corporate Governance serta sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan 

Kursus/Program Sertifikasi Manajemen Risiko, maka Bank Sultra telah mengikutkan 

para pengurus, pejabat bank dan karyawan bank pada level tertentu dalam program 

sertifikasi dimaksud yang diselengggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta 

program pemeliharaan sesuai tingkatan sertifikatnya. Namun pada tahun 2018 Bank 

Sultra tidak menyelenggarakan Program Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen 

sehingga sampai dengan 31 Desember 2018, pengurus, pejabat dan pegawai lulus 

dan memegang Sertifikat Manajemen Risiko Bank masih sama komposisinya dengan 

tahun sebelumnya yaitu terdiri dari : 

a. Level 1 sebanyak 133 Orang 

b. Level 2 sebanyak 47 Orang 

c. Level 3 sebanyak 19 Orang 

d. Level 4 sebanyak 9 Orang  

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (Related Party) DAN PENYEDIAAN DANA 

BESAR (Large Exposure) 

Aktivitas penyediaan dana khususnya pemberian kredit, Bank Sultra senantiasa 

memenuhi unsur kepatuhan seperti : 

1. Menjunjung tinggi prinsip Prudential Banking dengan mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan ketentuan serta peraturan 

lainnya yang berlaku dan secara teratur melaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan tepat waktu. 

2. Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.  

3. Telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas dalam hal penyediaan 

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 

4. Pada Tahun 2018 penyediaan dana kepada pihak terkait 100 %  dalam sektor 

konsumtif, sedang penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu 

berjumlah 14 Debitur (85,66% ) dan kepada grup berjumlah 1 Debitur (14,34% ). 



 

   63 

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana 

besar per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 12 

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait  

dan Penyediaan Dana Besar 

 
No 

 
PENYEDIAAN DANA 

JUMLAH 
Presentasi 

(% ) 
DEBITUR BAKI DEBET (Rp) 

 
1. 

 
Kepada Pihak Terkait 

 
53 

 
Rp.      7.799.535.983,- 

 
100 %  

2. Kepada debitur inti : 

a. Individu 

b. Grup 

 
14 
1 

 
Rp. 120.225.153.192,- 
Rp.    20.129.873.176,- 

 
85,66%  
14,34%  

 

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN 

PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL  

1. Bank Sultra telah memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non 

keuangan yang disusun dan disediakan dengan cara, jenis dan skala sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank 

serta telah dilaporkan tepat waktu. Informasi berupa laporan keuangan dan non 

keuangan kepada publik dapat diakses melalui homepage Bank Sultra 

(www.banksultra.co.id) maupun media secara transparan, sehingga mudah diakses 

oleh semua stakeholder.  

2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan Bank Sultra tersedia dalam system 

core banking yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam 

lingkup Bank Sultra.  

3. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Bank Sultra 

telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap 

pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

dilaporkan tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

http://www.banksultra.co.id/
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4. Informasi Sistem manajemen mengenai laporan internal dilakukan sesuai prosedur 

serta disajikan tepat waktu, akurat dan memadai. 

Hal lain yang dapat dijabarkan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan 

kondisi lainnya pada Bank Sultra sebagai berikut: light 

a. Kepemilikan Saham 

Sampai dengan 31 Desember 2017, pemegang saham Bank Sultra adalah 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, dimana 

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemegang saham terbesar dibanding pemegang 

saham lainnya dengan komposisi sebagai berikut : 

Tabel 13 

Komposisi Kepemilikan Saham 2017 

 

No. PEMEGANG SAHAM SETORAN MODAL (Rp) %  

1.  Provinsi Sulawesi Tenggara 153.137.949.693,- 35,6 %  

2.  Kab. Kolaka Utara  36.389.000.000,- 8,5%  

3.  Kab. Wakatobi 35.000.000.000,- 8,1 %  

4.  Kab. Kolaka 33.596.000.000,- 7,8 %  

5.  Kab. Bombana 30.591.000.000,- 7,1%  

6.  Kota Bau-Bau 22.000.000.000,-  5,1%  

7.  Kab. Buton Utara 14.000.000.000,- 4,4 %  

8.  Kab. Buton 15.000.000.000,- 3,5 %  

9.  Kab.Konawe Selatan 14.223.000.000,- 3,3 %  
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai dengan 

penyusunan laporan GCG Tahun 2018, Bank Sultra belum melaksanakan Rapat Umum 

Pemegang Saham namun komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2018 yang 

rencananya akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun Buku 2018 

adalah sebagai berikut: 

  

No. PEMEGANG SAHAM SETORAN MODAL (Rp) %  

10.  Kota Kendari 14.000.000.000,- 3,3 %  

11.  Kab. Konawe 12.735.000.000,- 3,0%  

12.  Kab. Kolaka Timur 11.219.574.625,- 2,6%  

13.  Kab. Konawe Utara 11.000.000.000,- 2,6 %  

14.  Kab. Muna 10.000.000.000,- 2,4 %  

15.  Kab. Konawe Kepulauan 5.500.000.000,- 1,3%  

16.  Kab. Muna Barat 3.500.000.000,- 0.4%  

17.  Kab. Buton Selatan 2.000.000.000,- 0,5 %  

18.  Kab. Buton Tengah 2.000.000.000,- 0,5 %  

JUMLAH . . . . 372.370.381.934,- 100 %  
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Tabel 14 

Komposisi Kepemilikan Saham 2018 

 

No. PEMEGANG SAHAM SETORAN MODAL (Rp) %  

1.  Provinsi Sulawesi Tenggara    174.044.930.117,- 36,58 %  

2.  Kab. Kolaka Utara      37.389.000.000,- 7,86%  

3.  Kab. Wakatobi      36.500.000.000,- 7,67 %  

4.  Kab. Kolaka      33.596.000.000,- 7,06 %  

5.  Kab. Bombana      30.591.000.000,- 6,43%  

6.  Kota Bau-Bau      25.000.000.000,-  5,25%  

7.  Kab. Kolaka Timur      18.731.697.275,- 3,94%  

8.  Kab. Konawe Selatan      18.223.000.000,- 3,83 %  

9.  Kab. Buton Utara      18.000.000.000,- 3,78 %  

10.  Kota Kendari     17.500.000.000,- 3,68%  

11.  Kab. Buton     15.000.000.000,- 3,15%  

12.  Kab. Konawe     12.735.000.000,- 2,68 %  

13.  Kab. Konawe Utara     11.000.000.000,- 2,31 %  

14.  Kab. Muna     10.000.000.000,- 2,10%  
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b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 

tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap 

anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau 

keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi 

atau hubungan lainnya. Oleh karena itu, Komisaris Independen maupun Direksi harus 

mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara mandiri tanpa intervensi 

pihak luar.  

Saat ini antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota lainnya dan antara 

Dewan Komisaris dengan Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan 

keluarga, antara Direksi dengan Direksi lainnya dan antara Direksi dan Pemegang 

Saham Pengendali tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. 

c. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi 

 Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan 

Komisaris dan Direksi sampai dengan 31 Desember 2018 berpedoman pada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas 

dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat 

 PEMEGANG SAHAM SETORAN MODAL (Rp) %  

15.  Kab. Konawe Kepulauan       5.500.000.000,- 1,16%  

16.  Kab. Muna Barat       3.500.000.000,- 0.74%  

17.  Kab. Buton Selatan       4.000.000.000,- 0,84 %  

18.  Kab. Buton Tengah       4.000.000.000,- 0,84 %  

19.  Koperasi Jasa Sukses Luhur 

Sejahtera 
         480.000.000,- 0,10 %  

JUMLAH . . . .  475.790.627.392,- 100 %  
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Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan 

Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. 

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan 

Direksi Bank Sultra Tahun 2018 adalah: 

1. Dewan Pengawas 

1. Honorarium 

2. Tunjangan Hari Raya 

3. Jasa Produksi Tahun Buku 2018 

4. Perjalanan Dinas 

5. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar 

2. Direksi 

1. Gaji  

2. Bonus 

3. Tunjangan Hari Raya 

4. Uang cuti tahunan 

5. Jasa Produksi Tahun Buku 2018 

6. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar. 

7. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama 

8. Biaya telepon 

9. Perawatan Kesehatan 

10. Pakaian Dinas 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 15 

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018 
  

Jenis Renumerasi dan 

Fasilitas Lain 

Jumlah diterima dalam 1 Tahun 

Dewan Komisaris Direksi 

Orang Jutaan Rupiah Orang Jutaan Rupiah 

1. Renumerasi (gaji, 

bonus, tunjangan 

rutin, tantiem, dan 

fasilitas lainnya 

dalam bentuk non-

natura) 

 
 

 

2 

 
 

 

Rp. 1.699.329.459,- 3 
 

Rp. 6.062.216.455,- 

2. Fasilitas lain dalam 

bentuk natura 

(perumahan, 

transportasi, 

asuransi kesehatan 

dan sebagainya) 

yang*) : 

a. dapat dimiliki 

b. tidak dapat 

dimiliki 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rp.      ,- 

b. RP.      15.210.000.- 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

a. Rp.    ,- 

b.  Rp.  822.007.306,- 

Total 2   Rp.  1.714.539.459,- 3  Rp.   6.884.223.761,- 

 

Selama tahun 2018, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang 

menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan 

sebagai berikut : 

Tabel 16 
Paket Remunerasi Yang Diterima Pada Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

**) yang diterima secara tunai 

Jumlah Remunerasi per Orang 
dalam 1 tahun *) Jumlah Direksi 

Jumlah Dewan 
Komisaris 

di atas Rp. 2 miliar  - - 

di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar  3 orang - 

di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar  - 2 orang 

Rp. 500 juta ke bawah - - 
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Tabel 17 
Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Tahun 2018 

No
. 

POJK Remunerasi Detail Pengungkapan 

a.  Komite Remunerasi Nama anggota, 
komposisi, tugas dan 
tanggung jawab 

Nama anggota :  
1.  Karman 
2.  R.M. Suryo Martono 
3.  Herman 
Komposisi komite remunerasi: 
Jabatan Diisi oleh : 
- Ketua (merangkap anggota) Komisaris 

Independen;  
- Anggota : 

- Komisaris Non Independen 
- Pejabat yang membawahi sumber 

daya manusia 
Tugas dan tanggung jawab :  
Terkait dengan fungsi remunerasi: 
- Mengevaluasi dan memastikan bahwa 

kebijakan remunerasi telah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku yaitu 
yang didasarkan atas kinerja, risiko, 
kewajaran dengan peer group, sasaran 
dan strategi jangka panjang Perseroan.  

- Pemenuhan cadangan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan potensi pendapatan 
Bank di masa yang akan datang. 

- Membantu Dewan Komisaris 
melakukan penilaian kinerja dengan 
kesesuaian remunerasi yang diterima 
masing masing anggota Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris. 

- Menyampaikan hasil evaluasi dan 
rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai:  
1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan 

Komisaris dan Direksi untuk 
disampaikan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS);  

2. Struktur dan besaran remunerasi 
bagi anggota Direksi dan/ atau 
anggota Dewan Komisaris;  

3. Kebijakan remunerasi bagi 
Pegawai secara keseluruhan untuk 
disampaikan kepada Direksi.  

4. Melakukan evaluasi secara berkala 
terhadap penerapan kebijakan 
remunerasi. 

Terkait dengan fungsi nominasi:  
- Menyusun dan memberikan 

rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai sistem dan prosedur 
pemilihan dan/ atau penggantian 
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anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
untuk disampaikan kepada Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS). 

- Memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris mengenai:  

1. Komposisi jabatan anggota Direksi 
dan/atau anggota Dewan Komisaris 

2. Kebijakan dan kriteria yang 
dibutuhkan dalam proses nominasi 

3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi 
anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris.  

4. Membantu Dewan Komisaris 
melakukan penilaian kinerja anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris berdasarkan tolak ukur yang 
telah disusun sebagai bahan evaluasi. 

5. Memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris mengenai program 
pengembangan kemampuan anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris. 

6. Memberikan rekomendasi mengenai 
calon anggota Direksi dan/ atau calon 
anggota Dewan Komisaris yang 
memenuhi syarat kepada Dewan 
Komisaris untuk disampaikan kepada 
RUPS.  

Memberikan rekomendasi mengenai 
Pihak Independen yang akan menjadi 
anggota Komite Audit serta anggota 
Komite Pemantau Risiko kepada Dewan 
Komisaris. 

  Jumlah rapat yang 
dilakukan  

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi 
dan Nominasi telah mengadakan rapat 
sebanyak 4 (empat) kali. 

  Remunerasi yang telah 
dibayarkan kepada 
anggota Komite 
Remunerasi selama 1 
(satu) tahun 

Remunerasi yang diberikan adalah yang 
melekat pada jabatan masing masing 
selaku Komisaris dan pegawai yang 
membawahi SDM sebesar            
Rp.  2.958.005.349.  

b.  Proses penyusunan 
kebijakan Remunerasi 

Tinjauan mengenai 
latar belakang dan 
tujuan kebijakan 
Remunerasi 

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap 
paling sedikit memperhatikan skala 
usaha, kompleksitas usaha, peer group, 
tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan 
keuangan serta tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Khusus remunerasi yang bersifat variabel, 
pemberian remunerasi juga 
memperhatikan faktor risiko dalam 
kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, 
risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 
operasional, risiko hukum, risiko reputasi, 
risiko strategik dan risiko kepatuhan. 
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  Pelaksanaan kaji ulang 
atas kebijakan 
Remunerasi pada 
tahun sebelumnya, 
beserta perbaikannya 

Perbaikan atas kaji ulang kebijakan 
remunerasi yaitu menyesuaikan dengan 
ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor     
45/POJK.03/2015 tentang Penerapan 
Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi 
bagi Bank Umum. 

  Mekanisame untuk 
memastikan bahwa 
Remunerasi bagi 
Pegawai unit di control 
bersifat independen 
dari unit kerja yang 
dibawasinya 

Remunerasi bagi pegawai di unit control 
belum dibedakan dengan unit kerja lain  

c.  Cakupan Kebijakan 
Remunerasi dan 
implementasinya per 
unit bisnis, per wilayah 
dan pada Perusahaan 
Anak atau kantor 
cabang yang berlokasi 
di luar negeri 

 Bank Sultra tidak memiliki Kantor di Luar 
Negeri 

d.  Remunerasi dikaitkan 
dengan  risiko 

Jenis risiko utama yang 
digunakan dalam 
menerapkan 
remunerasi 

Risiko utama Bank yang digunakan untuk 
penerapan remunerasi saat ini fokus  
pada Risiko Kredit 

  Kriteria untuk 
menentukan jenis 
risiko utama, termasuk 
untuk risiko yang sulit 
diukur 

Jenis transaksi bisnis yang paling 
signifikan dalam menghasilkan profit dan 
keputusan yang diambil yang diberikan 
untuk suatu keputusan bisnis yang 
berdampak besar pada bisnis Bank 

  Dampak penetapan 
jenis risiko utama 
terhadap kebijakan 
Remunerasi yang 
bersifat variabel 

Dengan adanya penetapan jenis risiko 
utama akan berdampak ke pemberian 
remunerasi yang bersifat variable kepada 
pejabat pengurus dan pejabat eksekutif. 

e.  Pengukuran kinerja 
berkaitan dengan 
Remunerasi 

Tinjauan mengenai 
kebijakan Remunerasi 
yang dikaitkan dengan 
penilaian kinerja 

Indikator penetapan remunerasi anggota 
Direksi antara lain sebagai berikut :  
- Prestasi kerja masing-masing individual 

anggota Direksi 
- Kinerja keuangan perusahaan 
- Risiko yang mungkin timbul di 

kemudian hari sehingga menyebabkan 
kerugian bagi Bank 

Sistem penilaian kinerja Bank dilakukan 
sesuai prestasi kerja pegawai dan unit 
kerja  dimana Prestasi pegawai dan unit 
kerja adalah hasil kerja dan pencapaian 
target unit kerja dan pegawai terhadap 
sasaran/target yang diberikan 

  Metode dalam 
mengaitkan 
Remunerasi individu 
dengan kinerja 

Kinerja Bank akan mempengaruhi 
penentuan besarnya remunerasi yang 
bersifat variabel, dan kinerja individu 
direview setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil 
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Perseroan, kinerja unit 
kerja, dan kinerja 
individu 

penilaian kinerja individu tsb menjadi 
dasar bagi apresiasi perusahaan dalam 
bentuk peninjauan pangkat dan  
kenaikan upah/gaji berkala atau  benefit 
lainnya 

  Uraian mengenai 
metode yang 
digunakan Perseroan 
untuk menyatakan 
bahwa kinerja yang 
disepakati tidak dapat 
tercapai sehingga 
perlu dilakukan 
penyesuaian atas 
Remunerasi serta 
besarnya penyesuaian 
Remunerasi jika 
kondisi tersebut terjad 

Pengukuran kinerja berdasarkan kinerja 
yang disepakati di awal tahun melalui 
penandatanganan pakta integritas 
antara Direksi dengan Pemimpin Cabang. 
Pemberian bonus berdasarkan penilaian 
kinerja unit kerja dan individu dimana 
penentuannya sudah ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi. 
Untuk penilaian pencapaian target 
melalui penilaian pencapaian laba seperti 
laba diatas 105%  baru dapat diberikan 
bonus. 

f.  Penyesuaian 
Remunerasi dikaitkan 
dengan Kinerja dan 
Risiko 

Kebijakan mengenai 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel yang 
ditangguhkan, 
besarnya, dan kriteria 
untuk menetapkan 
besaran tersebut. 

Bagi Material Risk Takers,  dalam hal ini 
seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan 
pejabat eksekutif , 9%  dari Remunerasi 
yang bersifat Variabel  ditangguhkan 
selama 3 tahun dan dibayarkan secara 
prorata dalam bentuk tunai. 

  Kebijakan bank 
mengenai Remunerasi 
yang Bersifat Variabel 
yang ditangguhkan 
yang ditunda 
pembayarannya 
(Malus), atau ditarik 
kembali dalam hal 
sudah dibayarkan 
(Clawback) 

Bank belum mengatur mengenai 
Clawback belum diatur 

g.  Penyesuaian 
Remunerasi dikatikan 
dengan Kinerja dan 
Risiko 

Kebijakan 
Pembayaran (vesting) 
atas penangguhan 
yang dilakukan antara 
lain jangka waktu 
pembayaran 

Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) 
tahun sejak pertama kali remunerasi yang 
bersifat variabel dibayarkan 

  Pengungkapan factor 
yang menentukan 
perbedaan 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel yang 
ditangguhkan 
diantara Pegawai atau 
kelompok Pegawai 

Jangka waktu penangguhan berlaku 
sama untuk seluruh MRT. 

h.  Nama konsultran 
ekstern dan tugas 
konsultan terkait 
kebijakan Remunerasi 

 Bank tidak menggunakan konsultan 
ekstern 
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i.  Paket Remunerasi dan 
fasilitas yang diterima 
oleh Direksi dan 
Dewan Komisaris 
mencakup struktur 
Remunerasi dan 
rincian jumlah nominal 

 

 

Jenis Renumerasi dan 

Fasilitas Lain 

Jumlah diterima dalam 1 Tahun 

Dewan Komisaris Direksi 

Orang Jutaan Rupiah Orang Jutaan Rupiah 

1. Renumerasi (gaji, 

bonus, tunjangan 

rutin, tantiem, dan 

fasilitas lainnya 

dalam bentuk non-

natura) 

 
 

 

2 

 
 

 

Rp. 1.699.329.459,- 3 
 

Rp. 6.062.216.455,- 

2. Fasilitas lain dalam 

bentuk natura 

(perumahan, 

transportasi, 

asuransi kesehatan 

dan sebagainya) 

yang*) : 

a. dapat dimiliki 

b. tidak dapat 

dimiliki 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rp.      ,- 

b. RP.      15.210.000.- 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

a. Rp.    ,- 

b.  Rp.  822.007.306,- 

Total 2   Rp.  1.714.539.459,- 3  Rp.   6.884.223.761,- 

 
j.  Paket Remunerasi 

yang dikelompokkan 
dalam tingkat 
penghasilan yang 
diterima direksi dan 
anggota dalam 1 
(tahun) 

  

k.  Remunerasi yang 
Bersifat Variavel 

Bentuk Remunerasi 
yang Bersifat Variabel 
beserta alasan 
pemilihan bentuk 
tersebut 

Remunerasi yang bersifat variabel 
pemberiannya dalam bentuk tunai 
karena Bank belum menerbitkan saham.  

  Penjelasan dalam hal 
terdapat perbedaan 
pemberian 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel 
diantara para Direks, 
Dewan Komisaris 
dan/atau Pegawai, 
termasuk penjelasan 
factor-faktor yang 
menentukan 
perbedaan tersebut 
beserta pertimbangan 
yang mendasarainya 

Pemberian Remunerasi yang Bersifat 
Variabel dibedakan berdasarkan jumlah 
penghasilan yang diterima pada setiap 
level jabatan.  
 
Pertimbangan yang mendasari yaitu 
dampak jabatan tersebut terhadap 
pencapaian kinerja perusahaan, sehingga 
semakin tinggi level jabatan maka 
semakin besar penghasilan yang diterima 
dan semakin besar pula budget yang 
harus disediakan 

l.  Jumlah Direksi, Dewan 
Komisaris dan Pegawai 
yang menerima 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel 
selama 1 tahun dan 
total nominal 

 Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan 
Pegawai yang menerima Remunerasi 
yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) 
tahun dan total nominal adalah : 

m.  Jabatan dan jumlah 
pihak yang menjadi 
Materian Risk Takers 
(MRT) 

 1. Komisaris Utama 
2. Komisaris 
3. Direktur Utama 
4. Direktur 
5. Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi & 

Kepala Cabang) 
 

Jumlah MRT adalah 26 Orang 
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n.  Shares option yang 
dimiliki Direksi, Dewan 
Komisaris dan Pejabat 
Eksekutif 

 Tidak ada shares option untuk Direksi, 
Dewan Komisaris dan/atau Pejabat 
Eksekutif. 

o.  Rasio gaji tertinggi dan 
terendah 

 Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang 
mencakup:  
1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan 

terendah = 18,90  
2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan 

terendah = 1.21  
3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang 

tertinggi dan terendah = 1.11  
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai 
tertinggi = 2.78 

p.  Jumlah penerima dan 
jumlah total 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel yang 
dijamin tanpa syarat 
akan diberikan oleh 
Bank kepada calon 
Direksi, calon Dewan 
Komisaris, dan/atau 
calon Pegawai selama 
1 (satu) tahun 
pertama bekerja. 

 Bank tidak memberikan Remunerasi 
yang Bersifat Variabel yang dijamin 
tanpa syarat akan diberikan oleh Bank 
kepada calon Direksi, calon Dewan 
Komisaris, dan/atau calon Pegawai 
selama 1 (satu) tahun pertama bekerja. 

q.  Jumlah pegawai yang 
terkena pemutusan 
hubungan kerja dan 
total nominal 
pesangon yang 
dibayarkan  

 Jumlah pegawai yang terkena 
pemutusan hubungan kerja tahun 2018 
adalah 21 orang dan seluruhnya 
diikutkan dalam program pensiun 

r.  Jumlah total 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel yang 
ditangguhkan, yang 
terdiri dari tunai 
dan/atau saham atau 
instrument yang 
berbasis saham yang 
diterbitkan Bank 

 Penangguhan remunerasi kepada MRT 
belum terimplementasikan dan baru akan 
dilaksanakan pada Tahun 2019. 

s.  Jumlah total 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel yang 
ditangguhkan yang 
dibayarkan selama 1 
(satu) tahun 

 Remunerasi yang Bersifat Variabel    
yang ditangguhkan Belum 
terimplementasikan. 

t.  Rincian jumlah 
Remunerasi yang 
diberikan dalam 1 
(satu)tahun 

1. Remunerasi yang 
Bersifat Tetap 
maupun 
Remunerasi yang 
Bersifat Variabel; 

2. Remunerasi yang 
di tangguhkan dan 

1. Rincian jumlah Remunerasi yang 
diberikan dalam 1 (satu) tahun  baik 
yang tetap maupun variabel dalam 
bentuk tunai adalah  sebesar Rp. 
119,805,747,797  (Seratus Sembilan 
belas miliar delapan ratus lima juta 
tujuh ratus empat puluh tujuh ribu 
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d. Share Options 

  Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 

Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau 

penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada 

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank, sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2018, Bank Sultra tidak terdapat opsi saham bagi 

anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Kepala Unit Kerja lainnya.  

Pengungkapan share option tahun 2018 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

  

tidak 
ditangguhkan; dan 

3. Bentuk Remunerasi 
yang diberikan 
secara tunai 
dan/atau saham 
atau instrument 
yang berbasis 
saham yang 
diterbitkan 

 

tujuh ratus Sembilan puluh tujuh 
rupiah) 

Remunerasi yang Bersifat Variabel    
yang ditangguhkan dan Remunerasi 
yang berbentuk saham atau instrument 
berbasis saham Belum 
terimplementasikan. 

u.  Informasi kuantitatif 1. Total sisa 
Remunerasi yang 
masih 
ditangguhkan baik 
yang terekspos 
penyesuaian 
implisit maupun 
eksplisit 

2. Total pengurangan 
Remunerasi yang 
disebabkan karena 
penyesuaian 
eksplisit selama 
periode laporan; 
dan  

3. Total pengurangan 
Remunerasi yang 
disebabkan karena 
penyesuaian 
implisit selama 
periode laporan. 

Remunerasi yang Bersifat Variabel    
yang ditangguhkan Belum 
terimplementasikan. 
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Tabel 18 

Pengungkapan Share Option Tahun 2018 

 
Keterangan/Nama 

Jumlah 
Saham yang 
dimiliki 
(lembar 
saham) 

Jumlah Opsi 

Harga Opsi 
(Rupiah) 

yang 
diberikan 
(lembar 
saham) 

yang telah 
dieksekusi 
(lembar 
saham) 

Dewan 
Pengawas 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Direksi -- -- -- -- -- 

Pejabat 
Eksekutif 

-- -- -- -- -- 

Total -- -- -- -- -- 

 

 

e. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Rasio gaji tertinggi dan terendah yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, 

Direksi dan karyawan per bulan adalah sebagai berikut : 

Tabel 19 
Rasio Gaji tahun 2018 

 

f. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) 

Selama tahun 2018, terdapat 1 penyimpangan intenal yang dilakukan oleh 

pegawai dan semua telah diselesaikan. 

Pengungkapan internal fraud dapat dilihat pada tabel berikut : 

  

RASIO GAJI 

No. URAIAN 
Gaji Tertinggi 

(Rp) 
Gaji Terendah 

(Rp) 
RASIO 

1. Gaji Pegawai tertinggi 
dan terendah 

22.368.538,- 3.783.278,- 591,25 %  

2. Gaji Direksi tertinggi dan 
terendah 

62.780.273,- 51.529.210,- 121,83 %  

3. Gaji Dewan Komisaris 
tertinggi dan terendah 

31.390.137,- 28.251.123,- 111.11 %  

4 Gaji Direksi tertinggi dan 
Pegawai tertinggi  

62.780.273,- 22.368.538,- 280.66 %  
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Tabel 20 
Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2018 

       (kasus) 
 

Internal Fraud 
dalam 1 tahun 

 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap 

Tahun sebelumnya Tahun 
berjalan 

Tahun 
sebelumny

a 

Tahun 
berjalan 

Tahun 
sebelumny

a 

Tahun 
berjalan 

 
Total Fraud 

 
-- 

 
-- 

 
4 

 
1 

 
- 

 

 
Telah 
diselesaikan 

 
 

 
-- 

 
4 

 
- 

-  

 
Dalam proses 
penyelesaian 
diinternal Bank  

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
1 

 
-- 

 

 
Belum                         
diupayakan 
penyelesaiannya  

 
-- 

 
-- 

 
- 

 
- 

 
-- 

 

 
Telah 
ditindaklanjuti 
melalui proses 
hukum 

 
  

 
-- 

  
- 

 
 

 

 

g. Permasalahan Hukum 

Selama tahun 2018 sebanyak 6 kasus perdata dan 1 kasus pidana yang dihadapi. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 21 
Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2018 

        (kasus) 
 
Permasalahan Hukum 
 

Jumlah 
Perdata Pidana 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap) 

2 
 

1 

Dalam proses penyelesaian 4 -- 

Total 6 1   

Pada tabel diatas terlihat bahwa 2 kasus hukum perdata dan 1 kasus pidana yang telah 

diselesaikan pada tahun 2018 yaitu kasus terkait penjualan lelang atas tanah dan 

bangunan telah selesai pada tanggal 13 Februari 2018, kasus terkait sengketa tanah di 

Pembangunan Tower Bank Sultra yang telah selesai pada tanggal 19 Maret 2018 dan  

kasus pidana menyangkut Fraud. Sedangkan kasus yang masih dalam tahap proses 
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penyelesaian yaitu kasus terkait kredit macet, klaim oleh Asuransi yang tidak dibayarkan 

kepada Debitur, serta kasus terkait Sistem Informasi Debitur. 

h. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank yang 

pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 22 

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Tahun 2018 

 
No 

 
Nama dan 

Jabatan yang 
Memiliki 
Benturan 

Kepentingan 

 
Nama dan 

Jabatan 
Pengambil 
Keputusan 

 
 

Jenis 
Transaksi 

Nilai Transaksi 
(jutaan 
Rupiah) 

 
 

Keterangan 

-- -- -- -- -- -- 

 

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank 

Selama tahun 2018, Bank Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak 

terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Sultra. 

j. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik 

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social 

Responsibility), Bank Sultra berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada bidang keagamaan, sosial 

kemasyarakatan/pendidikan, olahraga, lingkungan dan bidang lainnya dengan total 

dana CSR yang disalurkan selama tahun 2018 sebesar Rp.737.255.000,- (tujuh ratus 

tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 
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Tabel 23 

Penyaluran Dana CSR Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Budaya Perusahaan 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan budaya perusahaan melalui 

perilaku utama yang ditujukan pada setiap karyawan di lingkungan Bank, maka pada 

tanggal 06 April 2013 telah dilakukan launching Budaya Kerja dan Grooming 

Perusahaan. Budaya Perusahaan diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bank yang 

tertuang pada serangkaian Nilai-Nilai Inti (Core Values) dan Perilaku Utama yang 

disepakati dan berupaya untuk diaktualisasikan dalam lingkungan Bank Sultra 

terutama pada setiap individu.  

Nilai-Nilai Inti Budaya Perusahaan Bank Sultra yaitu Trust, Integrity, Professional, 

Synergy, Service Excellence yang disingkat dengan “TIPSS”.Budaya Perusahaan akan 

terwujud menjadi karakter unggul PT.  BPD Sultra yang dapat dilihat secara kasat mata 

melalui kebiasaan, keyakinan dan simbol-simbol. Nilai-nilai inti Budaya Perusahaan 

tersebut diwujudkan melalui Perilaku Utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di 

lingkungan Bank. 

  

No. URAIAN JUMLAH 

1. Bidang Pendidikan Rp.           83.000.000,- 

2. Bidang Pertanian Rp.           95.322.000,- 

3. Bidang Keagamaan Rp.         416.258.000,- 

4. Bidang Kesehatan Rp.             5.000.000,- 

5. Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp.         268.817.000,- 

6. Bidang Olah Raga Rp.         165.500.000,- 

7. Bidang lainnya (Lingkungan) Rp.          890.591.000,- 

Jumlah . . . . . . . . . . . Rp.    1.924.488.000,- 
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Nilai-nilai Budaya 
Perusahaan 

Perilaku Utama 

  

TRUST 

1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan  

2. Membangun hubungan yang tulus dan saling 
percaya 

3. Mengutamakan keterbukaan  

INTEGRITY 

1. Jujur 

2. Adil dan bijaksana 

3. Bertanggung jawab  

PROFESSIONAL 

1. Meningkatkan Kompetensi 

2. Disiplin 

3. Inovatif & Kreatif  

SYNERGY 

1. Komunikasi efektif 

2. Saling mendukung & menghargai 

3. Membangun jaringan  

SERVICE EXCELLENCE 

1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 

2. Memahami kebutuhan pelanggan 

3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan 

Pengertian Perilaku Utama dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sultra 

meliputi: 

 

Nilai-nilai Budaya 

Perusahaan 
Perilaku Utama 

TRUST 

1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan  

o Sesuai dengan undang-undang, menjaga 

rahasia bank berarti menjaga rahasia 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

perbankan termasuk proses dan rahasia 
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Nilai-nilai Budaya 

Perusahaan 
Perilaku Utama 

nasabah, sedangkan perusahaan dalam 

hal ini adalah Bank Sultra. 

2. Membangun hubungan yang tulus dan saling 

percaya 

o Membangun hubungan dengan semua 

pihak berdasarkan itikad baik dan saling 

menghargai. 

3. Mengutamakan keterbukaan 

o Memberikan informasi dan penjelasan 

yang diperlukan secara proporsional sesuai 

dengan batas-batas yang telah ditentukan 

dengan tetap menjaga kerahasiaan bank 

dan perusahaan. 

INTEGRITY 

1. Jujur 

o Dapat dipercaya, selaras dalam pikiran, 

perkataan, dan perbuatan.  

o Menjunjung tinggi kebenaran sesuai 

dengan kode etik.  

o Berbicara secara realistik didukung dengan 

fakta dan data 

2. Adil dan bijaksana 

o Berperilaku dan memperlakukan orang lain 

secara setara dan proporsional.  

o Menghargai persamaan hak dan 

kewajiban.  
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Nilai-nilai Budaya 

Perusahaan 
Perilaku Utama 

o Mempertimbangkan segala sesuatu secara 

obyektif sebelum mengambil keputusan / 

bertindak. 

3. Bertanggung jawab 

o Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, 

pekerjaan, dan perusahaan.  

o Bertanggung jawab terhadap setiap 

keputusan yang diambil 

PROFESSIONAL 

1. Meningkatkan Kompetensi 

o Senantiasa meningkatkan kemampuan diri 

dalam keterampilan, pengetahuan, dan 

keahlian baik secara formal maupun 

informal untuk terus berprestasi 

2. Disiplin 

o Menghargai waktu dalam menjalankan 

tugas.  

o Secara konsisten menjalankan peraturan 

perusahaan. 

o Memiliki komitmen terhadap tugas dan 

pekerjaan 

3. Inovatif & Kreatif 

o Menghargai ide-ide untuk perbaikan.  

o Selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

bersikap terbuka terhadap perubahan.  
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Nilai-nilai Budaya 

Perusahaan 
Perilaku Utama 

o Proaktif mengembangkan peluang untuk 

perbaikan.  

SYNERGY 

1. Komunikasi efektif 

o Menyampaikan informasi dan/atau 

gagasan dengan efektif dan terbuka. 

o Bersedia mendengarkan dan menghargai 

pendapat orang lain.  

o Memberikan akses informasi bagi setiap 

orang dalam perusahaan sesuai dengan 

batasan-batasan yang berlaku. 

2. Saling mendukung & menghargai 

o Mau bekerja sama dengan orang lain dan 

membangun semangat kebersamaan 

untuk meraih keberhasilan. 

o Mau membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan.  

o Memberikan penghargaan atas prestasi.  

o Memberdayakan orang lain untuk maju. 

3. Membangun jaringan 

o Memperluas kerjasama kemitraan yang 

saling menguntungkan untuk memberikan 

hasil optimal baik terhadap individu, team 

kerja, dan perusahaan. 
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SERVICE EXCELLENCE 

1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 

o Melakukan pekerjaan dengan cepat sesuai 

dengan batasan waktu, menggunakan 

cara/metode yang tepat dan 

meminimalisasi tingkat kesalahan dengan 

meningkatkan ketelitian. 

2. Memahami kebutuhan pelanggan 

o Menghormati dan memberikan perhatian 

kepada nasabah sebagai mitra.  

o Selalu mengupayakan solusi terbaik bagi 

nasabah. 

3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan 

o Merupakan ciri khas pelayanan bank Sultra 

dengan senantiasa melayani dengan baik 

untuk menjamin kepuasan nasabah dan 

memperlakukan nasabah sebagaimana 

layaknya keluarga dengan tetap 

memperhatikan aspek-aspek profesional. 

 

Beberapa Contoh Perilaku yang mencerminkan TIPSS yang dilaksanakan di 

lingkukan Bank Sultra : 

Nilai-nilai Budaya 
Perusahaan 

Contoh Perilaku 

TRUST  

1. Menjaga Informasi Nasabah 

2. Menjaga kepercayaan dalam hal pribadi / 
individu sbg cermin perusahaan 

3. Terbuka tanpa mengorbankan kerahasiaan 
bank  



 

   86 

Nilai-nilai Budaya 
Perusahaan 

Contoh Perilaku 

INTEGRITY  

1. Bersedia menerima koreksi / kritik yang 
membangun  

2. Adil & Bijaksana dalam membuat suatu 
keputusan  

3. Mampu mengambil kebijaksanaan yang 
dapat dipertanggung jawabkan dalam 
menghadapi hal-hal khusus  

PROFESSIONAL  

1. Terus menerus belajar dan berusaha untuk 
menjadi lebih baik, tidak hanya melalui 
training namun juga melalui kegiatan non 
training seperti coaching, proyek khusus dll.  

2. Disiplin dalam hal kehadiran, menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 

3. Memberikan masukan/ide untuk perbaikan 
baik untuk produk, layanan atau proses bisnis 

SYNERGY  

1. Melakukan komunikasi / sosialisasi sebelum 
pemberlakuan peraturan/ketentuan baru 

2. Mempererat kerjasama antar 
departemen/seksi/unit kerja  

3. Membangun/memanfaatkan jaringan 
individu karyawan (baik operasional maupun 
non operasional) untuk meningkatkan bisnis 
perusahaan baik  

SERVICE EXCELLENCE  

1. Membuat standard pelayanan (SLA) untuk 
proses bisnis kunci.  

2. Meningkatkan pelayanan di Customer service  

l. Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

Pedoman Strategi Andi Fraud 

Pedoman Good Corporate Governance mensyaratkan perlunya pengendalian 

internal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi 

peraturan perundang-undangan. Bank Sultra menyadari pentingnya tanggung jawab 

dalam melindungi aset dan seluruh simpanan nasabah.  

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia   Nomor 

13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud  bagi 
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Bank Umum, maka Bank Sultra telah memberlakukan Pedoman Penerapan Strategi Anti 

Fraud melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 146/Kpts/Dir.BPD/2012 

tanggal 29 Mei 2012. 

Penerapan Strategi Anti Fraud ini dimaksudkan untuk : 

1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya 

fraud yang mencakup fraud awareness, identifikasi kerawanan dan know your 

employee. 

2. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka identifikasi dan menemukan fraud 

dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme 

whistleblowing, surprise audit dan surveillance system. 

3. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi) sistem 

pelaporan dan pengenaan sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha Bank. 

4. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud 

serta mekanisme tindaklanjut. 

5. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian melalui upaya-upaya 

pencegahan, mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem 

sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud. 

Struktur strategi anti fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari 

Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. 

Impelementasi strategi anti fraud dalam bentuk sistem pengendalian fraud 

dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan, yaitu : 

 Pencegahan; 

 Deteksi; 

 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi; 

 Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut. 

Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing System) 

Sebagai implementasi dan rangkaian dari kebijakan Anti Fraud, Bank Sultra telah 

membuat suatu kebijakan dan mekanisme  pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

System) yang merupakan bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti fraud 
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dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran 

dan mekanisme perlindungan bagi pelapor.   

Mekanisme pelaporan pelanggaran pada Bank Sultra menerapkan azas kerahasiaan, 

tidak diskriminatif dan perlindungan. 

Penanggung jawab WBS di Bank Sultra adalah Direktur Utama yang dibantu oleh 

Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, 

Direktur Utama menunjuk Kepala SKAI sebagai Pengelola WBS. Pengelola WBS adalah 

penanggungjawab pelaksanaan WBS di Bank Sultra yanq bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, pengelola WBS dibantu oleh 

Petugas WBS Bank Sultra yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai 

untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/pengangkatan Petugas WBS Bank 

Sultra tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan atas usul 

dari Pengelola WBS. 

Bank Sultra menyediakan sarana pelaporan yang independen dan rahasia melalui: 

Telepon  : 0815 257 00 331 

Email eksternal : whistleblower@banksultra.co.id 

Email internal : whistleblower 

 

11. RENCANA STRATEGIS BANK 

Rencana Strategis Bank Sultra baik rencana jangka panjang (corporate plan) maupun 

rencana jangka menengah dan pendek (business plan) disusun berdasarkan asumsi-

asumsi secara realistis serta pencapaian kinerja sebelumnya dengan 

mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian. 

11.1 Rencana jangka panjang (corporate plan) 

Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (corporate plan) Bank Sultra 

adalah : 

 Memiliki Modal Inti Minimal Rp. 1 Triliun (BUKU 2); 

 Melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap produk dan 

infrastruktur berbasis IT; 

 Kredit tumbuh sebesar 13-15%  per tahunnya; 
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 Portofolio Kredit Produktif sampai dengan 12% ; 

 NPL (Non Performing Loan) tidak mencapai 1,5% ; 

 Sistem informasi perkreditan yang akurat; 

 Kelengkapan administrasi kredit; 

 Meningkatkan Aktivitas Pemasaran Produk Simpanan; 

 Memiliki produk simpanan yang variatif  dan kompetitif; 

 Meningkatkan peran dan fungsi Bank sebagai kas daerah; 

 Memperkuat kemitraan dengan shareholder dan pihak ketiga; 

 Memiliki SDM  yang berkualitas serta meningkatakan kuantitas SDM; 

 Meningkatkan Brand Awereness dan citra positif Bank; 

 Meningkatkan ketaatan pelaksanaan tata kelola Bank; 

 Menjadi Bank terpercaya di Sulawesi Tenggara dalam penyimpanan dana pihak 

ke tiga; 

 Menjadikan Bank Sultra market leader dalam pemberian kredit; 

11.2. Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) 

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka Rencana Jangka Menengah dan Rencana 

Jangka Pendek (business plan) Bank Sultra adalah : 

1. Jangka Pendek 

Sesuai dengan arah kebijakan jangka pendek adalah pembangunan pondasi, 

maka target jangka pendek diuraikan sebagai berikut: 

 Pemenuhan modal disetor diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 35 miliar 

dari proyeksi Desember tahun 2018, dengan asumsi memberikan keleuasaan 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penambahan modal 

disetor sesuai kemampuannya masing-masing sampai dengan maksimal 

90%  dari posisi modal disetor Pemerintah Provinsi yang sudah ada. 

 Penghimpunan dana pihak ketiga non pemerintah daerah dengan perkiraan 

pertumbuhan sebesar 79% , dengan asumsi melalui kegiatan edukasi yang 
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terstruktur dan berkelanjutan serta mengefektifkan kegiatan pemasaran 

kepada seluruh pegawai. 

 Penyaluran kredit dilakukan secara efektif dengan target pertumbuhan 

sebesar 14,94 %  dan protofolio kredit produktif sebesar 10,21 %  terutama 

beresiko rendah dengan rasio NPL yang ditargetkan sebesar 1,68 %  tahun 

2019. 

2. Jangka Menengah 

 Pertumbuhan dana pihak ketiga ditargetkan tumbuh sebesar 12,75 %  dui 

tahun 2020 dan 13,02 %  pada tahun 2021. 

 Penyaluran kredit pada sector yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah di targetkan sebesar 12,75 %  di tahun 2020 dab 13,02 %  pada 

tahun 2021 melalui pola  pembiayaan dengan sumber dana sendiri dan 

juga sindikasi. Target portofolio kredit produktif tahun 2020 sebesar 12,40 

dan tahun 2021 sebesar 13,96 %  dengan rasio NPL sebesar 1,65 %  dan 

1,60 % . 

Langkah strategis ditempuh Bank Sultra untuk merealisaikan Visi dan Misi adalah : 

 Meningkatkan program marketing communication secara komprehensif, 

terintegrasi dan berkesinambungan 

 Membangun keunggulan layanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 

 Mendorong perluasan jaringan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

layanan Bank Sultra. 

 Meningkatkan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan 

 Evaluasi produk dan jasa bank yang telah ada apakah masih sesuai dengan 

kebutuhan pasar. 

 Menyesuaikan standar dan operasional prosedur dalam rangka percepatan 

proses, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan penerapan prinsip kehati-

hatian 

 Peningkatan kualitas SDM melalui training, couching, attachment, recruitment. 

 Mendorong peningkatan GCG, Risk dan Compliance. 

 Pengembangan struktur organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan Divisi 

Treasury, Perkeditan dan SDM. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG pada Bank Sultra Tahun 2018 dapat 

disimpulkan bahwa hasil self assessment yang dilakukan Bank Sultra berada pada 

peringkat “BAIK” dengan nilai komposit 1.31 dengan matriks ringkasan perhitungan nilai 

komposit self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian Good Corporate Governace, 

disimpulkan bahwa: 

Governance Structure 

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah: 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : 

a. Pada akhir tahun 2018, Jumlah direksi adalah 3 orang. 

b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia 

No. ASPEK YANG DINILAI BOBOT SKOR NILAI 

  (a) (b) (a) x (b) 

1 
 

Pelaksanaan Tugas dan 
Tanggungjawab Direksi 

20.00%  1.30 0,26 

2 Pelaksanaan Tugas dan 
Tanggungjawab Dewan Komisaris 

10.00%  1,32 0.13 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan 
Tugas Komite 

10.00%  1.64 0.16 

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10.00%  1.56 0.16 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5.00%  1.37 0.07 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 5.00%  1.32 0.07 

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5.00%  1.00 0.05 

8 Penerapan Fungsi Manajemen 
Risiko dan Pengendalian Intern 

7.50%  1.16 0.09 

9 Penyediaan Dana Kepada Pihak 
Terkait (Related Party) dan Debitur 
Besar (Large Exposures) 

7.50%  1.11 0.08 

10 Transparansi Kondisi Keuangan dan 
Non Keuangan Bank, Laporan 
Pelaksanaan GCG dan Laporan 
Internal. 

15.00%  1.19 0.18 

11 Rencana Strategis Bank 5.00%  1.31 0.07 

 NILAI KOMPOSIT 100.00%  14.27 1.31 
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c. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman menjabat sebagai pejabat 

eksekutif lebih dari 5 tahun. 

d. Seluruh direksi tidak rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun pejabat 

eksekutif pada Bank, Perusahaan, atau lembaga lain. 

e. Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain. 

f. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya 

atau Dewan Komisaris. 

g. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi 

dan remunerasi. 

h. Pedoman dan Tata Kerja Direksi telah disahkan dan diberlakukan. 

i. Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa profesional sebagai 

konsultan 

j. Setiap tahunnya Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti 

sertifikasi, pelatihan dan seminar. Selain itu Direksi terus melakukan refreshment. 

k. Semua anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang 

memadai. LHKPN seluruh anggota Direksi telah dilaporkan pada instansi yang 

berwenang dan dipublikasikan. 

l. Direktur Utama Bank Sultra berasal dari pihak independen terhadap pemegang 

saham pengendali. 

m. Semua anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat 

persetujuan dari Ototritas Jasa Keuangan. 

n. Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya 

o. Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti sertifikasi, pelatihan dan 

seminar. Selain itu Direksi terus melakukan refreshment Sertifikat Manajemen Risiko. 

p. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi dengan mengikutkan karyawan dalam seminar 

dan sertifikasi dan pelatihan. 

q. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan.  

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris : 

a. Sampai dengan bulan Desember 2018 anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) 

orang dan tambahan 2 (dua) orang Komisaris dalam proses untuk mengikuti fit and 

proper test di Otoritas jasa keuangan (OJK). 

b. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 



 

   93 

c. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Sultra per 31 Desember 2018 adalah 2 

(dua) orang, yaitu 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris 

non independen. 

d. Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada 

perusahaan atau lembaga lain. 

e. Komisaris independen merangkap jabatan sebagai ketua Komite Audit dan Komite 

Nominasi dan Remunerasi. 

f. Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

g. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah disahkan sejak tahun 2007. 

h. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi 

keuangan yang memadai. 

i. Tidak ada Komisaris yang yang berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif 

Bank atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank. 

j. Tidak ada Komisaris Independen yang berasal  dari Komisaris Non Independen  

k. Tidak ada Komisaris yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) 

periode masa jabatan berturut-turut 

l. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan dengan Dewan 

Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali dari Bank 

m. Seluruh anggota Dewan Komisaris lulus fit and proper test. 

n. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya dan selalu mengikuti workshop, seminar maupun lokakarya dalam 

rangka peningkatan kualitas. 

o. Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dengan 

mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan. 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

a. Komite Audit diketuai oleh Dewan Komisaris Independen 

b. Anggota Komite Audit adalah Dewan Komisaris Independen dan Pihak independen 

yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Hukum. 

c. Komite Audit memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik 

d. 2 Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen. 

e. Komite Pemantau Risiko memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik  

f. Komite Remunerasi dan nominasi diketuai oleh Dewan Komisaris Independen 

merangkap sebagai anggota, dan dianggotai satu orang Komisaris Non-

Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan seumber daya 
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manusia dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan 

nominasi. 

g. Anggota komite tidak berasal dari Direksi Bank. 

h. Pihak Independen tidak merangkap jabatan. 

i. Pihak Independen anggota komite tidak merangkap jabatan pada Bank atau 

perusahaan lain. 

j. Seluruh pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan dan/atau kelaurga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang 

Saham Pengendali. 

k. Tidak terdapat anggota komite yang meruapakan mantan anggota direksi 

l. Seluruh anggota Komite menghadiri rapat sesuai dengan ketentuan. 

m. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposis Komite 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang dituangkan 

dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 025/Kpts/Dir.BPD/2017 tentang 

Pembentukan Unit Kerja Khusus Penanganan Benturan Kepentingan PT. BPD Sultra. 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

a. Bagian Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional 

b. Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan 

ketentuan Otoritas jasa Keuangan. 

c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja 

Kepatuhan 

6. Penerapan Fungsi Audit Intern 

a. Struktur Satuan Kerja Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada                            

Direktur Utama. 

b. Bank telah menyusun Internal Audit Charter, membentuk SKAI dan menyusun 

panduan audit intern 

c. SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 

d. Beberapa SDM SKAI merupakan pilihan dari seleksi langsung tenaga khusus auditor. 

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

Akuntan Publik yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dan 

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. 
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8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 

a. Sesuai dengan SK Direksi  Nomor 037/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 09 Mei 2018 

tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Job Description PT. BPD Sulta, telah 

memisahkan fungsi SKAI, SKMR, Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko. 

b. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan                   

SK Direksi PT. BPD Sultra Nomor 098/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 12 Desember 2018 

dan SK Direksi PT. BPD Sultra Nomor 032/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 17 April 2018 

tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Risk Appetitee Statement Bank Sultra 

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk 

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan  

b. Bank menyusun laporan GCG setiap akhir tahun buku dan memenuhi ketentuan 

yang berlaku 

c. Laporan internal tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung 

oleh sistem informasi bank yang memadai 

d. Sistem informasi manajemen didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten 

serta IT security sistem memadai 

11. Rencana Strategis Bank 

a. Bank Sultra menyusun Corporate plan dan business plan 

b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik 

Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah: 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : 

a. Namun, Berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan pada tahun 2017, sehingga 

Direktur Umum menjabat sebagai Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan tugas                    

Direktur Umum diambil alih oleh Direktur Utama. Adapun pengangkatan Direktur 

Kepatuhan baru akan dilakukan dalam RUPS 2019 dikarenakan pergantian kepala 

daerah sebagai pemegang saham pengendali.  

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

a. Sampai dengan bulan Desember 2018 anggota Dewan Komisaris hanya berjumlah 

2 (dua) orang. 
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b. Berkhirnya masa jabatan 2 anggota Dewan Komisaris sehingga anggota Dewan 

Komisaris sampai akhir 2018 hanya berjumlah 2 orang. Adapun pengangkatan 

anggota Dewan Komisaris akan dilakukan pada RUPS 2019. 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

a. Komite pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Non Independen sampai adanya 

tambahan anggota Dewan Komisaris 

b. Lebih dari 51%  anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari Pihak 

Independen. 

c. Pejabat eksekutif yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi belum 

memiliki sertifikasi tentang Remunerasi. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Penanganan benturan kepentingan belum tertuang dalam risalah rapat. 

5. Penerapan Fungsi Audit Intern 

Sumberdaya Satuan Kerja Audit Internal belum sepenuhnya menggunakan tenaga 

khusus auditor. 

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

Transparansi dan Kondisi Keuangan serta non keuangan mengacu pada ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan.  
 

Governance Process 

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

a. Selama tahun 2018 tidak terdapat pergantian anggota Komite.  

b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak lain. 

c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kepengurusan Bank 

d. Direksi mengelola Bank sesuai dengan Wewenang dan tanggung jawabnya 

berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

e. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap 

pemegang saham 

f. Penyediaan data Bank dapat diakses melalui jaringan, sehingga Dewan Komisaris 

dapat mengakses kapan saja saat dibutuhkan 

g. Pengambilan keputusan rapat selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 

h. Setiap rapat yang di ambil Direksi dapat diimplementasikan oleh unit kerja. 
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i. Kebijakan dan keputusan strategis Direksi diputuskan melalui rapat Direksi dan 

dituangkan dalam risalah rapat. 

j. Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi 

k. Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi 

dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS. 

l. Tidak ada intervensi pemilik modal terhadap pelaksanaan tugas Direksi 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

a. Tidak terdapat pergantian anggota Komite selama tahun 2018 

b. Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui Surat 

Rekomendasi. 

c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengarahan, pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan strategis bank. 

d. Dewan Komisaris tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan operasional Bank 

dengan dicabutnya kewenangan Dewan Komisaris dalam penentuan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit. 

e. Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi SKAI Bank, auditor eksternal, OJK dan otoritas lainnya, namun belum 

sepenuhnya ditindaklanjuti. 

f. Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat 

membahayakan kelangsungan bank. 

g. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen 

h. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan 

Komite Remunerasi dan Nominasi. 

i. Pengangkatan anggota Komite berdasarkan pada Memo rekomendasi Dewan 

Komisaris. 

j. Dewan komisris telah memastikan bahwa Komite telah telah menjalankan tugasnya 

dengan efektif. 

k. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya. 

l. Selama Tahun 2018 rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 3 kali dan telah 

sesuai dengan kebutuhan bank 

m. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan oleh semua Dewan Komisaris. 

n. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi 
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o. Dewan Komisaris hanya menikmati fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan 

RUPS 

p. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris 

yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

a. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan KAP 

sesuai ketentuan dengan menyampaikan memo rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris untuk disampaikan pada RUPS. 

b. Prosedur pemilihan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

telah dituangkan dalam buku pedoman. 

c. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 

Namun selama tahun 2018 tidak terdapat pergantian anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

d. Selama tahun 2018 tidak terdapat pergantian anggota Komite. 

e. Rapat komite telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank 

f. Keputusan rapat selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 

g. Hasil rapat Komite akan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai 

rekomendasi. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

Selama tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang menyebabkan benturan 

kepentingan. 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

a. Selama tahun 2018, Direktur Kepatuhan melaksanakan dan memastikan setiap 

kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, melalui kajian yang disampaikan kepada unit 

kerja terkait. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur 

yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 

semester dan ke Direktur Utama setiap bulan 

b. Penunjukan Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku 

c. Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan 

Komisaris 
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6. Penerapan Fungsi Audit Intern 

a. Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat manauemen telah 

berjalan. 

b. Dewan komisaris telah memberikan arahan dan review atas tindak lanjut hasil temuan 

SKAI.  

c. SKAI melakukan audit pada seluruh aspek dan unsur kegiatan sesuai dengan rencana 

kerja yang dibuat. 

d. Secara berkala minimal 3 tahun sekali SKAI diaudit oleh pihak eksternal untuk menilai 

pelaksanaan kerja dan kepatuhan terhadap SPFAIB 

e. Rencana kerja dan kecukupan ruang lingkup pemeriksanaan serta kedalamannya 

telah memadai mencakup seluruh aktivitas operasional cabang dan secara berkala 

dilakukan evaluasi berdasarkan perkebangan bisnis Bank. 

f. Program sertifikasi audit bagi auditor dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan 

g. Proses audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan SKAI telah 

dilaksanakan secara independen 

h.  Penilaian SKAI telah dilaksanakan secara berkala dalam aktifitas audit regular. 

i. Hasil pemeriksanaan telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

j. Tindaklanjut hasil audit dipantau dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan 

pedoman yang ada. 

k. Penyusunan dan update Pedoman Audit dilaksanakan terakhir periode tahun 2018 

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

a. Akuntan Publik yang ditunjuk Bank terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama telah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku 

c. KAP yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui dewan 

komisaris. 

d. Akuntan publik bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. 

e. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 

f. Hasil Audit dan Management Letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. 

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 

a. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: 

- Menyusun kebijakan manajemen risiko dan mendapat persetujuan komisaris 

sebagaimana SK Direksi Nomor 098/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 2018 
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- Direksi telah menyusun, menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, 

mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko. 

- Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang 

melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan,  dimana 

kewenangan limit transaksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 

068A/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Direksi 

tentang Batas Wewenang Memutus Kredit dan Jaminan Bank. 

- Kebijakan Manajemen Risiko telah dievaluasi secara berkala sesuai dengan 

regulasi yang terkini, namun belum dilakukan setiap tahun sekali. 

- Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada 

setiap jenjang jabatan terkait penerapan manajemen risiko yang diatur secara 

jelas pada SK Direksi PT. BPD Sultra Nomor 037/Kpts.Dir/BPD/2018 tentang 

Perubahan Struktur Organisasi dan Job Description PT. BPD Sultra 

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka 

Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi 

dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh 

SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko dimana Direksi meminta 

presentasi dari SKMR atas laporan Profil Risiko yang dibuat dan Direksi 

memberikan arahan berdasarkan laporan tersebut. 

- Direksi telah memastikan seluruh risiko material dan dampak yang di timbulkan 

oleh risiko tersebut. 

- Direksi melakukan langkah-langkah permasalah yang ditemukan oleh SKAI, 

antara lain memberikan sanksi kepada pegawai yang terbuktu bersalah atas 

temuan SKAI. 

- Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan 

antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR dengan satuan kerja yang 

melakukan transaksi dapat dilihat dari struktur organisasi Bank. 

b. Dewan Komisaris memilki tugas dan tanggung jawab menyetujui kebijakan 

Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang 

ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi 

risiko (risk tolerance), diman Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen 

Risiko, sesuai SK Direksi PT. BPD Sultra Nomor 098/Kpts/Dir.BPD/2018 
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9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 

a. Bank secara berkala mengevaluasi dan mereview kebijakan, sistem dan prosedur 

dimaksud sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar dilaksanakan 

dengan prinsip kehati-hatian 

c. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen. 

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan 

pelaporan Internal 

a. Bank menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia dan 

otoritas Jasa Keuangan. 

b. Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 

ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

c. Penyusunan dan penyajian laporan transparansi disesuaikan dengan ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 

d. Penyusunan Laporan GCG memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan 

tepat waktu melalui situs web Bank. 

e. Jika terdapat perbedaan peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian self assessment 

yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Sultra, akan dilakukan 

revisi sesuai dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan hasil revisi tersebut 

akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui situs 

web Bank. 

11. Rencana Strategis Bank 

a. Penyusun Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

perubahan internal dan eksternal 

b. Penyusunan rencana bisnis bank disetujui oleh Dewan Komisaris 

c. Penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan faktor 

eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas 

perbankan yang sehat.                                                                                                                                                                           

d. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 

Bisnis Bank. 
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Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

a. Direksi menerapkan prinsip-prinsip GCG, namun belum sepenuhnya dituangkan 

pada setiap kegiatan 

b. Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan 

Bank telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya. 

c. Risalah rapat belum memuat dinamika rapat. 

d. Setiap keputusan rapat yang diambil oleh Direksi dapat diimplementasikan oleh unit 

kerja namun belum maksimal. 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

a. Penerapan pelaksanaan GCG dalam seluruh kegiatan Bank Sultra belum 

sepenuhnya dimengerti oleh semua unit kerja pada setiap jenjang organisasi 

b. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap temuan audit namun 

tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan. 

c. Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Komite 

namun Komite belum menjalankan tugasnya secara maksimal. 

d. Rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan. 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit 

a. Komite audit memanta dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan audit dan 

tindak lanjutnya namun belum kasimal. 

b. Komite aduit melakukan review terhadap pelaksanaan tugas skai, pelaksanaan audit 

oleh KAP, kesesuaian dengan standar akuntansi, dan tindak lanjut Direksi atas 

temuan SKAI, Akuntan Publik dan Hasil pengwasan Otoritas Jasa Keuangan namun 

belum maksimal. 

c. Pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko terhadap pelaksanaan tugas 

Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko belum dilaksanakan 

secara maksimal. 

d. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank namun belum 

maksimal. 

e. Risalah rapat belum memuat mengenai dinamika rapat termasuk dalam hal terjadi 

perbedaan pendapat. 

f. Pada saat RUPS terdapat rekomendasi pemegang saham mengenai calon anggota 

direksi yang tidak melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.  
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4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

ketentuan namun belum maksimal 

5. Penerapan Fungsi Audit Intern 

a. Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat manajemen telah 

berjalan walaupun belum maksimal. Dewan Komisaris, telah memberikan arahan 

dan review atas tindak lanjut hasil temuan SKAI. 

b. Rencana kerja tidak seluruhnya terealisasi karena adanya tambahan penugasan 

audit, khususnya berkaitan dengan adanya kerjadian fraud. 

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 

a. Direksi memilki tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi atau mengkinikan 

kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dan Kebijakan Manajemen 

Risiko telah dievaluasi secara berkala sesuai dengan regulasi yang terkini, namun 

belum dilakukan setiap tahun sekali. 

b. Direksi belum menyampakan laporan pertanggungjawaban mengenai 

perkembangan dan permasalah risiko dan langkah-langkah perbaikannya kepada 

Dewan Komisaris. 

c. Direksi bertugas dan bertanggungjawab atas terciptanya budaya Manajemen Risiko 

kepada seluruh jenjang organisasi namun belum masimal. 

d. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi 

Kebijakan Manajemen Risiko, dimana dalam Kebijakan Manajemen risiko telah 

dievaluasi secara berkala sesuai dengan regulasi yang terkini, namun belum 

dilakukan setiap tahun sekali, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan 

memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manejemen Risiko 

namun belum maksimal. 

e. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh namun masih 

terdapat beberapa permasalahan terkait fraud dan kesalahan transaksi. 

7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 

Kebijakan mengenai penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana 

Besar belum dilakukan evaluasi secara berkala. 

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan 

Pelaporan Internal 

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan masih mengacu pada ketentuan 

Otoritas Jasa keuangan. 
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9. Rencana Strategis Bank 

a. Bank belum sepenuhnya mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada 

Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi. 

b. Direksi belum sepenuhnya melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif. 

c. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam rangka mendukung rencana strategis 

Bank namun belum optimal. 

Governance Outcome 

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

a. Pelaksanaan Tugas Direksi dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahun Buku 2018. 

b. Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh pemegang saham 

c. Setiap rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan 

dengan baik. 

d. Dalam laporan pelaksanaan GCG termuat bahwa Direksi tidak memiliki saham pada 

Bank Sultra, pada Bank atau perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. 

Terdapat salah satu anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

Pemegang Saham Pengendali                              

e. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam 

pengelolaan Bank ditunjukkan dari peningkatan kinerja perusahaan. 

f. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan bank ditunjukkan 

dengan peningkatan kinerja individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing karyawan. 

g. Upaya peningkatan budaya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan 

kualitas individu karyawan dilakukan dengan mengikutkan karyawan dalam 

kegiatan pelatihan dan sertifikasi. 

h. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat 

merugikan Bank. 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

a. Hasil rapat Dewan Komisaris, selalu di tuangkan dalam risalah rapat dan 

didokumentasikan dengan baik. 

b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh pihak terikait. 

c. Hasil rapat Dewan Komisaris dapat diimplementasikan oleh RUPS dan Direksi. 
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d. Dalam laporan pelaksanaan GCG yang dimuat dalam laporan tahunan maupun 

laporan pelaksanaan GCG, telah diungkapkan: Kepemilikan saham anggota Dewan 

Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan 

Komisaris lainnya dan anggota Direksi, remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan 

dalam laporan tahunan. 

e. Anggota Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan dengan mengikuti Seminar dan Pelatihan. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan peningkatan kinerja bank, penyelesaiaan masalah yang dihadapi Bank dan 

pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. 

f. Anggota Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan budaya 

pembelajaran pengetahuan dan kemampuan dengan mengikuti Seminar dan 

Pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

g. Pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank 

terganggu dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik. 

3. Kelengkapan dan Pelaksanan Tugas Komite 

a. Setiap rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah 

didokumentasikanb dengan baik. 

b. Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku seperti pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan 

Komisaris. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan dan bebas dari intervenasi 

pemilik. 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

a. Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan kepada Direktur Utama setiap bulan 

termasuk kepada Dewan Komisaris dan Pihak Lainnya serta kepada Otoritas Jasa 

Keuangan setiap semester. 

b. Bank selalu berupaya untuk membangun budaya kepatuhan dalam setiap 

pengambilan keputusan dan dalam rangka kegiatan operasional bank melalui 

rekomendasi pengkajian. 

6. Penerapan fungsi audit intern 

a. Hasil temuan audit internal Bank telah disampaikan dalam RUPS sebagai 

pertanggungjawaban Direksi 
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b. Temuan pemeriksanaan ditindaklanjuti secara berkala oleh auditee. 

c. SKAI bertindak objektif dalam setiap kegiatan audit dan terhindar dari conflict of 

interest 

d. Audit berbasis risiko telah dilaksanakan terhadap suluruh unit kerja yang 

dilaksanakan berbasis risiko. 

e. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip 

SPFAIB dan tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit dalam 

setiap aktifitas kegiatan. 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 

a. Hasil audit dan management letter sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

dilaporkan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan  

b. Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Auditor bertindak obyektif dalam bekerja 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 

a. Penerapan manajmen risiko disesuaikan dengan kompleksitas bisnis bank, dimana 

struktur organisasi manajemen risiko masih setingkat bagian. 

b. Direksi dan komisaris masih melakukan pengawasan aktif pelaksanaan manajemen 

risiko dari hasil laporan profil risiko. 

c. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan 

untuk menyerap risiko kerugian dan Selama tahun 2018 tidak terdapat pelampauan 

maupun pelanggaran BMPK 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large 

exposure) 

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelampauan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit. 

b. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala 

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan 

pelaporan internal 

a. Laporan Tahunan disampaikan Bank secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa 

Keuangan, pemegang saham dan berbagai lembaga sesuai ketentuan. 

b. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan dimuat dan 

dipublikasikan tepat waktu melalui web bank dan surat kabar. 
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c. Laporan GCG mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dilengkapi dengan self 

assesment Bank serta cakupan isi laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. Laporan Pelaksanaan GCG disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada 

Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham dan berbagai lembaga yang 

berkepentingan. 

e. Telah dipublikasikan melalui homepage bank tepat waktu. 

f. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan 

dengan baik. 

11. Rencana Strategis Bank 

a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 

Komisaris 

b. Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara kesinambungan 

c. Rencana strategis bank telah disusun berdasarkan analisis SWOT melalui kajian 

yang komprehensif 

d. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank 

Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

a. Kebijakan Strategis di bidang kepegawaian belum sepenuhnya diungkapkan secara 

transparan melalui media yang dapat diakses oleh semua pegawai. 

b. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank 

namun pelaksanaannya belum optimal. 

c. Pengungkapan dissenting opinion belum dituangkan dalam risalah rapat.  

d. Sertifikasi dan pelatihan belum merata kepada seluruh karyawan. 

e. Pemerintah Daerah merupakan pemilik modal utama Bank Sultra sehingga 

memungkinkan adanya intervensi pemilik terhadap komposisi maupun pelaksanaan 

tugas direksi, namun hal tersebut belum pernah terjadi. 

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

a. Risalah rapat belum memuat mengenai perbedaan pendapat (dissenting opinions) 

secara jelas. 

b. Namun pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko terhadap Satuan Kerja 

Manajemen Risiko belum maksimal. 
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3. Penanganan Benturan Kepentingan 

Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan bank 

namun hal ini belum dituangkan dalam risalah rapat.  

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

a. Bank berusaha menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku namun 

belum terdapat tools yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pelanggaran 

yang terjadi. 

b. Edukasi budaya kepatuhan masih menjadi prioritas dari tahun ke tahun. 

5. Penerapan fungsi audit intern 

b. Temuan pemeriksanaan telah ditindak lanjuti secara berkala oleh auditee, namun 

masih terhdapa temuan berulang. Adapaun untuk temuan berulang diberikan 

punishment tersendiri kepada unit yang bersangkutan. 

c. Masih terdapat kekurangan tenaga auditor berdasarkan struktur organsiasi yang 

ada. 

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan 

Pelaporan Internal 

Bank menerapkan transparansi meskipun belum maksimal. 

7. Rencana Srategis Bank 

a. Bank belum sepenuhnya mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada 

pemegang saham. 

b. Pertumubuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi 

stakeholder, namun tidak tergambarkan dengan jelas. 

c. Rencana strategis Bank belum sepenuhnya di dukung dengan infrastruktur yang 

memadai. 

d. Pemilik selalu berusaha untuk mengatasi masalah permodalan bank namun belum 

sepenuhnya optimal. 

 

 

  





A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,13 20% 0,2
1 Jumlah anggota Direksi paling sedikir 3 (tiga) orang 1,00 Anggota Direksi saat ini berjumlah 3 orang

2 Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia 1,00 Seluruh anggota direksi berdomisili di indonesia

3 Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di
bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

1,00 Seluruh anggota direksi telah memiliki pengalaman menjabat
sebagai penjabat eksekutif lebih dari 5 tahun

4 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain
kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum
yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas
penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank

1,00 Seluruh direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagi Dewan
Komisaris maupun pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan
atau Lembaga Lain.

5 Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

1,00 Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

6 Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan
Komisaris

1,00 Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Direksi lain atau Dewan Komisaris

7 Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi

1,00 Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Nominasi.

Tertuang dalam
Risalah RUPS LB

8 Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat

1,00 terdapat pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat

9 Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai
konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang
jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya,
serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

1,00 Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau
jasa profesional sebagai konsultan,

10 Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang
memadai

1,00 Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai

11 Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap
Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga

1,00 Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap
Pemegang Saham Pengendali.

12 Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah
memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

1,00 Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan
kepatuhan dan persetujuan berdasarkan surat Otoritas Jasa
Keuangan

BOBOT SCORE ANALISIS DATA/ INFORMASI

POSISI   :  Desember 2018

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI



13 Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya

1,00 Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan
dengan jabatannya

14 Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan
dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

1,00 Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti
sertifikasi, pelatihan dan seminar. Selain itu Direksi terus
melakukan refreshment Sertifikat Manajemen Risiko.

15 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

1,00 Setiap tahunnya Direksi terus membudayakan pembelajaran
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan
mengikutkan karyawan dalam seminar, sertifikasi dan
pelatihan.

16 Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. 3,00 Berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan pada tahun
2017, sehingga Direktur Umum menjabat sebagai Plt. Direktur
Kepatuhan sedangkan tugas Direktur Umum diambil alih oleh
Direktur Utama. Adapun pengangkatan Direktur Kepatuhan
baru akan dilakukan dalam RUPS 2019 dikarenakan
pergantian kepala daerah sebagai pemegang saham
pengendali.

II Governance Process 1,29 20% 0,26

1 Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan
Komisaris

1,00 Tidak terdapat pergantian anggota Komite selama tahun
2018

2 Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

1,00 Anggota Direksi tidak memerikan kuasa keoada pihak lain.

3 Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 1,00 Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank

4 Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1,00 Direksi dalam mengelola Bank telah sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang belaku.

5 Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
terhadap pemegang saham

1,00 Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
secara independen terhadap pemegang saham.

6 Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2,00 Direksi telah melaksanakan prisip GCG namun belum
sepenuhnya dituangkan di setiap kegiatan.

7 Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor
eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan
otoritas lain

2,00 Temaun aduit dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal, dan
hasil pengawasan Bank telah ditindaklanjuti namun belum
sepenuhnya.

8 Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat
waktu kepada Komisaris.

1,00 Penyediaan data Bank dapat diakses melalui jaringan
sehingga Dewan Komisars dapat mengakses kapan saja saat
dibutuhkan.

9 Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

2,00 Pengambilan keputusan rapat selalu dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat namun belum dimuat dinamika rapat.

10 Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai
dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

2,00 Setiap keputusan rapat yang di ambil Direksi dapat
diimplementasikan oleh unit kerja meskipun belum maksimal
dalam pelaksanaannya.



11 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme
rapat Direksi

1,00 Kebijakan atau keputusan strategis diambil oleh Direksi
melalui mekanisme rapat Direksi dan dituangkan dalam
risalah rapat.

12 Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau
pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

1,00 Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi.

13 Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1,00 Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari
Bank selain remunerasidan fasilitas yang ditetapkan

14 Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan
kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya
keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

1,00 Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan
tugas Direksi.

III Governance Outcome 1,50 20% 0,3

1 Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang
saham melalui RUPS

1,00 Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang telah
dituangkan dalan Risalah Rapat.

2 Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang
saham melalui RUPS.

1,00 pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi melalui
Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diterima oleh
pemegang saham dan dituangkan dalan Risalah Rapat.

3 Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai

2,00 Kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
belum seluruhnya diungkapkan secara transparan melalui
media yang dapat diakses oleh semua pegawai.

4 Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam
rangka pencapaian misi dan visi bank.

2,00 Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai
arah bisnis bank namun pelaksanaanya belum optimal

5 Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan
dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi
dalam rapat Direksi

2,00 Hasil rapat dituangkan dalam risalah dan telah
didokumentasikan dengan baik namun pengungkapan
disenting opinion belum dituangkan dalam risalah tersebut.

Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah
mengungkapkan:

a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang
bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam
dan di luar negeri;

b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;

c) remunerasi dan fasilitas lain;

d) shares option yang dimiliki Direksi.

7 Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam
pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank,
penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders

1,00 Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
anggota Direksi dalam pengelolaan Bank telah ditunjukkan
dari peningkatan pencapaian laba bank.

8 Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya

1,00 Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan
bank ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan.

6 Dalam laporan pelaksanaan GCG telah diungkapkan
kepemilikan saham pada bank dan perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan luar negeri; hubungan dengan
anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham
pengendali; remunerasi dan fasilitas lain; dan share option.

1,00



9 Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

2,00 Upaya peningkatan budaya pembelajaran berkelanjutan dan
pengembangan kualitas individu karyawan dilakukan dengan
mengikutkan karyawan dalam sertifikasi dan pelatihan.
Namun Setifikasi dan pelatihan tersebut belum merata
kepada seluruh karyawan.

10 Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak
wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank
dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi
dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.

2,00 Pemerintah Daerah merupakan pemilik modal utama Bank
Sultra sehingga memungkinkan adanya intervensi pemilik
terhadap komposisi maupun pelaksanaan tugas direksi,
namun hal tersebut belum pernah terjadi.

TOTAL  SCORE 1,30 20% 0,26



KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

POSISI   :  Desember 2018

A B C = A  X  B
I Governance Structure 1,19 10% 0,12
1 Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota

Direksi
3,00 Hingga akhir Desember 2018 jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 namun

pada RUPS-LB tahun 2018 telah diusulkan dan diangkat beberpa calon komisaris
dan saat ini sedang menjalani proses di OJK.

2 Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia 1,00 Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia

3 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 1,00 Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 1 Komisaris Independen dan 1 Komisaris Non-
Independen.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata
Kelola Bank Umum , yaitu:

a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu)
lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau

b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank;

c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan
hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau

d) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

5 Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite
pada Bank yang sama

1,00 Komisaris Independen hanya merangkap jabatan pada 2 Komite yaitu Komite
Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

6 Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

1,00 Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan dewan anggota
Dewan Komisaris lain dan/atau Direksi

7 Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat

1,00 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

8 Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai 1,00 Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi
keuangan yang memadai

9 Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak
yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah
menjalani masa tunggu (cooling off) paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

1,00 Selama tahun 2018 tidak terdapat anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank
atau pihak pihak yang memiliki hubungan dengan bank yang menjadi anggota
Dewan Komisaris.

10 Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai
Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan
telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1,00 Selama tahun 2018 tidak terdapat anggota Komisaris Non Independen yang
menjadi Komisaris Independen.

11 Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-
turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak
independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya
dalam RUPS.

1,00 Selama tahun 2018 tidak terdapat anggota Komisaris Independen yang berakhir
masa jabatannya setelah 2 perode masa jabatan yang diangkat kembali menjadi
anggota Dewan Komisaris

12 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali
atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

1,00 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan
dengan Bank

13 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh
surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

1,00 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan dan memperoleh persetujuan berdasarkan surat Otoritas Jasa
Keuangan.

DATA/
INFORMASI

NILAI BOBOT SCORENO ANALISISKRITERIA DAN INDIKATOR

4 Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan
atau lembaga lain.

1,00



14 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

1,00 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan releban
dengan jabatannya.

15 Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

1,00 Anggota Dewan Komisaris memiliki kemamuan dan kemampuan untuk melakukan
pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuri pelatihan dan seminar.

16 Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik 2,00 Berkhirnya masa jabatan 2 anggota Dewan Komisaris sehingga anggota Dewan
Komisaris sampai akhir 2018 hanya berjumlah 2 orang. Adapun pengangkatan
anggota Dewan Komisaris akan dilakukan pada RUPS 2019.

II Governance Process 1,47 10% 0,15

1 Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau
Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS

1,00
Tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018

2 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola
yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2,00 Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya
penerapan prinsi Tata Kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi.

3 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta  memberikan nasihat kepada Direksi

2,00 Dewan Komisaris selalu mengawasi dan memberikan nasihat terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pengawasan dan pemberian
nasehat tersebut dilakukan melalui Surat Rekomendasi oleh Dewan Komisaris
kepada Direksi namun masih perlu untuk ditindaklanjuti.

4 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis Bank

1,00 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengarahan, pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan strategis bank

5 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

2,00 Dewan Komisaris tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional Bank dengan dicabutnya kewenangan Dewan Komisaris dalam
penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

6 Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya

2,00 Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
dan rekomendasi SKAI Bank, auditor eksternal, OJK dan otoritas lainnya. Namun
tindak lanjut penyelesaiaannya belum maksimal dan masih terdapat temuan yang
berulang.

7 Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan
atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

1,00 Selama tahun 2018 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha Bank.

8 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 1,00 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara
independen.

9 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan
Nominasi

1,00 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta
Komite Remunerasi dan Nominas berdasarkan Surat Keputusan Direksi

10 Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris 1,00 Pengangkatan anggota Komite berdasarkan pada Memo rekomendasi Dewan
Komisaris.

11 Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif 2,00 Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk
namun komite belum menjalankan tugasnya secara maksimal.

12 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal

1,00

13 Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara
berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat
secara fisik

4,00 Selama tahun 2018 rapat Dewan Komisaris diadakan sebanyak 3 kali. Rapat yang
dilakukan Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

14 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

1,00 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah
mufakat.

15 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

1,00 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau opihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
Bank

16 Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1,00 Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.



17 Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan
operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau
menyebabkan kerugian Bank.

1,00 Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

III Governance Outcome 1,30 10% 0,13

1 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,
termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas

2,00 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan
didokumentasikan dengan baik, namun dissenting opinions yang terjadi tidak
dituangkan secara jelas.

2 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait 1,00 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan pihak yang terkait.

3 Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh
RUPS dan/atau Direksi

1,00 Rekomendasi dari Hasil rapat Dewan Komisaris dapat diimplementasikan oleh
Direksi.

Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:

a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun
pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

1,00

b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi
dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;

1,00

c) remunerasi dan fasilitas lain; 1,00

d) shares option yang dimiliki Dewan Komisaris. 1,00

5 Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank
yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders).

2,00 Anggota Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan dengan mengikuti Seminar dan Pelatihan. Hal tersebut dilihat dari
peningkatan kinerja bank, penyelesaiaan masalah yang dihadapi Bank dan
pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

6 Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.

2,00 Anggota Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan budaya
pembelajaran pengetahuan dan kemampuan dengan mengikuti Seminar dan
Pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

7 Kegiatan operasional Bank tidak terganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada
pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat
intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

1,00 Pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank
terganggu dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik.

TOTAL  SCORE 1,32 10,0% 0,13

4 Dalam laporan pelaksanaan GCG telah diungkapkan mengenai Kepemilikan
Saham pada bank dan perusahaan lain, hubungan keuangan dan hubungan
keluarga yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan independensi. Selain itu,
telah diungkapkan mengenai remunerasi dan fasilitas lain, dan Share Option
dimana selama tahun 2018 Direksi tidak memiliki Share Option.



A B C = A  X  B
I Governance Structure 1,30 10% 0,13

Komite Audit

a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak
Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di
bidang hukum atau perbankan

1,00 Anggota Komite Audit terdiri dari 1 orang Komisaris Independen
sebagai ketua merangkap anggota, 1 orang Pihak Independen yang
ahli Keuangan dan Akuntansi dan 1 orang Pihak Independen yang ahli
bidang hukum atau perbankan.

b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 1,00 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang juga
merangkap sebagai anggota.

c) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan
Pihak Independen.

1,00 Anggota Komite Audit terdiri dari 1 orang Komisaris Independen
sebagai ketua merangkap anggota, dan 2 orang Pihak Independen.

d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik 1,00 Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

Komite Pemantau Risiko  ;

a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak
Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
manajemen risiko.

2,00 Anggota Komite Audit terdiri dari 1 orang Komisaris Non Independen
sebagai ketua merangkap anggota, 1 orang Pihak Independen yang
ahli Keuangan dan Akuntansi dan 1 orang Pihak Independen yang ahli
bidang hukum atau perbankan.

b)  Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3,00 kondisi yang ada saat ini tersedia dua orang sehingga terjadi
perangkapan di komite.

c) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris
Independen dan Pihak Independen.

2,00 Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki 1 anggota Komisaris Non
Independen  dan 2 orang Pihak Independen.

d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 1,00 Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral
yang baik.

Komite Remunerasi dan Nominasi  :

a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen,
seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya
manusia atau seorang perwakilan pegawai.

1,00 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 orang
Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, 1 orang
Komisaris Non Independen dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang
membawahkan sumber daya manusia yaitu Kepala Bagian Sumber
Daya Manusia.

b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan
mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.

2,00 Pejabat Eksekutif anggota Komite memiliki pengetahuan dan
mengetahui ketentuan sistem remunerasi, nominasi serta succession
plan Bank namun belum memiliki sertifikasi tentang Remunerasi.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. 1,00 Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.

d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang
maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

1,00 Anggota komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 3 orang.

e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:
(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan
mengenai sistem remunerasi Bank; dan
(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi
dan succession plan Bank

1,00 Bank tidak memisahkan antara Komite Remunerasi dan Nominasi

4 1,00 Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan berasal dari
anggota Direksi.

5 1,00 Pihak Independen tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau
perusahaan lain.

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI ANALISIS

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

BOBOT SCORE
DATA/

INFORMASI

1

2

3

Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama
maupun bank lain.

Rangkap jabatan Pihak Independden pada Bank yang sama, Bank Lain dan/atau perusahaan lain telah
memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab.



6 1,00 Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga
dengan Direksi,  Dewan Komisaris atau Pemegang Saham

7 1,00 Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi
atau mantan Pejabat Eksekutif dari Bank.

8 1,00 Seluruh rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri lebih
dari 51% dari jumlah anggota.

9 1,00 Seluruh rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri lebih dari 51%
dari jumlah anggota.

10 2,00 Pemerintah Daerah merupakan pemilik modal utama Bank Sultra
sehingga memungkinkan adanya intervensi pemilik terhadap komposisi
maupun pelaksanaan tugas Komisaris, namun hal tersebut belum
pernah terjadi.

II Governance Process 1,62 10% 0,16

Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan Pelaksanaan audit serta memantau
tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan
proses pelaporan keuangan.

2,00 Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
Pelaksanaan audit internal namun rencana audit belum sepenuhnya
terlaksana.

b) Komite Audit telah melakukan review terhadap:
(1) pelaksanaan tugas SKAI;
(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan.

2,00 Komite Audit telah melakukan review terhadap pelaksanaan tugas
SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit
yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang
belaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan
SKAI, KAP dan OJK.

c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan
yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

1,00 Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan
Publik dan KAP sesuai ketentuan dengan menyampaikan memo
rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS

Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko
dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;

1,00

(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. 3,00
b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
1,00 Sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota

Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam buku pedoman.

c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

1,00 Selama tahun 2018 tidak terhadap perubahan kepengurusan sehingga
tidak ada penyampaian rekomendasi calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris kepada RUPS.

d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota
Komite kepada Dewan Komisaris

1,00 Selama tahun 2018 tidak terhadap perubahan anggota Komite Dewan
Komisaris sehingga tidak ada penyampaian rekomendasi calon Pihak
Independen Dewan Komisaris kepada RUPS.

4 1,00 Rapat Komite telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank.
5 2,00 Dalam risalah rapat belum memuat mengenai dinamika rapat

termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi
Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai namun belum
dilaksanakan secara maksimal.

3

a)

2 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas
Komite Manajemen Risiko. Namun pemantauan dan evaluasi terhadap
Satuan Kerja Manajemen Risiko belum maksimal.

3,00

1

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak
terjadi musyawarah untuk mufakat.

Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak mememiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,
hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang
saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak
independen.

Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Ekskutif yang
berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang
mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen
telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.
Rapat komite audit dan komite pemantauan risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari
jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Rapat komite remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah
anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.



6 1,00 Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh Dewan Komisaris.

7 2,00 Pada saat RUPS terdapat rekomendasi pemilik mengenai calon
anggota direksi yang tidak sesuai ketentuan karena tidak melalui
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank. di dalam hasil
RUPS dan agenda bandingkan

III Governance Outcome 2,00 10% 0,2

1 Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (dissenting opinions)
secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik

2,00 Setiap Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah
didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat

2 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya
pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris

2,00 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi
sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. Namun pemantauan dan
evaluasi Komite Pemantau Risiko terhadap Satuan Kerja Manajemen
Risiko belum maksimal.

TOTAL  SCORE 1,64 10,0% 0,16

Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi
pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau
calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang
telah ditetapkan.



PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A B C = A  X  B

I Governance Structure 2,00 10% 0,2

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2,00

2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan 2,00

II Governance  Process 1,00 10% 0,10

1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

1,00 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Namun selama
tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan

III Governance Outcome 1,67 10% 0,17

1 Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah
diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik

3,00 Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat
merugikan bank namun belum dituangkan dalam risalah rapat.

2 Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank

1,00 Tidak terdapat intervensi pemilik dalam kegiatan operasional bank
yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

3 Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. 1,00 Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat
merugikan bank

TOTAL  SCORE 1,56 10,0% 0,16

Bank telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan
kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor
025/Kpts/Dir.BPD/2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus
Penanganan Benturan Kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggar. Namun hal ini belum tertaung dalam risalah rapat.

1

SCORE ANALISIS
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KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT



PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

0-10

A B C = A  X  B
I Governance Structure 1,00 5% 0,1

1 Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional 1,00 Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional

2 Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1,00 Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

3 Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk
menyelesaikan tugas secara efektif

1,00 Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada
satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif

II Governance Process 1,35 5% 0,1

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :

a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan cara:

1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian 1,00

2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan 1,00 Pemantauan tersebut dilakukan dengan melakukan kajian terhadap
SK, SE, SOP serta Perjanjian Kerja Sama yang akan dikeluarkan.

3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang

1,00 Selalu memantaun dan menjaga kepatuhan bank terhadap perjanjian
dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan otoritas yang
berwenang lainnya dengan memyampaikan memo kepada unit kerja
terkait.

b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai
struktur organisasi Bank;

1,00 Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
disampaikan setiap bulannya kepada Direktur Utama dan tembusan
kepada Dewan Komisaris.

c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 1,00 Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan
Bank telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bank

d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 1,00 Usulan kebijakan kepatuhan dan prinsip kehati-hatian terhadap
keputusan yang akan dikeluarkan Direksi telah di tuangkan dalam
kajian Direktur Kepatuhan.

e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan
pedoman internal Bank;

1,00 Dalam menyusun ketentuan dan pedoman internal bank sebelumnya
melewati mekanisme pengkajian Direktur Kepatuhan

f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

1,00 Seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang akan
dikeluarkan oleh bank akan dilakukan pengkajian oleh unit Kepatuhan
sesuai dengan ketentuan OJK, BI, undang-undang dan ketentuan yang
belaku lainnya.

g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 1,00 Hal tersebut dilakukan dengan pengkajian yang dikeluarkan oleh
Direktur Kepatuhan.

h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau
pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

1,00 Bank tidak memiliki kantor di luar negeri.

i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan 1,00 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakuka tugas-
tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan yaitu tugas terkait
dengan Hukum.

2 Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

1,00 Penunjukkan direktur kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT
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3 Direksi telah:
a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan
yang efektif;

1,00
Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui
oleh Dewan Komisaris.

b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke
seluruh jenjang organisasi terkait;

1,00

c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian
dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.

2,00

Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh
kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

2,00

b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan
mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

2,00

c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun
prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2,00

d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2,00

e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta
kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

2,00

f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 2,00

III Governance Outcome 1,75 5% 0,09

m Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait

1,00 Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2 Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan yang berlaku

1,00

Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku 3,00

3 Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan
operasional bank

2,00 Bank selalu berupaya untuk membangun budaya kepatuhan dalam
pengambilan keputusan dan dalam rangka kegiatan operasional bank
melalui pengkajian.

TOTAL  SCORE 1,37 5,0% 0,07

4

Laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, unit kepatuhan
selalu melakukan sosialisasi kepada unit-unit kerja. Namun bank
belum memiliki tool yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
pelanggaran yang terjadi.

Secara keseluruhan, unit kerja kepatuhan terlah menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya namun masih perlu ditingkatkan.



0-10

A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,25 5% 0,06

1 Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1,00 Struktur SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama

2 Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
a) menyusun Piagam Audit Intern  (Internal Audit Charter) ;
b) membentuk SKAI;
c) menyusun panduan audit intern

1,00 Bank telah menyusun Internal Audit Charter, membentuk SKAI dan
menyusun panduan audit intern.

3 Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional 1,00 SKAI independen terhadap satuan kerja operasional

4 Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif 2,00 Beberapa sumber daya SKAI merupakan pilihan dari seleksi langsung
tenaga khusus auditor.

II Governance Process 1,21 5% 0,06

Direksi bertanggung jawab atas:

a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank
dalam setiap tingkatan manajemen;

2,00

b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris 2,00

2 Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat

1,00 SKAI melakukan audit pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank
sesuai dengan rencana kerja yang dibuat

3 Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya
terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun

1,00 Secara berkala minimal 3 tahun sekali SKAI diaudit oleh pihak
eksternal untuk menilai efektifitas pelaksanaan kerja dan kepatuhan
terhadap SPFAIB

4 Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan
telah memadai.

1,00 Rencana kerja dan kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta
kedalamannya telah memadai mencakup seluruh aktifitas operasional
cabang, dan secara berkala dilakukan evaluasi berdasarkan
perkembangan bisnis bank

5 Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank 2,00 Rencana kerja tidak seluruhnya terealisasi karena adanya tambahan
penugasan audit, khususnya berkaitan dengan adanya kejadian fraud

6 Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara
berkala dan berkelanjutan

1,00 Program sertifikasi audit bagi auditor dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan

7 SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai
dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit

1,00 Proses audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan hasil audit dilaksanakan secara independen

SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian

a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 1,00
b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; 1,00

c) kualitas kinerja 1,00

9 SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku 1,00 Hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

10 SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang
dilakukan auditee

1,00 Tindaklanjut hasil audit dipantau dan dilaporkan secara berkala sesuai
dengan pedoman yang ada.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

ANALISIS
DATA/

INFORMASI

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT SCORE

Penliaian SKAI telah dilaksanakan dalam akfitas audit reguler

Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat
manajemen telah berjalan walaupun belum maksimal.
Dewan Komisaris, telah memberikan arahan dan review atas tindak
lanjut hasil temuan SKAI.

8

1



11 SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan
tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

1,00 Penyusunan dan updated Pedoman audit dilaksanakan terakhir
periode tahun 2018

III Governance Outcome 1,50 5% 0,08

1 Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank
kepada RUPS

1,00 Hasil temuan audit internal bank telah disampaikan dalam RUPS
sebagai pertanggungjawaban Direksi.

2 Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan  yang berulang. 2,00 Temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara berkala oleh auditee,
namun masih terjadi temuan berulang. Adapun untuk temuan
berulang diberikan punishment tersendiri kepada unit yang
bersangkutan.

3 SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit 1,00 SKAI selalu bertindak objektif dalam setiap kegiatan audit dan
terhindar dari conflict of interest.

Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain

a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan
tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.

1,00 Audit telah dilakukan terhadap seluruh unit kerja yang dilaksanakan
berbasis risiko.

b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain
terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit
intern.

1,00 Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan
prinsip-prinsip SPFAIB Tidak ada pembatasan dalam cakupan dan
ruang lingkup audit dalam setiap aktifitas kegiatan audit

c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. 3,00 Masih terdapat kekurangan tenaga auditor berdasarkan struktur
organisasi yang ada

TOTAL  SCORE 1,32 5,0% 0,07

4



0-10

A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,00 5% 0,05

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

1) kapasitas KAP yang ditunjuk;
2) legalitas perjanjian kerja;
3) ruang lingkup audit;
4) standar profesional akuntan publik; dan
5) komunikasi Otoritas Jasa keuangan dengan KAP dimaksud

II Governance Process 1,00 5% 0,05

1 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

1,00

2 Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku

1,00

3 Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan
rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris

1,00

4 Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

1,00

5 Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank
yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit

1,00

6 Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional 1,00

7 Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. 1,00

III Governance Outcome 1,00 5% 0,1
1 Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan

disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk
1,00

2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan yang berlaku

1,00

3 Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit 1,00

TOTAL  SCORE 1,00 5,0% 0,05

DATA/
INFORMASI

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

1 1,00

SCORE ANALISIS



0-10

A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,00 7,5% 0,1

1 Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko
dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan
Kerja Kepatuhan

1,00 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 037/Kpts.Dir/BPD/2018
tanggal 09 Mei 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Job
Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, telah
memisahkan fungsi SKAI, SKMR, Kepatuhan dan Komite Manajemen
Risiko'

2 Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai 1,00 Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
sesuai dengan :
- Surat keputusan Direksi PT. BPD Sultra Nomor 098/Kpts/Dir.Bpd/2018
tanggal 12 Desember 2018
- SK Direksi PT. BPD Sultra Nomor 032/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 17
April 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Risk
Appetitee Statement Bank Sultra

II Governance Process 1,47 7,5% 0,11

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:
a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara

tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan
memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

1,00 Direksi menyusun kebijakan manajemen risiko dan mendapat
persetujuan Komisaris sebagaimana SK Direksi Nomor
098/Kpts/Dir.BPD/2018 tanggal 12 Desember 2018

b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur,
memonitor, dan mengendalikan risiko;

1,00 Direksi telah menyusun, menetapkan prosedur dan alat untuk
mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.

c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan
kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;

1,00 Kewenangan limit transaksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi
Nomor 068A/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang
Perubahan Direksi tentang Batas Wewenang Memutus Kredit dan
Jaminan Bank.

d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit
satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;

2,00 Kebijakan anajemen Risiko telah diebaluasi secara berkala sesuai
dengan regulasi yang terkini, namun belum dilakukan setiap tahun
sekali.

e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap
jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

1,00 wewenang dan tanggungjawab pada setiap jenjang jabatan diatur
secara jelas pada SK Direksi PT BPD Sultra Nomor
037/Kpts.Dir/BPD/2018 TANGGAL 09 Mei 2018 tentang Perubahan
Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Tenggara.

f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah
disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-
laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;

1,00 Direksi meminta presentasi dari SKMR atas laporan profil risiko yang
dibuat dan Direksi memberikan arahan berdasarkan laporan tersebut.

g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah
ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara
berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko
yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;

3,00 Direksi belum menyampakan laporan pertanggungjawaban mengenai
perkembangan dan permasalah risiko dan langkah-langkah
perbaikannya kepada Dewan Komisaris.

h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam
kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;

1,00 Direksi melakukan langkah-langkah permasalah yang ditemukan oleh
SKAI, antara lain memberikan sanksi kepada pegawai yang terbuktu
bersalah atas temuan SKAI.

ANALISIS
DATA/

INFORMASI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1

SCORE

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT



i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi,
antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya
pengendalian intern yang efektif;

2,00 Direksi bertugas dan bertanggungjawab atas terciptanya budaya
Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi namun belum
masimal.

j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan
risiko;

1,00 Dukungan keuangan dan infrastruktur untuk pengendalian risiko
tercermin dari rasio KPMM, baik untuk keseluruhan maupun KPMM
untuk risiko kredit, likuiditas dan operasional

k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan
antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan
transaksi

1,00 Pemisahan fungsi SKMR dengan satuan kerja yang melakukan
transaksi dapat dilihat dari struktur organisasi Bank.

2 Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya

a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang
ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);

1,00 Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko, sesuai SK
Direksi PT. BPD Sultra Nomor 098/Kpts/Dir.BPD/2018

b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling sedikit satu kali
dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor
yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;

2,00 Kebijakan Manajemen risiko telah dievaluasi secara berkala sesuai
dengan regulasi yang terkini, namun belum dilakukan setiap tahun
sekali.

c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan
kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa
Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif

2,00 Dewan Komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban atas
pertanggungjawaban Direksi terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko
namun belum maksimal.

3 Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal 2,00 Bank telah menerapkan pengendalian intern yang menyeluruh, namun
masih terdapat beberapa permasalah terkait fraud dan kelasahan
transaksi.

III Governance Outcome 1,00 7,5% 0,075
1 Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha,

ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
1,00 penerapan manajmen risiko disesuaikan dengan kompleksitas bisnis

bank, dimana struktur organisasi manajmen risiko masih setingkat
bagian

2 Dreksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi manajemen risiko

1,00 Direksi dan komisaris masih melakukan pengawasan aktif pelaksanaan
manajemen risiko dari hasil laporan profil risiko

3 Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko
kerugian

1,00 Selama tahun 2018 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran
BMPK

TOTAL  SCORE 1,16 7,5% 0,09



0-10

A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,00 7,5% 0,1

1 Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana
kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring  dan penyelesaian masalahnya.

1,00 Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar.

II Governance Process 1,33 7,5% 0,1

1 Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud
agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

2,00 Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mereview kebijakan,
sistem dan prosedur dimaksud sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku

2 Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian

1,00 Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar
telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian

3 Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa
intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya

1,00 Pemngambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara
independen.

III Governance Outcome 1,00 7,5% 0,1

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;

1,00

b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana 1,00

2 Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara tepat waktu

1,00 Laporan yang dimaksud tersebut telah disampaikan secara tepat
waktu

TOTAL  SCORE 1,11 7,5% 0,08

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT

PENEYDIAAN DANA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

1 Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar
telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada
pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

SCORE ANALISIS
DATA/

INFORMASI



0-10

A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,50 15% 0,2

1
Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan

3,00 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan masih mengacu
pada peraturan Otoritas Jasa keuangan.

2
Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai
ketentuan yang berlaku

1,00 Bank menyusun Laporan  GCG  setiap akhir tahun buku dan telah
memenuhi ketentuan yang berlaku

3
Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang
memadai

1,00 Sistem Informasi Manajemen baik memadai

4
Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT
security system yang memadai

1,00 Sistem informasi manajemen telah didukung oleh sumber daya manusia
yang kompeten serta IT security sistem yang memadai

II Governance Process 1,00 15% 0,15

1 Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk
mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa
Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku

1,00 Laporan keuangan telah dipublikasikan secara triwulanan melalui media
yang ditetapkan dan telah dlaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:

a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana
ditentukan.

b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada
nasabah

c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;

e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;

f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;

g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;

h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data
pribadinya tersebut.

3 Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah
sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan

1,00 Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa telah
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

4 Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi  dan publikasi laporan bank.

1,00 Penyusunan dan penyajian laporan transparansi telah disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku

5 Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

1,00 Penyusunan Laporan GCG telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan
telah dipublikasikan tepat waktu melalui home page Bank.

NO KRITERIA DAN INDIKATOR NILAI BOBOT

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

SCORE ANALISIS
DATA/

INFORMASI

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT (sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2017)

POSISI   :  Desember 2018

2 Bank telah menyampaikan informasi produk sesuai yang berlaku1,00



6 Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera
menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki
homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank

1,00 Akan dilakukan revisi sesuai dengan kondisi bank yang sebenarnya dan
hasil revisi akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
dipublikasikan pada situs web bank

7 Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (self assessment) pada
Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank

a) paling sedikit melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (self
assessment) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;

b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) GCG Bank secara lengkap kepada Bank
Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada
homepage Bank.

III Governance Outcome 1,07 15% 0,16

1 Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Pemegang Saham Bank.

1,00 Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan  pemegang saham

Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Tranparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:

a) Laporan keuangan publikasi triwulanan:dan

b) Laporan tahunan

Laporan Pelaksanaan Tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil
penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment) serta paling sedikit
mencakup:

Laporan GCG telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan
dilengkapi dengan self assesment Bank serta cakupan isi laporan telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan
Tata Kelola;

1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan penerapan
tata kelola sesuai dengan kententuan OJK dan dilampirkan hasil
penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola

b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi
dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;

1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan hubungan
keuangan dan hubungan keluarga antar anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga
anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang
saham Bank;

1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan hubungan
keuangan dan hubungan keluarga antar anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan 1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan Frekuensi rapat
Dewan Komisaris yang berjumlah 3 kali namun hal ini telah disesuaikan
dengan kebutuhan bank.

e) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank 1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan jumlah
penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank\

f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan 1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan mengenai
transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Namun, selama
tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan
kepentingan.'

g) pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank; 1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan mengenai
pembelia kembali saham dan obligasi bank. Namun, selama tahun 2018
tidak terdapat pembelian kembali saham dan obligasi bank.

h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan. 1,00 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mengungkapkan mengenai
dana kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik.

4 Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Pemegang Saham Bank

1,00 Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu kepada pemegang saham dan berbagai lembaga yang
berkepentingan

5 Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu 1,00 Telah dipublikasikan melalui homepage bank secara tepat waktu

6 Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik 1,00 Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah
dilaksanakan dengan baik

7 Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah 2,00 Bank menerapkan tranparansi meskipun belum maksimal

TOTAL  SCORE 1,19 15,0% 0,18

2

3

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan telah dimuat
dan dipublikasikan secara tepat waktu melalui homepage bank dan
surat kabar.

1,00

Akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil penilaian Otoritas Jasa
Keuangan dan hasil revisi akan dipublikasikan pada situs web Bank.
Pada penilaian self assessment tahun 2018 tidak terjadi perbedaan
penilian

1,00



A B C = A  X  B

I Governance Structure 1,00 5% 0,1

1
Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana
Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.

1,00 Bank Sultra telah menyusun Corporate Plan dan Business Plan

2
Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain  tercermin dari komitmen dan
upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

1,00 Rencana strategis bank  didukung sepenuhnya oleh pemilik

II Governance Process 1,43 5% 0,1

1 Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

1,00 Penyusun Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan perubahan internal dan eksternal

2 Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris 1,00 Penyusunan rencana bisnis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris

3 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: 2,00 Direksi belum sepenuhnya mengkomuniasikan Rencana Bisnis Bank
kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.

a) Pemegang Saham Bank;

b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

4 Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif 2,00 Direksi belum sepenuhnya melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara
efektif.

Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan

a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank

b) prinsip kehati-hatian;

c) penerapan manajemen risiko;

d) azas perbankan yang sehat

6 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 1,00 Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang dilakukan per semester

7 Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam
rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik
untuk memperkuat permodalan Bank

2,00 Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam menunjukkan keseriusan
dalam mendukung rencana strategis bank namun belum optimal.

III Governance Outcome 1,50 5% 0,08

1 Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris 1,00 Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan setujui
oleh Komisaris

2 Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) berserta realisasinya telah
dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang
ada pada Bank.

2,00 Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada selutuh
jenjang organisasi dan pemegang saham

3 Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 1,00 Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan bank secara
kesinambungan
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4 Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders 2,00 Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non
ekonomis bagi stakeholder.

5 Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang
bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT
Analysis)

1,00 Rencana strategis bank telah disusun berdasarkan analisis SWOT
melalui kajian yang komprehensif

6 Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain
SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur

2,00 Rencana strategis bank belum sepenuhnya didukung dengan
infrastruktur yang memadai

7 Tidak Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa
memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.

1,00 Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan
bank

8 Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang
dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
kewajiban penyediaan modal minimum.

2,00
Pemilik terus berupaya mengatasi kondisi permodalan bank yang
memburuk namun belum optimal.

TOTAL  SCORE 1,31 5,0% 0,07



Tabel

Matriks Range Penilaian GCG Bank Sultra

No. Peringkat Kategori

1 Peringkat 1 (Satu) Sangat Baik

2 Peringkat > 1 (satu) s/d 2 (dua) Baik

3 Peringkat > 2 (dua) s/d 3 (tiga) Cukup Baik

4 Peringkat > 3 (tiga) s/d 4 (empat) Kurang Baik

5 Peringkat > 4 (empat) s/d 5 (lima) Tidak Baik


